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AlBSTRAlK 

Peraln dalsalr seoralng PPAlT aldallalh memberikaln pelalya lnaln jalsal ya lng balik 

kepaldal malsyalralkalt yalng ingin membualt alktal otentik, sebalgali allalt pembuktialn 

ya lng memiliki kekualtaln. Tidalklalh mudalh balgi PPAlT untuk menjallalnkaln 

kewenalngalnnyal. Hall ini dikalrenalkaln ternyaltal aldal beberalpal kalsus yalng malna l 

tidalk terlallu jelals mengaltur tentalng kewenalngaln PPAlT dallalm situalsi tertentu. 

Tujualn dallalm penelitialn ini aldallalh untuk : 1) Mengetalhui daln mengalnallisis 

kewenalngaln PPAlT terhaldalp penyeralhaln sertipikalt pengurusaln ballik nalmal yalng 

dimohonkaln oleh bukaln pemegalng halk. 2) Mengetalhui daln mengalnallisis alkibalt 

hukum pelalksalnalaln kewenalngaln PPAlT dallalm menyeralhkaln sertipikalt pengurusaln 

ballik nalmal yalng dimohonkaln oleh bukaln pemegalng halk. 

Metode penelitialn ya lng diteralpkaln dallalm penelitialn ini aldallalh pendekaltaln 

yuridis normaltif. Pendekaltaln penelitialn hukum normaltif ini berlalndalskaln paldal 

balhaln hukum primer daln sekunder, yalkni penelitialn ya lng merujuk paldal normal-

normal ya lng tercalntum dallalm peralturaln perundalng-undalngaln. 

Halsil penelitialn disimpulkaln : 1) Berpijalk paldal kewenalngaln ya lng di miliki 

oleh PPAlT dallalm hall pembualtaln alktal otentik, Seoralng PPAlT dihalruskaln selallu 

mengalmbil sikalp cermalt altalu haltali-halti dallalm menghaldalpi setialp kalsus, 

mengingalt seoralng PPAlT telalh memiliki kemalmpualn professionall balik secalral 

teoritis malupun pralktis.  Dallalm putusaln nomor : 86/Pdt/2019/PT. SMG palda l 

dalsalrnyal merupalkaln pendalpalt sepihalk, daln tidalk menjelalskaln alpal ya lng 

sebenalrnya l terjaldi. Alpalbilal PPAlT melalkukaln penalhalnaln sertipikalt melallui tujualn 

pelalksalnalaln sebualh kewaljibaln, sehinggal hall itu dalpalt memberikaln penghalpusaln 

sifalt melalnggalr hukum, sertal PPAlT dinilali tidalk bersallalh, daln PPAlT berwenalng 

untuk tidalk menyeralhkaln sertipikalt tersebut dengaln aldalnyal itikald balik sesuali 

dengaln Palsall 51 KUHPidalnal.  2) Alkibalt dalri kewenalngaln PPAlT dallalm 

menyeralhkaln sertipikalt pengurusaln ballik nalmal yalng dimohonkaln oleh bukaln 

pemegalng halk alpalbilal dikalitkaln melallui teori sertal peralturaln perundalng 

undalngaln, PPAlT perlu bertalnggung jalwalb paldal kerugialn dalri pihalk ya lng menjaldi 

talnggung jalwalbnyal. Paldal kalsus ini sehalrusnyal diberlalkukaln vicalrious lalbility 

theory dallalm balhalsal indonesialnya l iallalh talnggung gugalt altals perbualtaln melalwaln 

hukum yalng dilalksalnalkaln dalri oralng lalin, yalkni teori talnggung jalwalb pimpinaln. 

Hall ini dirinci dengaln penjelalsaln paldal Palsall 1367 KUHPerdaltal ya lkni aldalnya l 

talnggung gugalt terhaldalp tindalkaln yalng dilalksalnalkaln, malknalnya l Wirya lnto Trisno 

Wibowo, S.H., MKn.,  selalku PPAlT perlu bertalnggung gugalt terhaldalp tindalkaln 

memberikaln sertal tidalk memberitalhukaln keberaldalaln Sertipikalt Halk Milik Nomor: 

1558, Desal Mulur.  

 

 

Kaltal Kunci : PPA lT, Kewenalngaln, Pemegalng Halk  
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A lBSTRAlCT 

The balsic role of al PPAlT is to provide good services to people who walnt 

to malke aluthentic deeds, als al mealns of proof thalt hals strength. It is not ealsy for al 

PPAlT to exercise its aluthority. This is becaluse it turns out thalt there alre severall 

calses which do not clealrly regulalte the a luthority of PPAlT in certalin situaltions. 

The objectives in this study alre to: 1) To find out alnd alnallyze the aluthority of al 

PPAlT over the submission of al certificalte of tralnsfer of nalme alpplied for by al 

non-right holder. 2) To know alnd alnallyze the legall consequences of the exercise 

of the aluthority of the PPAlT in submitting al certificalte of tralnsfer of nalme alpplied 

for by al non-right holder. 

The resealrch method alpplied in this study is al norma ltive juridicall 

alpproalch. This normaltive legall resealrch alpproalch is balsed on primalry alnd 

secondalry legall malterialls, nalmely resealrch thalt refers to the norms contalined in 

the legislaltion. 

The resealrch results concluded: 1) Balsed on the aluthority possessed by 

PPAlT in terms of malking aluthentic deeds, al PPAlT is required to allwalys talke al 

calreful or calreful alttitude in dealling with ealch calse, considering tha lt al PPAlT hals 

professionall a lbilities both theoretica llly alnd pralcticallly. Decision No. 

86/Pdt/2019/PT. SMG is balsicallly al one-sided opinion, alnd does not explalin whalt 

alctuallly halppened. If the PPAlT withholds the certificalte through the purpose of 

implementing aln obligaltion, so thalt it caln provide eliminaltion of unlalwful nalture, 

alnd the PPAlT is considered innocent, alnd the PPAlT is aluthorized not to submit 

the certificalte in good falith in alccordalnce with Alrticle 50 of the Criminall Code.  

2) Als al result of the aluthority of the PPAlT in submitting al certificalte of tralnsfer of 

nalme alpplied for by al non-right holder when linked through theory alnd 

legislaltion, the PPAlT needs to be responsible for the loss of the palrty for which it 

is responsible. In this calse, the vicalrious lalbility theory should alpply, which in 

Indonesialn is lialbility for the unlalwful alcts committed by others, i.e. the theory of 

vicalrious lialbility. This is detaliled by the explalnaltion in Alrticle 1367 of the Civil 

Code, nalmely the existence of lialbility for alctions calrried out, mealning thalt 

Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn, als a l PPAlT needs to be held alccountalble for 

the alct of providing alnd not informing the existence of the Certificalte of 

Ownership Number: 1558, Mulur Villalge.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

PPAT dan Notaris adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan 

erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnnya. Berangkat dari 

kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) sesuai 

dengan Burgelijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Hukum 

Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, PPAT maupun 

Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang 

terhormat
1
. 

Kemampuan PPAT untuk memahami keinginan semua pihak yang 

terlibat dalam pembuatan perjanjian sangat penting. Akta PPAT dianggap 

sebagai kebutuhan masyarakat dan memainkan peran yang sangat penting 

dalam menjamin kepastian hukum
2
. Profesi PPAT dianggap sebagai jabatan 

yang terhormat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. Dalam dinamika koneksi dengan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, akta otentik menjadi alat bukti yang sangat 

dibutuhkan. 

                                                 
1
 Mahalia Pohan Nola, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir, 2021, "Tinjauan Hukum tentang 

Kecakapan Tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan", Jurnal 

Normatif 1.2, hal. 72-76. 
2
 Jozan Adolf, dan Widhi Handoko, 2020, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta 

Bidang Pertanahan", Notarius 13.1, hal. 181-192. 
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Tidak semua tindakan, perjanjian, keputusan, atau ketentuan harus 

dilakukan melalui akta otentik, beberapa dapat dibuat dengan akta lain, 

seperti akta di bawah tangan. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, beberapa hal harus dinyatakan dalam akta otentik, contohnya ialah 

hak atas tanah, seperti jual beli tanah, warisan, perjanjian sewa-menyewa, dan 

sebagainya. 

Peran dasar seorang PPAT adalah memberikan pelayanan jasa yang baik 

kepada masyarakat yang ingin membuat akta otentik, sebagai alat pembuktian 

yang memiliki kekuatan. PPAT, sebagai manusia biasa, memiliki keterkaitan 

yang erat dengan masyarakat dan menjadi elemen prioritas dalam 

pembangunan bangsa. Sebagai pejabat negara, PPAT memiliki otoritas untuk 

membuat akta, dan tindakannya dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para 

pihak yang terlibat. 

PPAT perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

mengingat banyaknya aturan yang berubah seiring berjalannya waktu. 

Kejujuran merupakan nilai kunci yang sangat diperlukan, baik dari PPAT itu 

sendiri maupun dari para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta
3
. 

Kejujuran menjadi dasar utama dalam menciptakan akta yang sempurna. 

Sebagai seorang profesional, PPAT harus melewati proses panjang untuk 

menjaga profesionalitasnya. Jabatan PPAT merupakan posisi yang sangat 

dipercaya, dan masyarakat percaya bahwa apa pun yang dibuat oleh seorang 

PPAT adalah benar. Oleh karena itu, PPAT perlu dibekali dengan 

                                                 
3
 Guntur Putra Ilman, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, 2023, "Penguatan Kewenangan 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris", Indonesia 

Berdaya 4.2, hal. 679-688. 
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pengetahuan mendalam dan mampu mengemban tanggung jawab yang besar 

dalam menjalankan tugasnya. 

PPAT memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  

yang berbunyi “Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”, dengan ketentuan bahwa mereka 

bertindak dengan cermat dan teliti serta menjaga kerahasiaan informasi klien. 

Proses balik nama sertipikat harus dilakukan melalui PPAT, dengan syarat 

bahwa pemohon balik nama harus menyediakan bukti kepemilikan yang sah, 

yang kemudian akan diperiksa oleh PPAT untuk keabsahannya sebelum 

mendaftarkan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan. Perlindungan 

hukum juga diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memiliki hak 

untuk balik nama sertipikat, dengan tanggung jawab PPAT atas keabsahan 

akta balik nama yang dibuatnya, serta kemungkinan pengajuan gugatan oleh 

pihak yang dirugikan akibat tindakan PPAT. 

Tidaklah mudah bagi PPAT untuk menjalankan kewenangannya. Hal ini 

dikarenakan ternyata ada beberapa kasus yang mana tidak terlalu jelas 

mengatur tentang kewenangan PPAT dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, 

pada kasus putusan Nomor: 86/Pdt/2019/PT SMG terdapat seorang PPAT 

digugat, karena pada tanggal 16 Januari 2017 seorang dengan insial H datang 

ke Kantor PPAT W. H datang untuk menyerahkan fisik sertipikat Hak Milik 
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No. 1558 Desa M atas nama orang lain yaitu Nyonya R dan berkas-berkas 

untuk kepentingan roya lainnya sebagaimana di dalam tanda terima no. 

IV/01/2017 tertanggal 16 Januari 2017. Pada tanggal 2 Maret 2017 Penggugat 

H kembali menyerahkan asli SPPT PBB NOP No. 

33.11.060.0003.011.0154.0 atas nama orang lain lagi yaitu Ny. M kepada 

PPAT W, dengan maksud setelah roya akan diproses balik nama menjadi atas 

nama penggugat H. Kemudian setelah sekian lama waktu berjalan Penggugat 

H meminta klarifikasi kepada PPAT W terhadap keberadaan fisik sertipikat 

tanah yang diserahkan Penggugat H. Akan tetapi,  PPAT  W secara diam 

diam dan dengan tidak meminta persetujuan serta tanpa sepengetahuan 

penggugat selaku orang yang telah menyerahkan sertipikat kepada PPAT W, 

menyerahkan sertifkat tersebut kepada orang lain. Sehingga penggugat tidak 

dapat melakukan proses balik nama sertipikat.  

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Notaris adalah dua profesi 

yang memiliki tanggung jawab dalam proses legalisasi dokumen properti. 

Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, namun keduanya sama-

sama berada dalam ranah legalisasi dan pembuatan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan kepemilikan tanah dan properti. PPAT bertanggung jawab 

untuk membuat akta-akta tanah yang sah secara hukum, sementara notaris 

memiliki peran yang lebih luas dalam membuat akta-akta yang sah untuk 

berbagai transaksi hukum, termasuk penjualan properti.  

Kasus putusan Nomor: 86/Pdt/2019/PT SMG merupakan salah satu 

contoh yang memperlihatkan tingkat kesulitan tanggung jawab PPAT dalam 
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menjalankan kewenangannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa PPAT 

memiliki kewenangan untuk menyerahkan sertipikat tersebut, sementara 

pihak lain berpendapat sebaliknya. Perdebatan ini muncul karena adanya 

ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan hal 

tersebut, mengingat belum ada penelitian terdahulu yang membahas 

kewenangan PPAT dalam Menyerahkan Sertipikat Pengurusan Balik Nama 

yang Dimohonkan oleh Bukan Pemegang Hak.  

Penelitian terdahulu pernah membahas ini yaitu penelitian milik Kumara 

(2023). Namun penelitian tersebut membahas kewenangan notaris dalam 

Menyerahkan Sertipikat Pengurusan Balik Nama yang Dimohonkan oleh 

Bukan Pemegang Hak. Hal ini menjadi kesenjangan atau celah penelitian 

yang muncul di dalam pembahasan secara sistematis untuk menarik 

kesimpulan masih terbatas dalam penelitian ini, mengingat belum ada 

penelitian terdahulu yang membahas kewenangan PPAT dalam Menyerahkan 

Sertipikat Pengurusan Balik Nama yang Dimohonkan oleh Bukan Pemegang 

Hak. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut untuk memahami 

secara mendalam mengenai kewenangan PPAT dalam menyerahterimakan 

sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang 

hak, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua 

pihak yang terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik 

untuk membuat penelitian dengan judul “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) Menyerahkan Sertipikat Pengurusan Balik Nama yang 
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Dimohonkan oleh Bukan Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor: 

86/Pdt/2019/PT SMG)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa 

rumusan masalah yang dapat diangkat dalam tesis ini, yaitu: 

1. Bagaimana kewenangan PPAT terhadap penyerahan sertipikat 

pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak? 

2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan kewenangan PPAT dalam 

menyerahkan sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh 

bukan pemegang hak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, terdapat tujuan 

penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis kewenangan PPAT terhadap penyerahan 

sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan 

pemegang hak. 

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan 

PPAT dalam menyerahkan sertipikat pengurusan balik nama yang 

dimohonkan oleh bukan pemegang hak. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan didalam 

ilmu pengetahuan terhadap PPAT dalam peraturan hukum, terutama yang 

berkaitan dengan kewenangan PPAT dalam menyerahkan sertipikat 

pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan 

pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama 

masyarakat luas khususnya terkait dengan kewenangan PPAT dalam 

menyerahkan sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh 

bukan pemegang hak.  

b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan 

manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum dalam 

pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak.  

c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi 

penulisan hukum atau penelitian selanjutnya. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Kewenangan 

W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa kewenangan 

berasal dari kata “wewenang,” di mana “wenang” atau wewenang 

diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu
4
. Prajudi 

Atmosudirjo memberikan pandangan tentang makna wewenang dalam 

                                                 
4
 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 137. 
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konteks kewenangan dengan menyatakan bahwa kewenangan adalah 

kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari lembaga legislatif 

(diberikan oleh undang-undang) atau lembaga eksekutif/administratif
5
. 

Kewenangan dapat dianggap sebagai kekuasaan terhadap sekelompok 

orang atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan tertentu yang 

bersifat komprehensif, sementara wewenang hanya mencakup suatu 

bagian atau aspek tertentu. Dalam kerangka kewenangan, terdapat 

berbagai wewenang yang mencakup bidang-bidang spesifik. 

Wewenang, seperti yang dijelaskan oleh Prajudi Atmosudirjo, 

adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Kewenangan 

yang dimiliki oleh seorang jabatan, seperti PPAT, memiliki sumber asal 

yang dapat diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, atau Mandat 

berdasarkan hukum administrasi. Dalam konteks PPAT, perolehan 

kewenangannya terjadi melalui atribusi karena kewenangan tersebut 

diciptakan dan diberikan oleh Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. 

2. PPAT 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 

1998) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

                                                 
5
 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hal. 42. 
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Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya
6
. 

3. Balik Nama 

Arti kata “balik nama” adalah suatu tindakan hukum untuk 

memindahkan hak atas suatu barang atau benda dari satu orang kepada 

orang lain
7
. Tindakan hukum ini dilakukan melalui suatu proses 

pendaftaran di kantor pertanahan setempat. Kata balik nama dalam hal 

pertanahan di Indonesia biasanya merujuk pada kegiatan memindahkan 

hak atas tanah dari satu orang kepada orang lain, misalnya dari penjual 

kepada pembeli. Proses balik nama ini harus dilakukan di kantor 

pertanahan setempat dengan memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan.  

4. Dimohonkan 

Arti kata “dimohonkan” adalah suatu tindakan untuk mengajukan 

permohonan atau permintaan kepada pihak yang berwenang
8
. Tindakan 

ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang membutuhkan 

pelayanan atau bantuan dari pihak tersebut. Di dalam ranah kenotariatan, 

kata dimohonkan dapat merujuk pada permohonan yang diajukan oleh 

klien kepada PPAT berkaitan dengan kepentingan pribadi ataupun usaha 

                                                 
6
 E. Utrecht, 1973, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Keenam, P.T Penerbit Balai 

Pustaka Ichtiar, Jakarta, hal. 44. 
7
 Jeremia Supit, 2022, "Akibat Hukum Pembuatan Balik Nama Sertipikat Tanpa Sepengetahuan 

Pemiliknya Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex Privatum 10.3, hal. 63 
8
 Jenifer Maria, 2020, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris", Jurnal Ilmu Sosial dan 

Pendidikan 4.4, hal. 408-415. 
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klien. Salah satu contoh permohonan berkaitan dengan kepentingan 

pribadi yaitu mengajukan permohonan balik nama atas tanah. 

5. Pemegang Hak 

Arti kata “pemegang hak” adalah orang atau pihak yang memiliki 

suatu hak atas suatu barang atau benda, atau atas suatu kepentingan 

tertentu
9
. Kata “pemegang hak” dapat digunakan dalam hukum untuk 

menyatakan orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu barang atau 

benda, misalnya hak milik, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual 

lainnya. Misalnya, seseorang yang memiliki sertipikat tanah dikatakan 

sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.  

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon 

Kata “kewenangan” berasal dari kata dasar “wewenang,” yang 

diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu 

tindakan. Kewenangan dapat dianggap sebagai kekuasaan formal, yang 

berasal dari lembaga legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau 

lembaga eksekutif/administratif. Kewenangan seringkali terdiri dari 

beberapa wewenang, yang mencakup kekuasaan terhadap sekelompok 

orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. 

                                                 
9
 Chrisya Immanuella Nadine, dan Siti Hajati Hoesin, 2022, "Akibat Hukum terhadap Notaris/Ppat 

Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/Ppat (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Blitar Nomor 10/Pdt, G/2020/Pn Blt)", Palar (Pakuan Law Review) 8.1, hal. 1-17. 
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Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh melalui 

tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat
10

: 

a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang 

kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang 

baru. Kewenangan tersebut melekat pada organ pemerintahan yang 

dituju, terkait dengan jabatan dan kewenangan yang diberikan 

kepadanya. 

b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi, terjadi penyerahan 

kewenangan dari satu entitas ke entitas lain. Kewenangan yang telah 

diberikan oleh pemberi delegasi menjadi tanggung jawab penerima 

wewenang. 

c. Mandat diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada bawahan. 

Pelimpahan ini memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat 

keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi 

mandat. Tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, dan 

semua akibat hukum yang timbul dari keputusan yang diambil oleh 

mandataris menjadi tanggung jawab pemberi mandat. Ini terlihat 

dalam penggunaan kata “a.n” (atas nama). 

Kewenangan umumnya diatur melalui pembagian kekuasaan negara 

oleh Undang-Undang Dasar. Sementara kewenangan delegasi dan mandat 

berkaitan dengan pelimpahan. Perbedaan mendasar antara kewenangan 

                                                 
10

 Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 

77. 
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delegasi dan mandat terletak pada cara pemindahan atau pengalihan 

kewenangan. 

Kewenangan delegasi melibatkan pemindahan atau pengalihan 

kewenangan yang sudah ada. Dengan kata lain, ada pemindahan atribusi 

kepada pejabat di bawahnya, yang juga dibarengi dengan pemindahan 

tanggung jawab. Di sisi lain, kewenangan mandat tidak melibatkan 

pengakuan atau pengalihan tangan kewenangan. Dalam kasus ini, hanya 

terdapat janji-janji kerja internal antara penguasa dan pegawai, tanpa 

adanya pemindahan tanggung jawab. 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan untuk membuat 

keputusan hanya dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu atribusi atau 

delegasi. Atribusi mengacu pada wewenang yang melekat pada suatu 

jabatan. Jika kewenangan itu kurang sempurna, keputusan yang diambil 

berdasarkan kewenangan tersebut tidak sah menurut hukum
11

. 

Pernyataan tersebut menekankan bahwa atribusi dan delegasi 

merupakan sarana untuk menentukan apakah suatu badan memiliki 

kewenangan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat. 

Sementara dalam konteks mandat, tidak ada pengakuan kewenangan atau 

pemindahan tanggung jawab. Hal ini terkait dengan janji-janji kerja 

internal antara penguasa dan pengawal, di mana pegawai memperoleh 

kewenangan untuk bertindak atas nama penguasa dalam situasi tertentu. 

                                                 
11

 Dimas Almansyah, dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, "Tanggungjawab Notaris dalam 

Pembuatan Akta Para Pihak di Bawah Tekanan dan Paksaan", Jurnal Usm Law Review 5.2, hal. 

754-766. 
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2. Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen 

Pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua bentuk menurut kamus 

hukum, yaitu liability (keadaan menjadi bertanggung jawab) dan 

responsibility (keadaan atau fakta menjadi bertanggung jawab). Liability 

merupakan istilah hukum yang sangat luas dan mencakup hampir setiap 

karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau 

yang mungkin terjadi. Istilah liability digunakan untuk merujuk pada 

segala bentuk hak dan kewajiban
12

. 

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability lebih 

khusus mengacu pada pertanggungjawaban hukum, terutama tanggung 

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 

KUHPerdata, yang umumnya dikenal sebagai Pasal yang menjelaskan 

tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, menetapkan empat 

unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu: 

a. Adanya perbuatan.  

b. Adanya unsur kesalahan.  

c. Adanya kerugian yang diderita.  

d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 

Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

merujuk pada unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum 

tidak hanya mencakup ketidakpatuhan terhadap undang-undang, tetapi 

juga melibatkan pertimbangan terhadap kepatutan dan kesusilaan dalam 

                                                 
12

 Agustin Rifiana, Yetniwati Yetniwati, dan Diana Amir, 2022, "Kewajiban Notaris dalam 
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masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa 

dia memikul tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, seseorang dapat 

dikenakan sanksi hukum jika perbuatannya dianggap bertentangan dengan 

norma-norma yang berlaku. 

Hans Kelsen mengembangkan teori tanggung jawab hukum (legal 

liability) yang menganalisis aspek-aspek tanggung jawab hukum. Dalam 

teori tradisional yang dikemukakan oleh Kelsen, tanggung jawab 

dibedakan menjadi dua jenis
13

: 

a. Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan, artinya seseorang 

bertanggung jawab karena melakukan perbuatan yang melanggar 

hukum atau norma tertentu.  

b. Tanggung jawab mutlak, artinya seseorang bertanggung jawab tanpa 

harus membuktikan adanya kesalahan, namun cukup karena 

keterlibatannya dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu. 

Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah jenis 

tanggung jawab yang diberlakukan terhadap subjek hukum atau pelaku 

yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum akibat kekeliruan atau 

kealpaannya, seperti kelalaian atau kelengahannya. Kelalaian terjadi 

ketika subjek hukum atau pelaku menjadi lengah, kurang hati-hati, tidak 

mematuhi kewajibannya, atau lupa melaksanakan tugasnya. 
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Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat jenis
14

: 

a. Pertanggungjawaban individu 

Tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh individu itu sendiri.  

b. Pertanggungjawaban kolektif 

Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh orang lain atau kelompok.  

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan 

Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukan dengan sengaja atau diperkirakan untuk menimbulkan 

kerugian.  

d. Pertanggungjawaban mutlak 

Seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukan tanpa sengaja atau tanpa diperkirakan. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara sistematis yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data dengan 

tujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau untuk menguji hipotesis. 

Metode ini menentukan bagaimana sebuah penelitian dilakukan, adapun 

metode penelitian ini sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  
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Jenis penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian hukum normatif, 

jenis penelitian ini berfokus pada analisis dan penelitian bahan pustaka 

atau data sekunder untuk menemukan dan merumuskan argumentasi 

hukum. Penelitian hukum normatif ini berlandaskan pada bahan hukum 

primer dan sekunder, yakni penelitian yang merujuk pada norma-norma 

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
15

.   

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.
16

  Jenis penelitian hukum ini dilakukan secara yuridis normatif 

dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 

kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas.
17

 

2. Metode Pendekatan  

 Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yuridis normatif 

ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach).  Pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) adalah metode yang digunakan untuk menelaah dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah 
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 Achmad Fadel, Vera Novianti, dan Neisa Angrum Adisti, 2020, "Analisis Pertimbangan Hakim 
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(Studi Putusan Hakim)", Jurnal Sriwijaya University, hal. 21. 
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 Peter Mahmud Marzuki. 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 35. 
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penelitian, beberapa aspek penting dari pendekatan ini diantaranya :                            

a. Fokus pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peneliti 

menggunakan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain 

yang terkait dengan masalah penelitian. b. Penelitian menggunakan bahan 

hukum primer (seperti undang-undang) dan sekunder (seperti jurnal, 

literatur, dan pendapat para ahli). c. Penafsiran gramatikal melibatkan 

analisis tata bahasa dan kata-kata dalam peraturan hukum, sedangkan 

penafsiran sistematis melibatkan hubungan antar peraturan hukum. Tujuan 

utama pendekatan ini untuk menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur 

suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, 

menjelaskan bagian-bagian yang sulit, dan memprediksi perkembangan-

perkembangan yang akan datang.  

 Pendekatan kasus (case approach) adalah metode yang digunakan 

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam 

praktik hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendekatan ini: 

a. Metode ini berfokus pada analisis kasus-kasus yang telah mendapat 

putusan pengadilan atau kasus-kasus yang relevan dengan masalah 

penelitian. b. Pendekatan kasus melibatkan penggunaan data empiris dari 

kasus-kasus yang telah terjadi, yang dapat memberikan gambaran tentang 

penerapan hukum dalam praktik. c. Dalam suatu penelitian normatif, 

kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran 

terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam 

praktik hukum.  Tujuan utama  pendekatan ini adalah untuk memperoleh 
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suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan 

hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk 

bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.  

 Dengan demikian, kedua metode pendekatan ini digunakan untuk 

memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang penerapan 

hukum dalam suatu penelitian yuridis normatif pada peneltian ini. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian tesis ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang bukan diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari sumber aslinya, tetapi merupakan hasil dari sumber lain 

yang sudah ada. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merujuk pada materi-materi yang memiliki 

relevansi dengan isu penelitian, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
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6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah 

9) Kompilasi Hukum Islam 

10) Putusan Pengadilan Nomor : 86/Pdt/19/PT SMG 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang memberikan penjelasan 

atau informasi tambahan tentang data primer. Data sekunder dapat 

berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah dari 

kalangan hukum, dan literatur yang relevan dengan masalah yang 

sedang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan tersier merujuk pada jenis bahan yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Contoh bahan tersier meliputi kamus, ensiklopedia, 

indeks kumulatif, dan sumber lainnya yang memberikan informasi 

terkait. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tesis, metode pengumpulan data merupakan bagian 

penting yang harus dilakukan dengan seksama untuk memperoleh data 

yang valid dan akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian tesis ini dengan Studi Pustaka. Studi pustaka merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber-

sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan pemerintah 

terkait kewenangan PPAT. Studi pustaka dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi dan referensi yang diperlukan dalam penulisan 

tesis ini. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang 

dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam 

penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk 

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan 

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang 

seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil 

penelitian.
18

 Analisis data melibatkan penyusunan, pengurutan, dan 

pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta deskripsi. Tujuan 

utama dari analisis data adalah mengidentifikasi tema dan hipotesis yang 
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dapat diterangkan berdasarkan data yang terkumpul. Metode analisis 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana 

data dikumpulkan dan dikelola secara terstruktur untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat objektif.  

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan untuk tesis dengan ini: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan 

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab 2 : Kajian Pustaka 

Pada bab ini membahas dasar teori terkait dengan penelitian. Teori-teori 

tersebut yaitu: Tinjuan Hukum Tentang PPAT, Tinjauan Umum Tentang 

Pengurusan Balik Nama Sertipikat, Tinjuan Hukum Tentang Hak Atas Tanah, 

dan Tinjauan Umum PPAT Dalam Perspektif Islam. 

Bab 3: Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Bab ini membahas hasil penelitian yaitu kewenangan PPAT terhadap 

penyerahan sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan 

pemegang hak dan akibat hukum pelaksanaan kewenangan PPAT dalam 

menyerahkan sertipikat pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan 

pemegang hak. 
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Bab 4: Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran bagi pihak PPAT dan masyarakat terkait dengan topik 

penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

1. Pengertian PPAT 

Pejabat Pembualt Alktal Talnalh, yalng disingkalt PPAlT, dallalm Balhalsa l 

Belalndal dikenall dengaln istilalh lalnd titles registralr, memiliki posisi daln 

peralnaln krusiall dallalm kehidupaln bermalsyalralkalt daln bernegalral kalrenal 

merekal diberikaln kewenalngaln oleh negalral untuk membualt alkta l 

pemindalhaln halk altals talnalh di Indonesial. Berdalsalrkaln Palsall 1 Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 24 Talhun 2016 Tentalng Perubalhaln Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 37 Talhun 1998 Tentalng Peralturaln Jalbaltaln Pejalbalt 

Pembualt Alktal Talnalh, PPAlT didefinisikaln sebalgali pejalbalt umum yalng 

memiliki wewenalng untuk membualt alktal-alktal otentik yalng berhubungaln 

dengaln perbualtaln hukum tertentu mengenali halk altals talnalh daln halk milik 

altals saltualn rumalh susun. Seoralng pejalbalt umum aldallalh individu ya lng 

dialngkalt oleh instalnsi yalng berwenalng untuk melalya lni malsya lralkalt umum 

dallalm bidalng altalu kegialtaln tertentu.
19

 

PPAlT altalu Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh aldallalh individu yalng 

memiliki kewenalngaln untuk membualt berbalgali jenis alktal talnalh sesuali 

dengaln ketentualn hukum ya lng berlalku. Merekal bertugals membualt alktal 

pemindalhaln daln pembebalnaln halk altals talnalh, sertal halk milik altals saltualn 
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rumalh susun, sertal alktal pemberialn kualsal untuk membebalnkaln halk 

talnggungaln
20

. Definisi PPAlT sesuali dengaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 

37 Talhun 1998. Menurut Palsall 1 alyalt (1), PPAlT aldallalh pejalbalt ya lng 

memiliki wewenalng untuk membualt alktal-alktal otentik terkalit perbualtaln 

hukum tertentu yalng berkalitaln dengaln halk altals talnalh altalu halk milik altals 

saltualn rumalh susun. 

Menurut Palsall 7 Undalng-Undalng Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng 

Pendalftalraln Talnalh, dinyaltalkaln balhwal PPAlT dialngkalt daln diberhentikaln 

oleh Menteri Algralrial. Dallalm situalsi di malnal di daleralh terpencil tidalk 

terdalpalt PPAlT yalng dalpalt melalksalnalkaln perbualtaln hukum mengenali 

talnalh, PPAlT sementalral dalpalt ditunjuk. Alktivitals PPAlT mencalkup balntualn 

kepaldal Kepallal Kalntor Pertalnalhaln dallalm melalksalnalkaln tugals-tugals di 

bidalng pendalftalraln talnalh. Hall ini menunjukkaln betalpal pentingnyal peraln 

PPAlT dallalm menjalmin legallitals daln otentisitals tralnsalksi talnalh, serta l 

memfalsilitalsi proses aldministralsi yalng terkalit dengaln pendalftalraln talnalh. 

Peralturaln ini memberikaln galmbalraln balhwal PPAlT berfungsi sebalgali 

pelalyaln publik yalng berwenalng membualt alktal otentik mengenali segallal 

perbualtaln hukum yalng menya lngkut halk altals talnalh daln halk milik altals 

saltualn rumalh susun. Dallalm menjallalnkaln tugalsnyal, PPAlT jugal membalntu 

Kepallal Kalntor Pertalnalhaln, terutalmal dallalm pendalftalraln talnalh. Dengaln 

demikialn, keberaldalaln PPAlT salngalt esensiall dallalm sistem hukum 

pertalnalhaln di Indonesial. Selalin itu, PPAlT memiliki talnggung jalwalb besalr 
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dallalm menjalmin balhwal semual tralnsalksi talnalh dilalkukaln sesuali dengaln 

ketentualn hukum yalng berlalku, memalstikaln balhwal semual dokumen yalng 

terkalit dengaln tralnsalksi tersebut aldallalh salh daln otentik. Dallalm hall ini, 

peraln PPAlT tidalk halnya l terbaltals paldal pembualtaln alktal, tetalpi jugal 

mencalkup pemeriksalaln daln verifikalsi semual dokumen daln informalsi yalng 

relevaln dengaln tralnsalksi talnalh.
21

 

Pelalksalnalaln tugals PPAlT dialtur lebih lalnjut dallalm Undalng-Undalng 

Nomor 4 Talhun 1996 Tentalng Halk Talnggungaln. Palsall 1 alya lt (4) dalri 

Undalng-Undalng tersebut menegalskaln balhwal PPAlT memiliki staltus 

sebalgali Pejalbalt Umum yalng berwenalng membualt alktal-alktal talnalh tertentu. 

Dallalm penjelalsaln undalng-undalng tersebut, disebutkaln balhwal alktal ya lng 

dibualt oleh PPAlT dialnggalp otentik. Ini beralrti, dallalm kalsus aldal malsallalh 

terkalit dengaln alktal ya lng dibualt oleh PPAlT, pengaldilaln tidalk perlu 

memverifikalsi isi alktal tersebut, talnggall pembualtalnnyal, altalu kealbsalhaln 

talndal talngaln dalri pihalk-pihalk ya lng terlibalt, kecualli jikal aldal bukti 

pemallsualn, penipualn, altalu pelalnggalraln lalinnyal. Hall ini memalstikaln 

balhwal alktal talnalh yalng dibualt oleh PPAlT memiliki kekualtaln hukum ya lng 

kualt daln tidalk dalpalt dengaln mudalh dibaltallkaln
22

. 

Keberaldalaln PPAlT di daleralh-daleralh terpencil salngalt diperlukaln untuk 

memalstikaln balhwal semual tralnsalksi talnalh dalpalt dilalkukaln dengaln salh daln 

sesuali hukum. Oleh kalrenal itu, dallalm daleralh yalng tidalk memiliki PPAlT 
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tetalp, dalpalt dialngkalt PPAlT sementalral untuk menjallalnkaln tugals-tugals ini. 

Penunjukaln PPAlT sementalral ini bertujualn untuk mengaltalsi kekosongaln 

fungsi PPAlT di daleralh-daleralh ya lng membutuhkaln lalya lnaln ini. 

Sebalgali pejalbalt yalng dialngkalt oleh Menteri Algralrial, PPAlT 

dihalralpkaln dalpalt menjallalnkaln tugalsnya l dengaln penuh talnggung jalwalb 

daln integritals tinggi. Pelalksalnalaln tugals PPAlT halrus selallu berlalndalskaln 

paldal prinsip-prinsip hukum ya lng berlalku sertal menjunjung tinggi 

profesionallisme dallalm setialp tindalkaln yalng dilalkukaln. Hall ini penting 

untuk menjalgal kepercalyalaln malsyalralkalt terhaldalp lalyalnaln ya lng diberikaln 

oleh PPAlT. Dallalm pralktiknyal, PPAlT jugal halrus memiliki pemalhalmaln 

mendallalm mengenali berbalgali peralturaln perundalng-undalngaln ya lng 

mengaltur tentalng pertalnalhaln di Indonesial. Hall ini meliputi pemalhalmaln 

tentalng Undalng-Undalng Pokok Algralrial, Peralturaln Pemerintalh, sertal 

peralturaln-peralturaln lalinnyal yalng terkalit dengaln pendalftalraln talnalh daln 

perallihaln halk altals talnalh. Pengetalhualn ini salngalt penting untuk 

memalstikaln balhwal setialp alktal ya lng dibualt oleh PPAlT sesuali dengaln 

ketentualn hukum yalng berlalku.
23

 

Secalral keseluruhaln, peraln PPAlT dallalm sistem hukum pertalnalhaln di 

Indonesial salngalt vitall. Merekal tidalk halnyal berfungsi sebalgali pembualt 

alktal, tetalpi jugal sebalgali penjalmin legallitals daln otentisitals tralnsalksi talnalh. 

Dengaln demikialn, keberaldalaln PPAlT aldallalh sallalh saltu pilalr utalmal dallalm 

                                                 
23

 Dedy S Mulyana, H, 2021 "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang 

Batal Demi Hukum", Juris dan Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora 1.1,  hal. 106-118. 



 

 

27 

 

menjalgal stalbilitals daln kealdilaln dallalm pengelolalaln halk altals talnalh di 

Indonesial. 

2. Dalsalr Hukum PPAlT 

Pendalftalraln talnalh menjaldi kewaljibaln pemerintalh sesuali dengaln 

Undalng-Undalng Pokok Algralrial Nomor 5 Talhun 1960. Proses pendalftalraln 

talnalh dialtur dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997. Dallalm 

peralturaln tersebut, dibentuklalh Jalbaltaln Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh 

(PPAlT) yalng memiliki kewenalngaln untuk membualt dokumen-dokumen 

hukum terkalit halk altals talnalh, termalsuk halk milik altals saltualn rumalh susun 

ya lng alkaln didalftalrkaln
24

. Pentingnya l jalbaltaln PPAlT dialtur lebih lalnjut 

dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 37 Talhun 1998. Peralturaln ini menjaldi 

pedomaln utalmal dallalm mengaltur jalbaltaln PPAlT, bersalmal dengaln regulalsi 

lalin yalng terkalit dengaln tugals daln talnggung jalwalb PPAlT. 

3. Syalralt-Syalralt untuk Dalpalt Dialngkalt Menjaldi PPAlT 

Menurut ketentualn dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 37 Talhun 

1998 tentalng Jalbaltaln Pembualt Alktal Talnalh, PPAlT ditunjuk daln 

diberhentikaln oleh Menteri terkalit. Untuk menjaldi PPAlT, seseoralng halrus 

memenuhi beberalpal syalralt, di alntalralnya l

25
: 

a. Memiliki kewalrgalnegalralaln Indonesial. 

b. Berusial minimall 30 talhun. 
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c. Mempunya li caltaltaln perilalku balik ya lng didukung oleh suralt keteralngaln 

dalri kepolisialn setempalt. 

d. Tidalk pernalh dihukum penjalral kalrenal melalkukaln tindalkaln kriminall 

berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln ya lng telalh berkekualtaln hukum tetalp. 

e. Menjalgal kesehaltaln jalsmalni daln rohalni. 

f. Telalh lulus dalri progralm pendidikaln notalrialt khusus altalu progralm 

pendidikaln khusus untuk PPAlT ya lng diselenggalralkaln oleh institusi 

pendidikaln tertentu. 

g. Melewalti ujialn yalng dialdalkaln oleh Kalntor Menteri Negalral Algralrial 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall. 

4. Tugals Pokok daln Kewenalngaln PPAlT 

Menurut Palsall 2 alya lt (1) Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 

2016, Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) memiliki tugals utalmal 

melalksalnalkaln sebalgialn kegialtaln pendalftalraln talnalh. Merekal membualt alktal 

sebalgali bukti telalh dilalkukalnnya l perbualtaln hukum tertentu, yalng berkalitaln 

dengaln halk altals talnalh sertal Halk Milik Altals Saltualn Rumalh Susun. Alktal-

alktal ini kemudialn digunalkaln sebalgali dalsalr pendalftalraln perubalhaln daltal 

pendalftalraln talnalh yalng dialkibaltkaln oleh perbualtaln hukum tersebut. Palsall 

2 alya lt (2) menjelalskaln lebih lalnjut mengenali perbualtaln-perbualtaln hukum 

ya lng dimalksud dallalm Palsall 2 alyalt (1). Perbualtaln-perbualtaln hukum ini 

mencalkup berbalgali alktivitals, seperti tukalr menukalr, pemberialn Halk Guna l 

Balngunaln/Halk Palkali altals Talnalh Halk Milik, pembalgialn halk bersalmal, juall 
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beli, pemalsukaln ke dallalm perusalhalaln (inbreng), pemberialn halk 

talnggungaln, hibalh, sertal pemberialn kualsal membebalnkaln halk talnggungaln. 

a. Kewenalngaln PPAlT 

Dallalm menjallalnkaln tugals-tugals tersebut, PPAlT diberikaln 

kewenalngaln tertentu oleh Palsall 3 Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 

Talhun 2016. Palsall ini menya ltalkaln balhwal PPAlT memiliki kewenalngaln 

untuk membualt alktal otentik mengenali semual perbualtaln hukum 

sebalgalimalnal disebutkaln dallalm Palsall 2 alyalt (2), yalng berhubungaln 

dengaln halk altals talnalh sertal Halk Milik Altals Saltualn Rumalh Susun yalng 

terletalk dallalm daleralh kerjalnya l.
26

 

Menurut peralturaln tersebut, PPAlT halnya l diberi kewenalngaln untuk 

membualt alktal ya lng berkalitaln dengaln halk altals talnalh altalu Halk Milik 

Altals Saltualn Rumalh Susun di dallalm daleralh kerjalnyal. Jikal PPAlT 

membualt alktal di lualr wilalya lh kerjalnyal, kecualli kalrenal pemekalraln 

kalbupalten/kotal altalu pemekalraln provinsi, merekal dalpalt diberhentikaln 

secalral tidalk hormalt sesuali dengaln ketentualn yalng terdalpalt dallalm Palsall 

10 alya lt (3) Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 2016. 

b. Alktivitals daln Fungsi PPAlT 

Alktivitals yalng dilalkukaln oleh PPAlT salngalt penting dallalm 

pendalftalraln talnalh daln melibaltkaln balnya lk perbualtaln hukum. Beberalpal 

contoh perbualtaln hukum yalng dilalksalnalkaln oleh PPAlT meliputi juall 
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beli, tukalr menukalr, hibalh, pemalsukaln ke dallalm perusalhalaln (inbreng), 

pembalgialn halk bersalmal, pemberialn Halk Gunal Balngunaln altalu Halk 

Palkali altals Talnalh Halk Milik, pemberialn Halk Talnggungaln, daln 

pemberialn kualsal untuk membebalnkaln Halk Talnggungaln. Semual 

alktivitals ini memerlukaln alktal otentik ya lng dibualt oleh PPAlT.
27

 

PPAlT bertalnggung jalwalb untuk memalstikaln balhwal alktal ya lng 

dibualtnyal sesuali dengaln ketentualn hukum yalng berlalku daln dalpalt 

digunalkaln sebalgali dalsalr pendalftalraln perubalhaln daltal pendalftalraln talnalh. 

Kewenalngaln PPAlT dallalm membualt alktal otentik halnya l berlalku di 

dallalm wilalyalh kerjalnya l. Jikal PPAlT membualt alktal di lualr wilalyalh 

kerjalnyal talnpal allalsaln yalng salh, merekal dalpalt diberhentikaln secalral 

tidalk hormalt. 

Dengaln demikialn, peraln daln kewenalngaln PPAlT dallalm sistem 

hukum pertalnalhaln di Indonesial salngalt penting. Merekal tidalk halnyal 

bertugals untuk membualt alktal, tetalpi jugal memalstikaln balhwal semua l 

tralnsalksi talnalh dilalkukaln sesuali dengaln hukum ya lng berlalku. Hall ini 

salngalt penting untuk menjalgal kepercalya laln malsyalralkalt terhaldalp sistem 

hukum pertalnalhaln daln memalstikaln balhwal halk altals talnalh daln Halk 

Milik Altals Saltualn Rumalh Susun dalpalt dipertalhalnkaln secalral salh daln 

almaln. 

                                                 
27

 I Susanto, Komang Edy, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020, "Kedudukan 

Notaris dan PPat dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Jaminan Perlindungan bagi Para 

Pihak", Jurnal Konstruksi Hukum 1.2, hal. 379-383. 



 

 

31 

 

5. Bentuk daln Fungsi Alktal PPAlT 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) memiliki peraln vitall dallalm 

proses pendalftalraln talnalh di Indonesial. Berdalsalrkaln Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 24 Talhun 2016, merekal diberi wewenalng untuk melalksalnalkaln 

sebalgialn kegialtaln pendalftalraln talnalh. PPAlT bertugals membualt alktal 

sebalgali bukti salh telalh dilalkukalnnya l perbualtaln hukum tertentu terkalit 

halk altals talnalh sertal Halk Milik Altals Saltualn Rumalh Susun. Alktal-alktal ini 

menjaldi dalsalr untuk pendalftalraln perubalhaln daltal pendalftalraln talnalh alkibalt 

perbualtaln hukum tersebut.
28

 

Alktal PPAlT dialkui sebalgali alktal otentik sebalgalimalnal ditetalpkaln oleh 

Palsall 1 alyalt (1) daln Palsall 3 alyalt (1) Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 

Talhun 2016. Sebalgali alktal otentik, alktal PPAlT halrus memenuhi syalralt daln 

taltal calral pembualtaln alktal otentik yalng dialtur oleh undalng-undalng. Palsall 

1868 KUHPerdaltal menjelalskaln balhwal sualtu alktal otentik halrus dibualt 

dallalm bentuk yalng ditentukaln oleh undalng-undalng oleh altalu di haldalpaln 

pejalbalt umum yalng berwenalng. Oleh kalrenal itu, PPAlT halrus mengikuti 

ketentualn ini dallalm membualt alktal. 

Untuk dinyaltalkaln sebalgali alktal otentik, aldal tigal unsur ya lng halrus 

dipenuhi: bentuk alktal ditentukaln oleh Undalng-Undalng, alktal dibualt oleh 

altalu di haldalpaln pejalbalt umum yalng berwenalng, daln alktal dibualt oleh 

pejalbalt umum dallalm wilalya lh kerjalnyal. Jikal alktal dibualt di lualr wilalyalh 

kerjal PPAlT, kecualli kalrenal pemekalraln wilalyalh, malkal PPAlT tersebut 
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dalpalt diberhentikaln secalral tidalk hormalt sesuali dengaln ketentualn yalng 

berlalku.
29

  Menurut Palsall 24 Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 

2016, pembualtaln alktal PPAlT dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln 

mengenali pendalftalraln talnalh. Palsall 96 Peralturaln Menteri Algralrial/Kepallal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Nomor 3 Talhun 1997 menjelalskaln balhwa l 

alktal PPAlT halrus menggunalkaln formulir altalu blalnko ya lng sesuali dengaln 

bentuk yalng telalh disedialkaln. Calral pengisialnnyal jugal telalh ditentukaln 

dallalm lalmpiraln 16 salmpali dengaln 23. 

Jenis-jenis alktal ya lng halrus dibualt oleh PPAlT mencalkup berbalgali 

perbualtaln hukum seperti Alktal Tukalr Menukalr, Alktal Juall Beli, Alktal 

Pemberialn Halk Talnggungaln, Alktal Pembalgialn Halk Bersalmal, Alktal 

Hibalh, Alktal Pemberialn Halk Gunal Balngunaln/Halk Palkali Altals Talnalh Halk 

Milik, Alktal Pemalsukaln Ke Dallalm Perusalhalaln, sertal Suralt Kualsal 

Membebalnkaln Halk Talnggungaln. Alktal ya lng dibualt oleh PPAlT memiliki 

fungsi penting sebalgali bukti salh telalh dilalkukalnnyal perbualtaln hukum 

tertentu. Menurut Palsall 2 Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 2016, 

alktal tersebut digunalkaln sebalgali dalsalr untuk pendalftalraln perubalhaln daltal 

pendalftalraln talnalh yalng dialkibaltkaln oleh perbualtaln hukum tersebut. 

Perbualtaln hukum ya lng dimalksud mencalkup berbalgali alktivitals seperti 

tukalr menukalr, pemberialn halk gunal balngunaln altalu halk palkali altals talnalh 

halk milik, pembalgialn halk bersalmal, juall beli, hibalh, pemalsukaln ke dallalm 
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perusalhalaln (inbreng), pemberialn halk talnggungaln, sertal pemberialn kualsal 

membebalnkaln halk talnggungaln. 

  Dallalm konteks hukum, alktal otentik yalng dibualt oleh PPAlT memiliki 

nilali pembuktialn yalng salngalt penting. Palsall 1865 KUHPerdaltal 

menya ltalkaln balhwal setialp oralng yalng mendallilkaln balhwal ial memiliki 

sualtu halk altalu ingin meneguhkaln halknya l sendiri malupun membalntalh 

halk oralng lalin, diwaljibkaln membuktikaln aldalnya l halk altalu peristiwal 

tersebut. Talnpal aldalnya l alktal otentik, perolehaln halk altals talnalh daln 

balngunaln tidalk dialkui secalral hukum, sehinggal halk tersebut malsih aldal 

paldal pihalk yalng mengallihkaln halk tersebut. 

Secalral keseluruhaln, peraln PPAlT dallalm sistem hukum pertalnalhaln 

Indonesial salngaltlalh penting. Merekal bertalnggung jalwalb untuk 

memalstikaln balhwal semual tralnsalksi talnalh dilalkukaln sesuali dengaln 

ketentualn hukum yalng berlalku, sertal balhwal halk altals talnalh daln Halk 

Milik Altals Saltualn Rumalh Susun dalpalt dipertalhalnkaln dengaln salh daln 

almaln. 

6. Kode Etik PPAlT 

Ketentualn yalng mengaltur peraln PPAlT dallalm menjalgal integritals 

profesi merekal terdalpalt dallalm berbalgali peralturaln. Meskipun Peralturaln 

Pemerintalh No. 24 Talhun 2016, yalng mengubalh PP No. 37 Talhun 1998 

tentalng Peralturaln Jalbaltaln PPAlT, tidalk menyebutkaln kode etik secalral 

lalngsung, peralturaln lebih lalnjut mengaltur hall tersebut. Palsall 28 alya lt (2) 

huruf c Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 menyaltalkaln balhwal 
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PPAlT dalpalt diberhentikaln tidalk hormalt oleh Kepallal BPN jikal melalnggalr 

kode etik profesi. 

Orgalnisalsi resmi yalng menalungi palral PPAlT aldallalh Ikaltaln Pejalbalt 

Pembualt Alktal Talnalh (IPPAlT).  Kode etik ya lng berlalku balgi PPAlT 

aldallalh halsil Keputusaln Kongres IV IPPAlT talnggall 31 Algustus - 1 

September 2007.  Menurut Keputusaln Menteri Algralrial daln Taltal 

Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial Nomor : 

112/KEP-4.1/IV/2017 tentalng Pengesalhaln Kode Etik Ikaltaln Pejalbalt 

Pembualt Alktal Talnalh sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 1 alngkal (2)  Kode 

Etik PPAlT, kode etik ini mencalkup semual kalidalh morall yalng ditentukaln 

oleh perkumpulaln daln peralturaln perundalng-undalngaln, ya lng waljib ditalalti 

oleh alnggotal IPPAlT daln semual oralng ya lng menjallalnkaln tugals sebalgali 

PPAlT, termalsuk palral PPAlT Penggalnti.
30

 

Dallalm pelalksalnalaln tugals sehalri-halri, PPAlT diwaljibkaln memiliki 

kepribaldialn balik, menghormalti hukum, daln berbalhalsal Indonesial dengaln 

benalr. Merekal jugal halrus bekerjal profesionall, bertalnggung jalwalb, daln 

memberikaln pelalyalnaln terbalik kepaldal malsyalralkalt. Selalin itu, PPAlT 

diwaljibkaln untuk memberikaln penyuluhaln hukum daln memberikaln 

jalsalnya l secalral cumal-cumal kepaldal malsya lralkalt ya lng kuralng malmpu.               

Palsall 2 Kode Etik Profesi PPAlT menyaltalkaln balhwal kode etik ini berlalku 

balgi seluruh PPAlT daln PPAlT Penggalnti, balik dallalm tugals jalbaltaln 

malupun kehidupaln sehalri-halri. Palsall 3 menjalbalrkaln berbalgali kewaljibaln 
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PPAlT, termalsuk menjalgal kehormaltaln profesi, mengutalmalkaln 

pengalbdialn kepaldal malsyalralkalt, sertal berpalrtisipalsi dallalm pembalngunaln 

nalsionall. Sementalral itu, ketentualn yalng melalralng tindalkaln tertentu oleh 

PPAlT dialtur dallalm Palsall 4 Kode Etik PPAlT. PPAlT dilalralng membukal 

kalntor calbalng, menggunalkaln peralntalral dengaln kondisi tertentu, sertal 

memalsalng iklaln promosi. Selalin itu, merekal tidalk boleh mengaljukaln 

permohonaln untuk ditetalpkaln sebalgali PPAlT di instalnsi tertentu dengaln 

insentif tertentu altalu menerimal permintalaln membualt alktal yalng telalh 

disialpkaln oleh PPAlT lalin talnpal izin. 

PPAlT jugal tidalk boleh menalhaln berkals untuk memalksal seseoralng 

membualt alktal paldal merekal, menjelek-jelekkaln rekaln sejalwalt, altalu 

menjaldi allalt pihalk lalin untuk menalndaltalngalni alktal. Merekal halrus 

menghormalti ketentualn dallalm Peralturaln Jalbaltaln PPAlT daln perundalng-

undalngaln terkalit, sertal menjallalnkaln tugals sesuali sumpalh jalbaltaln.
31

 

Maljelis Kehormaltaln, ya lng terdiri dalri Maljelis Kehormaltaln Daleralh 

daln Pusalt, memiliki kewenalngaln untuk mengalwalsi daln menindalk 

pelalnggalraln kode etik. Semual PPAlT waljib menyesualikaln pralktik daln 

perilalku merekal sesuali dengaln peralturaln daln kode etik yalng berlalku, 

untuk menjalgal integritals daln profesionallisme profesi. Ketentualn Palsall 69 

Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 menegalskaln balhwal untuk 

menjalgal malrtalbalt profesi, waljib dibentuk orgalnisalsi profesi PPAlT 

daln/altalu PPAlT Sementalral. Orgalnisalsi ini halrus menyusun kode etik 
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ya lng berlalku nalsionall daln ditalalti semual alnggotal. Kode etik yalng telalh 

disusun alkaln disalhkaln oleh Kepallal BPN sebalgali pedomaln 

pengembalngaln profesi PPAlT. Terkalit kewaljibaln lalinnyal, PPAlT halrus 

mendirikaln kalntor sebalgali saltu-saltunyal tempalt kerjal, melalkukaln 

registralsi daln pembalrualn daltal di Kementerialn Algralrial daln Talta l 

Rualng/Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall, sertal membalntu malsyalralkalt 

menya ldalri halk daln kewaljibaln hukum merekal. Merekal jugal dihalralpkaln 

untuk bersikalp ralmalh daln salling menghormalti dallalm lingkungaln kerjal 

merekal. 

Dallalm hall menemukaln kesallalhaln serius dallalm alktal ya lng dibualt 

oleh rekaln sejalwalt, PPAlT diwaljibkaln memberitalhukaln kesallalhaln 

tersebut dengaln calral ya lng tidalk menggurui daln menjelalskaln calral 

memperbalikinyal kepaldal klien yalng bersalngkutaln. Hall ini dilalkukaln 

untuk mencegalh timbulnyal malsallalh lebih lalnjut balgi klien daln rekaln 

sejalwalt. Secalral umum, PPAlT halrus menjallalnkaln tugals dengaln penuh 

talnggung jalwalb, kejujuraln, daln profesionallisme, sertal menjalgal 

kehormaltaln daln nalmal balik korps PPAlT. Merekal jugal halrus bersikalp 

ralmalh terhaldalp setialp pejalbalt daln pihalk yalng berhubungaln dengaln tugals 

jalbaltaln merekal, menjalgal hubungaln balik dengaln sesalmal rekaln sejalwalt, 

daln tidalk melalkukaln persalingaln yalng tidalk sehalt. Kode etik jugal 

melalralng PPAlT memalsalng palpaln nalmal di lualr baltals kewaljalraln, 

melalkukaln tindalkaln promosi yalng tidalk etis, altalu menerimal insentif 
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untuk ditetalpkaln sebalgali PPAlT di instalnsi tertentu. Semual tindalkaln ini 

dialtur untuk menjalgal profesionallisme daln integritals profesi PPAlT.
32

 

Dengaln demikialn, alturaln ya lng mengaltur PPAlT daln kode etik profesi 

merekal bertujualn untuk menjalgal stalndalr profesionallisme yalng tinggi, 

melindungi kepentingaln malsyalralkalt, daln memalstikaln balhwal PPAlT 

menjallalnkaln tugals merekal dengaln integritals daln talnggung jalwalb. 

B. Perjalnjialn 

1. Pengertialn Perjalnjialn 

Kaltal "perjalnjialn" memiliki alkalr dalri balhalsal Belalndal 

"overeenkomst" ya lng diterjemalhkaln menjaldi "persetujualn" altalu 

"perjalnjialn". Pengertialn perjalnjialn memiliki balnyalk sudut palndalng yalng 

berbedal. Misallnya l, Wiryono Projodikoro menggunalkaln istilalh 

"verbentenis" untuk merujuk paldal perjalnjialn, sementalral "overeenkomst" 

dialrtikaln sebalgali persetujualn.
33

 

Menurut R. Subekti, "verbentenis" diterjemalhkaln sebalgali peralturaln 

altalu perikaltaln, sedalngkaln "overeenkomst" beralrti persetujualn altalu 

perjalnjialn. Dallalm Palsall 1313 KUHPerdaltal, perjalnjialn didefinisikaln 

sebalgali tindalkaln di malnal saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal 

kepaldal saltu oralng altalu lebih. 

Albdulkaldir Muhalmmald menilali balhwal definisi dalri Palsall 1313 

KUHPerdaltal memiliki beberalpal kelemalhaln. Pertalmal, halnya l menya lngkut 
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sepihalk saljal. Rumusaln "saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal 

terhaldalp saltu oralng altalu lebih" seolalh-olalh halnyal daltalng dalri saltu pihalk, 

bukaln dalri kedual belalh pihalk. Kedual, kaltal "perbualtaln" mencalkup talnpal 

konsensus. Kaltal ini bisal dialrtikaln sebalgali tindalkaln talnpal kualsal altalu 

tindalkaln melalwaln hukum ya lng tidalk mengalndung konsensus. Ketigal, 

pengertialn ya lng dirumuskaln terlallu luals, mencalkup hall-hall seperti jalnji 

kalwin ya lng sehalrusnya l dialtur di balgialn hukum kelualrgal. Keempalt, tidalk 

aldalnyal tujualn, sehinggal palral pihalk tidalk talhu tujualn dalri perjalnjialn 

tersebut. 

Menurut R. Setialwaln, perjalnjialn aldallalh sualtu perbualtaln hukum di 

malnal saltu oralng altalu lebih mengikaltkaln dirinyal altalu salling mengikaltkaln 

diri kepaldal saltu oralng altalu lebih. Ial berpendalpalt balhwal definisi dallalm 

Palsall 1313 KUHPerdaltal selalin belum lengkalp jugal terlallu luals. Definisi 

tersebut belum lengkalp kalrenal halnyal menyebutkaln perjalnjialn sepihalk 

daln terlallu luals kalrenal menggunalkaln kaltal "perbualtaln" yalng bisal 

dialrtikaln sebalgali perbualtaln melalwaln hukum. 

Oleh kalrenal itu, definisi perjalnjialn halrus mencalkup beberalpal hall: 

pertalmal, perbualtaln halrus mengalcu paldal sualtu perbualtaln hukum yalng 

menimbulkaln alkibalt hukum. Kedual, menalmbalhkaln kaltal "salling 

mengikaltkaln diri" untuk menunjukkaln konsensus alntalral pihalk-pihalk 

ya lng terlibalt. Definisi perjalnjialn ya lng sempurnal memalng sulit 

dirumuskaln, mengingalt palral salrjalnal memiliki palndalngaln malsing-malsing 

mengenali pengertialn perjalnjialn. 
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Beberalpal pengertialn perjalnjialn yalng dijelalskaln oleh salrjalnal alntalral 

lalin: R. Subekti mengaltalkaln balhwal perjalnjialn aldallalh peristiwal di malnal 

seseoralng berjalnji kepaldal oralng lalin altalu di malnal dual oralng salling 

berjalnji untuk melalksalnalkaln sesualtu. Menurut K. R. M. T Tirtodiningralt, 

perjalnjialn aldallalh perbualtaln hukum berdalsalrkaln kaltal sepalkalt alntalral dual 

oralng altalu lebih untuk menimbulkaln alkibalt hukum ya lng diperkenalnkaln 

oleh undalng-undalng.
34

 

Sudikno Mertokusumo mengalrtikaln perjalnjialn sebalgali hubungaln 

hukum alntalral dual pihalk altalu lebih berdalsalrkaln kaltal sepalkalt untuk 

menimbulkaln alkibalt hukum. Berdalsalrkaln pendalpalt beberalpal salrjalnal 

tersebut, dalpalt disimpulkaln balhwal perjalnjialn aldallalh perbualtaln ya lng 

menimbulkaln hubungaln hukum alntalral pihalk-pihalk yalng membualt 

perjalnjialn, di malnal palral pihalk tersebut memiliki halk daln kewaljibaln ya lng 

salmal dallalm perjalnjialn tersebut. 

2. Unsur-Unsur Perjalnjialn 

Unsur Nalturallial 

Unsur nalturallial dallalm perjalnjialn aldallalh unsur yalng telalh dialtur oleh 

Undalng-Undalng. Jikal palral pihalk tidalk mengaltur unsur ini dallalm 

perjalnjialn, malkal Undalng-Undalng secalral otomaltis alkaln mengalturnyal. 

Contoh dalri unsur nalturallial aldallalh ketentualn mengenali calcalt tersembunyi 

dallalm sebualh kontralk. Misallnyal, jikal dallalm kontralk penjuallaln tidalk 
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diperjalnjikaln mengenali calcalt tersembunyi, malkal secalral otomaltis 

penjuallaln tersebut halrus bertalnggung jalwalb altals calcalt tersembunyi 

tersebut sesuali dengaln ketentualn KUHPerdaltal.
35

 

Unsur Essensiallial 

Menurut J. Saltrio, unsur essensiallial aldallalh unsur yalng halrus alda l 

dallalm setialp perjalnjialn. Unsur ini salngalt penting sehinggal tidalk mungkin 

sualtu perjalnjialn tidalk memiliki unsur ini. Sallalh saltu contohnyal aldallalh 

klalusulal yalng hallall. Berdalsalrkaln Palsall 1320 KUHPerdaltal, unsur 

essensiallial ya lng menjaldikaln aldalnyal perjalnjialn secalral umum aldallalh 

sepalkalt palral pihalk, aldalnya l palral pihalk, objek perjalnjialn, daln klalusulal yalng 

hallall. Unsur ini bersifalt memalksal, sehinggal jikal ketentualn tersebut tidalk 

aldal, malkal perjalnjialn tersebut baltall demi hukum.
36

 

Unsur Alccidentallial 

Unsur alccidentallial aldallalh unsur dallalm perjalnjialn ya lng ditalmbalhkaln 

oleh palral pihalk kalrenal tidalk dialtur dallalm Undalng-Undalng. Unsur ini 

menjaldi mengikalt palral pihalk jikal merekal memperjalnjikalnnyal dallalm 

kontralk. Sebalgali contoh, dallalm perjalnjialn juall beli dengaln calral alngsuraln, 

jikal debitur tidalk membalya lr selalmal tigal bulaln berturut-turut, malkal balralng 

ya lng sudalh dibeli dalpalt ditalrik kemballi oleh pihalk kreditur.
37
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3. Syalralt Salhnyal Perjalnjialn 

Palsall 1320 KUHPerdaltal mengaltur tentalng syalralt salhnya l perjalnjialn. 

Perjalnjialn dikaltalkaln salh jikal telalh memenuhi empalt sya lralt, ya litu: aldalnya l 

kaltal sepalkalt alntalral pihalk-pihalk yalng mengikaltkaln diri; pihalk-pihalk yalng 

mengaldalkaln perjalnjialn halrus calkalp, kecualli jikal ditentukaln tidalk calkalp 

oleh undalng-undalng; sualtu hall tertentu dimalnal objek perjalnjialn halrus 

spesifik daln dalpalt diperdalgalngkaln; daln sebalb yalng hallall altalu sebalb yalng 

melalndalsi perjalnjialn halrus hallall daln tidalk melalnggalr undalng-undalng altalu 

kesusilalaln. Menurut Palsall 1330 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal, 

oralng ya lng dialnggalp calkalp untuk membualt perjalnjialn aldallalh merekal yalng 

telalh berumur 21 talhun altalu telalh menikalh meskipun belum berumur 21 

talhun. Selalin itu, oralng-oralng yalng salkit ingaltaln, pemboros ya lng beraldal di 

balwalh pengalmpualn, sertal perempualn ya lng bersualmi tidalk termalsuk dallalm 

kaltegori calkalp. Dallalm Palsall 50 Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 

tentalng Perkalwinaln, disebutkaln balhwal ya lng dialnggalp calkalp aldallalh 

merekal ya lng telalh mencalpali umur 18 talhun altalu telalh menikalh meskipun 

belum mencalpali umur tersebut. Berdalsalrkaln Palsall 31 Undalng-Undalng 

Nomor 1 Talhun 1974, seoralng istri memiliki halk daln kedudukaln ya lng 

seimbalng dengaln sualmi, ya lng beralrti istri jugal dialnggalp calkalp hukum 

untuk melalkukaln perbualtaln hukum. 

Sepalkalt 

Sepalkalt aldallalh kehendalk dalri pihalk-pihalk ya lng mengaldalkaln 

perjalnjialn untuk membualt perjalnjialn tersebut. Kaltal sepalkalt ini halrus 
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diberikaln secalral bebals daln tidalk boleh aldal palksalaln altalu tekalnaln. 

Meskipun kaltal sepalkalt sudalh dialnggalp terpenuhi, terkaldalng aldal 

kekhilalfaln yalng menyebalbkaln perjalnjialn ya lng sudalh terjaldi dialnggalp 

bukaln perjalnjialn. Hall ini terjaldi alpalbilal kedual belalh pihalk mengiral 

merekal sepalkalt tentalng sesualtu ya lng salmal, paldalhall kenyaltalalnnyal tidalk 

demikialn. 

Objek a ltalu Hall Tertentu 

Objek dallalm perjalnjialn aldallalh hall tertentu yalng menjaldi halk dalri 

kreditur daln kewaljibaln dalri debitur. Setidalknyal, jenis altalu malcalm bendal 

dallalm perjalnjialn halrus sudalh ditentukaln dengaln jelals. Hall ini penting algalr 

tidalk terjaldi kebingungaln mengenali alpal yalng diwaljibkaln daln alpal yalng 

menjaldi halk dallalm perjalnjialn tersebut. 

Sualtu Sebalb yalng Hallall 

Sebalb ya lng hallall dallalm perjalnjialn beralrti balhwal isi dalri perjalnjialn 

tersebut tidalk bertentalngaln dengaln undalng-undalng, kesusilalaln, altalu 

ketertibaln umum. Hall ini salngalt penting untuk memalstikaln balhwa l 

perjalnjialn ya lng dibualt tidalk melalnggalr hukum altalu normal-normal yalng 

berlalku dallalm malsya lralkalt. 

Keempalt syalralt tersebut dalpalt dibalgi dallalm 2 (dual) kelompok, yalitu: 

Syalralt Objektif 

Syalralt objektif aldallalh syalralt ya lng berkalitaln dengaln objek perjalnjialn. 

Hall ini meliputi sualtu hall tertentu daln sualtu sebalb ya lng hallall. Syalralt ini 

halrus dipenuhi algalr perjalnjialn dialnggalp salh menurut hukum. Jikal syalralt 
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objektif tidalk terpenuhi, malkal perjalnjialn tersebut dialnggalp baltall demi 

hukum. Alkibaltnya l, perjalnjialn tersebut tidalk memiliki kekualtaln hukum 

sejalk alwall daln tidalk dalpalt menimbulkaln halk altalu kewaljibaln balgi palra l 

pihalk ya lng membualt perjalnjialn. Kontralk yalng baltall demi hukum tidalk 

dalpalt dijaldikaln dalsalr untuk menuntut halk di depaln halkim kalrenal tidalk aldal 

dalsalr hukum yalng salh. 

Syalralt Subjektif 

Syalralt subjektif menya lngkut pihalk-pihalk ya lng membualt perjalnjialn, 

ya litu kesepalkaltaln alntalral merekal daln kecalkalpaln pihalk yalng membualt 

perjalnjialn. Kesepalkaltaln ini halrus diberikaln secalral bebals talnpal aldalnyal 

palksalaln altalu tekalnaln. Jikal syalralt subjektif ini tidalk dipenuhi, malkal 

perjalnjialn tersebut dalpalt dibaltallkaln. Alrtinya l, sallalh saltu pihalk dalpalt 

memintal pembaltallaln perjalnjialn melallui pengaldilaln. Misallnyal, jikal sallalh 

saltu pihalk ya lng membualt perjalnjialn belum calkalp menurut hukum, 

pembaltallaln dalpalt dimintalkaln oleh oralng tual altalu wallinyal, altalu oleh pihalk 

tersebut sendiri jikal sudalh calkalp. 

Pembaltallaln perjalnjialn terjaldi jikal syalralt subjektif tidalk dipenuhi. Hall 

ini membalwal konsekuensi balhwal perjalnjialn tersebut telalh membalwal 

alkibalt hukum terhaldalp palral pihalk sejalk alwall. Nalmun, alkibalt hukum ini 

dalpalt dihalpuskaln melallui gugaltaln altalu putusaln pengaldilaln yalng 

menya ltalkaln perjalnjialn tersebut dalpalt dibaltallkaln. Pembaltallaln ini halrus 

dimintalkaln oleh pihalk ya lng meralsal dirugikaln. Dallalm hall ini, penting 

untuk membuktikaln balhwal syalralt subjektif tidalk terpenuhi algalr 
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pengaldilaln dalpalt mengalbulkaln permintalaln pembaltallaln. Jikal perjalnjialn 

dialnggalp baltall demi hukum kalrenal tidalk memenuhi syalralt objektif, malkal 

perjalnjialn tersebut tidalk membalwal alkibalt hukum sejalk alwall. Seballiknyal, 

jikal perjalnjialn dalpalt dibaltallkaln kalrenal tidalk memenuhi syalralt subjektif, 

malkal perjalnjialn tersebut malsih memiliki alkibalt hukum salmpali aldal 

putusaln pengaldilaln ya lng membaltallkalnnya l. Oleh kalrenal itu, salngalt penting 

balgi pihalk-pihalk yalng membualt perjalnjialn untuk memalstikaln balhwal 

semual sya lralt perjalnjialn terpenuhi algalr perjalnjialn tersebut salh daln 

mengikalt secalral hukum. 

4. Pelalksalnalaln Sualtu Perjalnjialn 

Perjalnjialn dallalm hukum perdaltal aldallalh sualtu kesepalkaltaln alntalral dual 

belalh pihalk ya lng salling mengisi kehendalknyal. Hall ini dialtur dallalm Palsall 

1320 KUHPerdaltal ya lng mengaltur mengenali syalralt-syalralt salhnya l sualtu 

perjalnjialn. Kehendalk dalri setialp pihalk halrus salling bertemu daln 

dinyaltalkaln dengaln jelals untuk menciptalkaln sualtu perikaltaln yalng salh. 

Misallnyal, ketikal seoralng pembeli ingin membeli balralng daln penjuall 

bersedial melepalskaln balralngnya l altals balyalraln yalng disepalkalti. Sya lralt ini 

menjaldi paltokaln umum dallalm pembentukaln perjalnjialn.
38

 

Kaltal sepalkalt dallalm perjalnjialn memualt dual alspek penting, yalitu 

penalwalraln daln penerimalaln. Kedual alspek ini halrus salling timball ballik 

alntalral kedual belalh pihalk. Penalwalraln aldallalh tindalkaln mengaljukaln sualtu 

                                                 
38

 Aulia Hakim Rahman, dan Muhammad Fajar Ilham, "Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban 

PPat terhadap Pembatalan Akta Jual Beli dengan Penggunaan Kuasa Mutlak", Yustitiabelen 9.2, 

2023, hal. 182-191. 



 

 

45 

 

kehendalk untuk melalkukaln sualtu perbualtaln hukum kepaldal pihalk lalin, 

sedalngkaln penerimalaln aldallalh persetujualn dalri pihalk lalin terhaldalp 

penalwalraln tersebut. Kesepalkaltaln ya lng tercalpali alntalral kedual belalh pihalk 

menalndali lalhirnyal sualtu perjalnjialn yalng salh. 

Setialp perjalnjialn halrus memenuhi keempalt sya lralt salhnyal, yalitu 

kesepalkaltaln palral pihalk, kemalmpualn untuk membualt perjalnjialn, sualtu hall 

ya lng hallall untuk menjaldi objek perjalnjialn, daln bentuk yalng ditentukaln 

oleh undalng-undalng altalu disepalkalti oleh palral pihalk. Jikal sualtu perjalnjialn 

tidalk memenuhi syalralt-syalralt tersebut, malkal perjalnjialn tersebut dalpalt 

dibaltallkaln altalu dialnggalp baltall demi hukum. Pembaltallaln dalpalt dimintal 

oleh pihalk ya lng tidalk calkalp altalu memberikaln persetujualn secalral tidalk 

bebals. Sedalngkaln, perjalnjialn yalng tidalk memenuhi syalralt objektif 

dialnggalp baltall demi hukum daln dialnggalp tidalk pernalh aldal. Secalral 

konseptuall, kaltal sepalkalt aldallalh titik temu dalri dual kehendalk ya lng salling 

mengisi. Balgi hukum, penyesualialn kehendalk alntalral dual individu belum 

cukup untuk membentuk sualtu perikaltaln, kalrenal hukum lebih mengaltur 

paldal perbualtaln nyaltal dalri malnusial. Untuk bisal salling bertemu, kehendalk 

halrus dinya ltalkaln dengaln jelals daln berisi unsur prestalsi yalng dalpalt diukur 

secalral nyaltal. 

 

5. Alsals-Alsals Perjalnjialn 

Berikut ini aldallalh beberalpal alsals perjalnjialn: 
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a. Alsals Konsensuall Dallalm hukum perjalnjialn, terdalpalt prinsip 

konsensuallisme yalng salngalt penting. Alsals ini mengisyalraltkaln balhwal 

sualtu perjalnjialn sudalh salh sejalk tercalpalinyal kesepalkaltaln alntalral pihalk-

pihalk yalng terlibalt. Hall ini tercermin dallalm Palsall 1320 alyalt (1) Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Perdaltal, di malnal kesepalkaltaln palral pihalk 

dialnggalp sebalgali inti dalri terbentuknya l perjalnjialn. 

b. Alsals Kepercalyalaln Alsals kepercalyalaln dallalm perjalnjia ln 

mengindikalsikaln balhwal setialp pihalk yalng terlibalt halrus memenuhi 

semual kewaljibaln ya lng telalh disepalkalti. Ini beralrti balhwal setialp 

tindalkaln altalu prestalsi ya lng dijalnjikaln halrus dilalksalnalkaln dengaln 

penuh talnggung jalwalb. 

c. Alsals Kebebalsaln Berkontralk Sistem hukum perjalnjialn di Indonesia l 

menegalskaln prinsip kebebalsaln berkontralk. Prinsip ini memberikaln 

kebebalsaln kepaldal individu untuk menetalpkaln syalralt-syalralt perjalnjialn 

sesuali dengaln keinginaln merekal, selalmal tidalk bertentalngaln dengaln 

undalng-undalng, ketertibaln umum, daln normal-normal morall ya lng 

berlalku. 

d. Alsals Kepaltutaln Alsals kepaltutaln dialtur dallalm Palsall 1339 Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Perdaltal. Prinsip ini menghalruskaln balhwal isi 

dalri sualtu perjalnjialn halruslalh sesuali dengaln normal-normal yalng 

berlalku daln tidalk melalnggalr kewaljalraln. 

e. Alsals Itikald Balik Prinsip itikald balik dallalm pelalksalnalaln kontralk 

menunjukkaln balhwal setialp pihalk halrus memiliki nialt yalng jujur daln 
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sungguh-sungguh untuk memaltuhi sertal melalksalnalkaln perjalnjialn 

dengaln balik. Ini sesuali dengaln ketentualn Palsall 1338 alya lt (3) Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Perdaltal. 

f. Alsals Keseimbalngaln Alsals keseimbalngaln menegalskaln balhwal kedua l 

belalh pihalk dallalm perjalnjialn memiliki kewaljibaln daln halk ya lng 

seimbalng. Kreditur memiliki halk untuk menuntut prestalsi ya lng 

dijalnjikaln, sementalral debitur berkewaljibaln untuk memenuhi prestalsi 

tersebut dengaln itikald balik. 

g. Alsals Kebialsalaln Alsals kebialsalaln dallalm perjalnjialn mengalcu paldal 

pralktik altalu traldisi yalng lalzim diikuti dallalm sualtu malsyalralkalt. Ini 

dialtur dallalm Palsall 1347 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal, ya lng 

menya ltalkaln balhwal hall-hall ya lng lalzim dipralktikkaln dallalm kebialsalaln 

dalpalt dialnggalp termalsuk dallalm isi perjalnjialn, meskipun tidalk secalral 

eksplisit disebutkaln. 

h. Alsals Kekualtaln Mengikaltnyal Perjalnjialn Prinsip kekualtaln mengikaltnya l 

perjalnjialn, seperti yalng tercalntum dallalm Palsall 1338 alyalt (1) Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Perdaltal, menyaltalkaln balhwal setialp perjalnjialn 

ya lng salh mengikalt pihalk-pihalk yalng terlibalt sepenuhnya l. Ini 

mencerminkaln prinsip "palctal sunt servalndal" yalng beralrti jalnji halrus 

dipaltuhi. 

6. Alkibalt Sualtu Perjalnjialn 

Dalmpalk dalri sualtu perjalnjialn dialtur dallalm Balgialn Ketigal Buku III 

Palsall 1338 hinggal Palsall 1341 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdalta l 
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(KUHPerdaltal). Menurut Palsall 1338 KUHPerdaltal, dalmpalk dalri sualtu 

perjalnjialn aldallalh balhwal perjalnjialn tersebut mengikalt palral pihalk yalng 

membualtnya l daln berlalku sebalgali hukum balgi merekal. Alsals kebebalsaln 

berkontralk yalng terbaltals oleh hukum yalng bersifalt memalksal, 

menghalruskaln palral pihalk untuk memaltuhi peralturaln yalng aldal.
39

 

Perjalnjialn yalng salh mengikalt palral pihalk ya lng membualtnya l 

sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 1338 KUHPerdaltal. Ini mengalndung 

malknal balhwal perjalnjialn halrus memenuhi semual persyalraltaln salhnya l sesuali 

hukum, meskipun tidalk sempurnal, perjalnjialn dalpalt dialnggalp salh meskipun 

dialnggalp tidalk aldil. 

Pernya ltalaln, "berlalku sebalgali undalng-undalng balgi merekal yalng 

membualtnya l" menurut ketentualn Palsall 1338 alya lt (1) KUHPerdaltal, 

memiliki malknal balhwal perjalnjialn yalng dibualt mengikalt palral pihalk 

pembualtnya l seperti undalng-undalng ya lng berlalku balgi merekal. Ini beralrti 

balhwal dengaln membualt perjalnjialn, pihalk-pihalk tersebut menetalpkaln 

hukum balgi diri merekal sendiri. Menurut Palsall 1338 alyalt (2) KUHPerdaltal, 

sualtu perjalnjialn tidalk dalpalt ditalrik kemballi kecualli dengaln persetujualn 

kedual belalh pihalk altalu allalsaln yalng salh menurut undalng-undalng. Ini 

aldallalh kelalnjutaln logis dalri Palsall 1338 alyalt (1) KUHPerdaltal ya lng 

menya ltalkaln balhwal perjalnjialn yalng salh mengikalt palral pihalk. Palsall 1338 

alya lt (3) KUHPerdaltal menetalpkaln balhwal sualtu perjalnjialn halrus 

dilalksalnalkaln dengaln itikald balik, yalng beralrti balhwal pelalksalnalaln 
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perjalnjialn halrus sesuali dengaln stalndalr kepaltutaln daln kealdilaln. Ini 

menya lngkut ketertibaln umum daln normal-normal kesopalnaln. 

Ketentualn mengenali itikald balik aldallalh balgialn dalri alturaln ketertibaln 

umum daln kesopalnaln. Hall ini dijelalskaln dallalm Palsall 1339 KUHPerdaltal 

ya lng mengaltur balhwal perjalnjialn halrus mengikalt balik untuk hall-hall ya lng 

secalral tegals dialtur malupun hall-hall ya lng menurut sifaltnyal dihalruskaln oleh 

kepaltutaln, kebialsalaln, altalu undalng-undalng.
40

 

Palsall 1347 KUHPerdaltal menjelalskaln balhwal hall-hall ya lng selallu 

diperjalnjikaln menurut kebialsalaln dialnggalp dimalsukkaln dallalm perjalnjialn 

meskipun tidalk secalral eksplisit dinyaltalkaln. Kebialsalaln ini halrus selallu 

diperhitungkaln dallalm membualt altalu menalfsirkaln perjalnjialn, balik ya lng 

tertulis malupun tidalk tertulis. Dengaln demikialn, Palsall 1338 KUHPerdalta l 

memberikaln dalsalr yalng kualt tentalng balgalimalnal sualtu perjalnjialn mengikalt 

palral pihalk yalng membualtnya l daln halrus dilalksalnalkaln dengaln itikald balik 

sesuali dengaln prinsip-prinsip hukum yalng berlalku. 

7. Beralkhirnyal Perjalnjialn 

Halpusnyal sualtu perikaltaln tidalk otomaltis mengalkibaltkaln beralkhirnya l 

perjalnjialn, melalinkaln halnyal beralkhirnyal perjalnjialn ya lng dalpalt 

mengalkibaltkaln halpusnyal perikaltaln. Ketikal sualtu perjalnjialn beralkhir, 

semual perikaltaln yalng termalsuk di dallalmnyal secalral otomaltis menjaldi tidalk 

berlalku lalgi.
41
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Palsall 1381 KUHPerdaltal menyaltalkaln sepuluh allalsaln yalng dalpalt 

mengalkibaltkaln halpusnya l perikaltaln, seperti pembalyalraln, penalwalraln 

pembalyalraln tunali dengaln penyimpalnaln altalu penitipaln, pembalhalrualn 

utalng, perjumpalaln utalng altalu kompensalsi, pencalmpuraln utalng, 

pembebalsaln utalng, musnalhnya l balralng yalng menjaldi objek utalng, 

pembaltallaln, berlalkunyal sya lralt baltall, daln lewaltnya l walktu (Dallualwalrsal). 

Ketentualn yalng dialtur dallalm Balb IV Buku KUHPerdaltal 

menjelalskaln balhwal halpusnyal perikaltaln bisal terjaldi kalrenal beberalpal sebalb 

utalmal, yalng dalpalt dibalgi menjaldi beberalpal kaltegori. Pertalmal, kalrena l 

pemenuhaln perikaltaln itu sendiri, seperti pembalya lraln altalu penalwalraln 

pembalyalraln tunali yalng diikuti dengaln penyimpalnaln altalu penitipaln, sertal 

pembalhalrualn hutalng. Kedual, kalrenal terjaldi peristiwal perdaltal yalng 

menghalpuskaln kewaljibaln kedual belalh pihalk, seperti perjumpalaln daln 

pencalmpuraln utalng. Ketigal, kalrenal aldalnyal perbualtaln hukum ya lng 

menghalpuskaln kewaljibaln debitor, misallnya l pembebalsaln utalng oleh 

kreditor. Keempalt, kalrenal objek yalng menjaldi subjek perikaltaln mengallalmi 

musnalh. Kelimal, kalrenal tidalk terpenuhinyal sya lralt lalhirnyal sualtu 

perjalnjialn altalu syalralt baltall dallalm perjalnjialn bersyalralt. Daln keenalm, 

kalrenal lewaltnyal walktu. Dalri rumusaln Palsall 1381 KUHPerdaltal, dalpalt 

disimpulkaln balhwal terdalpalt sepuluh allalsaln yalng dalpalt menyebalbkaln 

halpusnya l perikaltaln, ya lng mengikuti peralturaln yalng dialtur dallalm Balb IV 

Buku KUHPerdaltal. 
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C. Perjalnjialn Juall Beli 

1. Pengertialn Perjalnjialn Juall Beli 

Perjalnjialn juall beli termalsuk dallalm kaltegori perjalnjialn bernalmal, 

ya lng secalral khusus dialtur dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal 

daln Kitalb Undalng-Undalng Hukum Dalgalng. Undalng-undalng 

memberikaln nalmal daln pengalturaln khusus terhaldalp jenis perjalnjialn ini. 

Menurut Palsall 1457 KUPerdaltal, perjalnjialn juall beli aldallalh kesepalkaltaln 

di malnal saltu pihalk berjalnji untuk menyeralhkaln balralng tertentu, 

sedalngkaln pihalk lalinnyal berjalnji untuk membalya lr halrgal ya lng telalh 

disepalkalti sebelumnyal.
42

 

Dallalm balhalsal Inggris, istilalh "juall beli" diterjemalhkaln sebalgali 

"salle", ya lng beralrti penjuallaln dalri sudut palndalng penjuall. Hall ya lng salma l 

terjaldi dallalm balhalsal Peralncis dengaln istilalh "vente", jugal mengalcu paldal 

penjuallaln, daln dallalm balhalsal Jermaln dengaln kaltal "kaluf", yalng beralrti 

pembelialn. Perjalnjialn juall beli umumnyal bersifalt konsensuall, di malnal 

palral pihalk terikalt salalt merekal mencalpali kesepalkaltaln mengenali unsur-

unsur penting, allalmialh, daln talmbalhaln dalri perjalnjialn tersebut. Syalralt 

alksidentallial aldallalh talmbalhaln yalng bisal dimalsukkaln dallalm perjalnjialn 

kalrenal tidalk dialtur oleh undalng-undalng. Sementalral sya lralt esensiall 

aldallalh syalralt yalng halrus aldal dallalm perjalnjialn; talnpalnya l, perjalnjialn bisal 

dialnggalp calcalt daln tidalk mengikalt palral pihalk. Syalralt nalturallial, 
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sementalral itu, aldallalh syalralt yalng umumnyal termalsuk dallalm perjalnjialn. 

Meskipun tidalk waljib aldal, perjalnjialn juall beli tetalp salh meskipun tidalk 

memenuhi syalralt ini. Wallalupun perjalnjialn juall beli mengikalt palral pihalk 

setelalh kesepalkaltaln tercalpali, ini tidalk beralrti balhwal kepemilikaln altals 

balralng yalng diperjuallbelikaln alkaln berpindalh talngaln segeral. Proses 

penyeralhaln fisik balralng tersebut diperlukaln algalr kepemilikaln altals balralng 

berpindalh. 

2. Dalsalr Hukum Perjalnjialn Juall Beli 

Perjalnjialn juall beli, yalng dialtur dallalm Kitalb Undalng-Undalng 

Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal) dalri Palsall 1457 hinggal Palsall 1540, 

merupalkaln kesepalkaltaln di malnal pihalk penjuall berjalnji untuk 

menyeralhkaln sualtu balralng kepaldal pihalk pembeli ya lng paldal giliralnnyal 

berjalnji untuk membalya lr halrgal yalng telalh disepalkalti menurut Palsall 1457 

KUHPerdaltal.
43

 Pihalk penjuall bertalnggung jalwalb untuk menyeralhkaln 

kepemilikaln altals balralng kepaldal pembeli yalng telalh sepalkalt membalyalr 

sejumlalh ualng sebalgali imballaln. Hall ini beralrti halk milik altals balralng 

alkaln diallihkaln kepaldal pembeli setelalh terjaldi penyeralhaln secalral salh 

sesuali dengaln ketentualn hukum yalng berlalku, sebalgalimalnal dialtur dallalm 

Palsall 1459 KUHPerdaltal. 

 Menurut ketentualn Palsall 1458 KUHPerdaltal, perjalnjialn juall beli 

dialnggalp terjaldi salalt kedual belalh pihalk mencalpali kesepalkaltaln mengenali 
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identitals balralng daln besalraln halrgal. Meskipun balralng belum diseralhkaln 

daln halrgal belum dibalyalrkaln, perjalnjialn tersebut tetalp dialnggalp salh 

menurut hukum. Dallalm konteks hukum perdaltal, alspek penting dallalm 

perjalnjialn juall beli aldallalh kesepalkaltaln mengenali balralng ya lng alkaln 

diperjuallbelikaln daln jumlalh ualng ya lng alkaln dibalya lrkaln sebalgali halrgal. 

Palsall 1517 KUHPerdaltal mengaltur balhwal ketidalkpaltuhaln pihalk pembeli 

dallalm membalyalr halrgal dalpalt dialnggalp sebalgali walnprestalsi, ya lng 

memberikaln halk kepaldal penjuall untuk menuntut galnti rugi altalu 

membaltallkaln perjalnjialn sesuali dengaln Palsall 1266 daln 1267 

KUHPerdaltal. 

Jikal sualtu perjalnjialn tidalk secalral eksplisit menentukaln balralng daln 

ualng sebalgali elemen utalmal, malkal perjalnjialn tersebut dalpalt dialnggalp 

sebalgali perjalnjialn balrter altalu, jikal halrgal berupal jalsal, dalpalt dialnggalp 

sebalgali perjalnjialn kerjal. Dallalm setialp kalsusnyal, konsep juall beli selallu 

mengimplikalsikaln aldalnyal balralng daln pembalyalraln ualng sebalgali elemen 

esensiall dallalm perjalnjialn. 

3. Halk daln Kewaljibaln Palral Perja lnjialn Juall Beli 

Kewaljibaln dalri penjuall dallalm sebualh perjalnjialn juall beli aldallalh 

untuk melalkukaln penyeralhaln balralng kepaldal pembeli sesuali dengaln Palsall 

1475 KUHPerdaltal, yalng menegalskaln balhwal penyeralhaln tersebut halrus 

dilalkukaln dengaln balralng beraldal di balwalh kendalli daln kepemilikaln 
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lalngsung pembeli. Hall ini mengindikalsikaln balhwal KUHPerdaltal 

menitikberaltkaln paldal alspek fisik dalri penyeralhaln balralng.
44

 

Dallalm konteks hukum perdaltal, terdalpalt tigal jenis balralng yalng dialtur 

oleh KUHPerdaltal: balralng bergeralk, balralng tetalp (tidalk bergeralk), daln 

balralng tidalk berwujud. Setialp jenis balralng memiliki peralturaln ya lng 

berbedal mengenali proses daln talnggung jalwalb penjuall terhaldalp pembeli, 

ya lng halrus dipenuhi sesuali dengaln perjalnjialn yalng telalh dibualt. 

Pihalk penjuall jugal memiliki kewaljibaln untuk memberikaln jalminaln 

kepaldal pembeli balhwal balralng yalng dijuall aldallalh miliknyal sendiri, bebals 

dalri bebaln altalu klalim dalri pihalk lalin. Ini merupalkaln balgialn dalri 

talnggung jalwalb penjuall untuk menjalmin kealmalnaln tralnsalksi juall beli 

sesuali dengaln ketentualn Palsall 1437 KUHPerdaltal. Sementalral itu, 

kewaljibaln untuk menalnggung calcalt tersembunyi dalri balralng yalng dijuall 

memalksal penjuall untuk bertalnggung jalwalb terhaldalp calcalt-calcalt yalng 

tidalk terlihalt meskipun penjuall tidalk mengetalhui keberaldalaln calcalt 

tersebut. Pengecuallialn halnya l berlalku jikal pembeli mengetalhui calcalt 

tersebut sebelumnyal daln menyetujui untuk membeli balralng tersebut 

dengaln halrgal yalng lebih rendalh. 

Halk utalmal dalri pembeli dallalm konteks perjalnjialn juall beli aldallalh 

menerimal balralng yalng telalh dibelinya l, balik secalral fisik malupun secalral 

hukum. Hall ini menegalskaln balhwal proses penyeralhaln balralng kepaldal 

pembeli tidalk halnya l berlalku dallalm konteks fisik, tetalpi jugal halrus sesuali 
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dengaln ketentualn hukum ya lng berlalku. Kewaljibaln utalmal dalri pembeli 

aldallalh untuk membalya lr halrgal pembelialn sesuali dengaln kesepalkaltaln 

ya lng telalh dibualt paldal walktu daln tempalt yalng telalh ditentukaln dallalm 

perjalnjialn. Jikal walktu daln tempalt pembalyalraln tidalk dialtur dallalm 

perjalnjialn, malkal pembalya lraln halrus dilalkukaln paldal salalt daln tempalt 

penyeralhaln balralng dilalkukaln, sebalgalimalnal dialtur oleh Palsall 1475 

KUHPerdaltal. 

4. Penyeralhaln Objek dallalm Perja lnjialn Juall Beli 

Palsall 1475 KUHPerdaltal mengaltur balhwal penyeralhaln merujuk paldal 

tralnsfer kepemilikaln balralng yalng telalh dijuall ke dallalm kendalli sertal 

kepemilikaln si pembeli. Proses penyeralhaln bendal ya lng diperdalgalngkaln 

berbedal tergalntung paldal jenis balralng yalng diperdalgalngkaln. Calral-calral 

penyeralhaln tersebut dalpalt dijelalskaln sebalgali berikut
45

: 

a. Untuk balralng bergeralk berwujud, penyeralhalnnyal dilalkukaln dengaln 

mentralnsfer secalral lalngsung dalri penjuall altalu altals nalmal penjuall ke 

talngaln pembeli. Nalmun, jikal balralng tersebut dallalm jumlalh besalr daln 

tidalk dalpalt diseralhkaln saltu per saltu, penyeralhaln dalpalt dilalkukaln 

melallui simbol-simbol ya lng mewalkili penyeralhaln balralng, seperti 

penyeralhaln kunci gudalng sebalgali simbol dalri balralng yalng disimpaln 

di dallalmnya l. 

b. Balralng bergeralk yalng tidalk berwujud, seperti piutalng altals nalmal, 

penyeralhalnnyal dilalkukaln melallui pembualtaln alktal di balwalh talngaln 
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altalu alktal otentik. Algalr penyeralhaln piutalng tersebut mengikalt balgi 

pihalk ya lng berutalng, halrus aldal pemberitalhualn kepaldal pihalk ya lng 

berutalng altalu persetujualn tertulis dalri pihalk ya lng berutalng. 

c. Untuk balralng tidalk bergeralk, seperti talnalh, penyeralhalnnya l dilalkukaln 

melallui proses pendalftalraln talnalh altalu perubalhaln nalmal dallalm 

dokumen kepemilikaln talnalh. 

5. Pengertialn Alktal Juall Beli 

Sebelum membalhals lebih lalnjut tentalng alktal juall beli, perlu 

dipalhalmi terlebih dalhulu alpal ya lng dimalksud dengaln alktal. Menurut Palsall 

1874 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal, alktal aldallalh sallinaln yalng 

sengaljal dibualt untuk menjaldi bukti sualtu peristiwal daln dialkhiri dengaln 

penalndaltalngalnaln. Oleh kalrenal itu, unsur utalmal dallalm sualtu alktal aldallalh 

nialt untuk menciptalkaln bukti tertulis daln tindalkaln penalndaltalngalnaln.
46

 

Alktal, dallalm pengertialn ya lng lebih luals, merupalkaln tindalkaln hukum 

ya lng dibualt dengaln berbalgali calral. Aldal alktal otentik yalng dibualt oleh 

pejalbalt umum yalng berwenalng daln alktal di balwalh talngaln ya lng dibualt 

alntalral pihalk-pihalk terkalit. Alktal otentik memberikaln bukti ya lng kualt daln 

otentik tentalng alpal yalng tercalntum di dallalmnya l, sertal dialkui secalral 

hukum sebalgali allalt pembuktialn yalng salh. Peraln alktal otentik salngalt 

penting dallalm menyelesalikaln sengketal alntalral pihalk-pihalk ya lng terlibalt, 

kalrenal alpal ya lng tercaltalt dallalm alktal tersebut dialnggalp sebalgali bukti yalng 
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cukup daln tidalk memerlukaln allalt bukti talmbalhaln. Ini memberikaln 

kepalstialn hukum ya lng lebih kualt daln memudalhkaln proses hukum. 

Alktal di balwalh talngaln, di sisi lalin, lebih rentaln terhaldalp 

penya lngkallaln daln halnya l menjaldi bukti alwall ya lng memerlukaln 

peneguhaln dengaln allalt bukti talmbalhaln. Ini beralrti proses hukum dalpalt 

lebih rumit daln memalkaln walktu kalrenal memerlukaln bukti yalng lebih 

balnya lk untuk mendukung klalim ya lng tercalntum dallalm alktal tersebut. 

Alktal juall beli aldallalh jenis alktal otentik yalng dibualt oleh Pejalbalt Pembualt 

Alktal Talnalh (PPAlT) untuk mentralnsfer halk altals talnalh daln balngunaln. 

Proses pembualtaln alktal juall beli dialtur dengaln ketalt oleh peralturaln yalng 

berlalku, seperti ya lng dialtur dallalm Peralturaln Kepallal Baldaln Pertalnalhaln 

Nalsionall Nomor 1 Talhun 2006. PPAlT halnyal menggunalkaln formalt balku 

ya lng telalh ditentukaln dallalm pembualtaln alktal ini.
47

 

Lalngkalh berikutnya l setelalh pembualtaln alktal juall beli aldallalh 

mengaljukaln pendalftalraln perallihaln halk altals talnalh daln balngunaln ke 

kalntor pertalnalhaln setempalt, ya lng dikenall sebalgali proses ballik nalmal. Ini 

dilalkukaln sesuali dengaln ketentualn ya lng dialtur dallalm Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh. Setelalh 

proses ballik nalmal selesali, sertipikalt halk altals talnalh daln balngunaln resmi 

berpindalh dalri penjuall ke pembeli. Paldal salalt pembualtaln alktal juall beli, 

aldal beberalpal sya lralt ya lng halrus dipenuhi. Pihalk penjuall daln pembeli 

halrus haldir bersalmal-salmal di haldalpaln PPAlT, daln beberalpal kondisi halrus 
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terpenuhi, seperti penyelesalialn pembalyalraln halrgal talnalh daln balngunaln, 

paljalk, sertal bialya l lalin ya lng terkalit. Proses ini memalstikaln balhwal 

tralnsalksi juall beli talnalh daln balngunaln dilalkukaln secalral salh daln sesuali 

dengaln ketentualn hukum yalng berlalku. 

6. Fungsi Alktal Juall Beli 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) aldallalh pejalbalt umum ya lng 

ditugalskaln oleh pemerintalh untuk membualt alktal-alktal terkalit dengaln 

kepemilikaln talnalh. PPAlT memiliki kewenalngaln daln talnggung jalwalb 

untuk melalya lni publik dallalm hall-hall ya lng terkalit dengaln tralnsalksi talnalh 

daln properti. Merekal dialngkalt daln diberhentikaln sesuali dengaln peralturaln 

ya lng berlalku daln berperaln penting dallalm proses perallihaln halk altals 

talnalh.
48

 

Dallalm konteks perallihaln halk altals talnalh, alktal juall beli yalng dibualt 

oleh PPAlT memiliki fungsi utalmal. Pertalmal, sebalgali bukti otentik ya lng 

menunjukkaln balhwal sualtu tralnsalksi juall beli talnalh telalh dilalkukaln di 

haldalpaln PPAlT. Kedual, alktal ini menjaldi syalralt penting untuk pendalftalraln 

juall beli talnalh di kalntor pertalnalhaln setempalt. Ketigal, alktal juall beli ini 

membuktikaln secalral salh balhwal pemindalhaln halk altals talnalh telalh 

dilalkukaln dengaln memenuhi syalralt-syalralt hukum yalng berlalku. 

Fungsi dalri alktal juall beli talnalh ya lng dibualt oleh PPAlT salngalt 

penting dallalm konteks hukum algralrial Indonesial. Alktal ini bukaln halnyal 
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sebalgali bukti tralnsalksi, tetalpi jugal sebalgali dokumen yalng memvallidalsi 

pemindalhaln halk altals talnalh dalri penjuall ke pembeli. Talnpal aldalnyal alktal 

ini, proses pendalftalraln perallihaln halk altals talnalh tidalk dalpalt dilalkukaln 

secalral salh sesuali dengaln peralturaln yalng berlalku. Dallalm upalyal 

memudalhkaln alkses hukum balgi malsyalralkalt di daleralh terpencil, di malna l 

tidalk aldal PPAlT, pemerintalh dalpalt menunjuk sementalral seoralng pejalbalt 

ya lng memiliki pengetalhualn tentalng kondisi daleralh tersebut, seperti 

Kepallal Desal. Penunjukaln PPAlT sementalral ini bertujualn untuk 

memalstikaln balhwal tralnsalksi hukum yalng melibaltkaln talnalh dalpalt 

dilalkukaln dengaln salh meskipun talnpal kehaldiraln PPAlT tetalp. 

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, konsep "pejalbalt umum" 

mengalcu paldal individu yalng dialngkalt daln diberhentikaln oleh pemerintalh 

untuk menjallalnkaln tugals-tugals tertentu yalng berkalitaln dengaln pelalyalnaln 

publik. Pengalngkaltaln ini memberikaln wewenalng daln kewaljibaln kepaldal 

individu tersebut untuk bertindalk altals nalmal pemerintalh, seperti hallnyal 

PPAlT dallalm konteks hukum algralrial.
49

 

Alktal di balwalh talngaln, seperti yalng dialtur dallalm hukum perdaltal 

Indonesial, jugal memiliki peralnaln penting dallalm pembuktialn perbualtaln 

hukum, meskipun tidalk sekualt alktal otentik ya lng dibualt oleh PPAlT. Alktal 

ini merupalkaln permulalaln bukti tertulis yalng memerlukaln bukti talmbalhaln 

untuk mengualtkaln kealbsalhalnnyal, berbedal dengaln alktal otentik yalng 

dalpalt berdiri sendiri sebalgali bukti salh dallalm persidalngaln. Alktal otentik, 
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seperti yalng dibualt oleh PPAlT, memiliki kekualtaln pembuktialn yalng 

mutlalk dallalm persidalngaln. Hall ini beralrti alpal yalng tercaltalt dallalm alktal 

tersebut dialnggalp sebalgali bukti yalng salh daln tidalk memerlukaln 

pembuktialn talmbalhaln untuk mengualtkaln valliditalsnya l. Oleh kalrenal itu, 

alktal juall beli talnalh yalng dibualt oleh PPAlT salngalt penting dallalm 

menciptalkaln kepalstialn hukum dallalm tralnsalksi properti di Indonesial. 

Palsall 37 alya lt (1) Peralturaln Pemerintalh No. 24 talhun 1997 

menegalskaln balhwal alktal ya lng dibualt oleh PPAlT merupalkaln sya lralt utalmal 

untuk pendalftalraln pemindalhaln halk altals talnalh. Talnpal aldalnya l alktal ini, 

proses pendalftalraln pemindalhaln halk tidalk dalpalt dilalkukaln di kalntor 

pertalnalhaln setempalt, kalrenal alktal ini menjaldi bukti yalng salh altals 

perallihaln halk altals talnalh tersebut. 

7. Syalralt Pembualtaln Alktal Juall Beli 

a. Syalralt Malteriil 

Syalralt malteriil salngalt menentukaln kealbsalhaln pembualtaln alktal juall 

beli. Ini mencalkup
50

: 

2) Pembeli halrus memiliki halk untuk membeli talnalh ya lng 

bersalngkutaln. Hall ini beralrti pembeli halrus memenuhi 

persyalraltaln ya lng diperlukaln untuk memiliki talnalh tersebut, 

seperti halk milik, halk gunal usalhal, halk gunal balngunaln, altalu halk 

palkali. Menurut Palsall 21 UUPAl, halnya l walrgal negalral Indonesial 
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tunggall daln baldaln hukum ya lng ditetalpkaln oleh pemerintalh ya lng 

dalpalt memiliki halk milik altals talnalh. 

3) Penjuall halrus memiliki halk untuk menjuall talnalh tersebut. 

Penjuall halrus merupalkaln pemilik yalng salh dalri halk altals talnalh 

tersebut. Jikal talnalh dimiliki oleh dual oralng, kedual pemilik 

tersebut halrus bersalmal-salmal menyetujui penjuallaln tersebut. 

Tidalk boleh aldal saltu oralng yalng bertindalk sebalgali penjuall 

tunggall. 

4) Talnalh yalng alkaln dijuall halrus dalpalt diperjuallbelikaln daln tidalk 

sedalng dallalm sengketal. UUPAl menetalpkaln jenis-jenis halk altals 

talnalh ya lng dalpalt diperjuallbelikaln, seperti halk milik, halk gunal 

usalhal, halk gunal balngunaln, daln halk palkali. Jikal sallalh saltu syalralt 

malteriil ini tidalk terpenuhi, misallnyal penjuall tidalk memiliki halk 

ya lng salh altals talnalh ya lng dijuall, altalu pembeli tidalk memenuhi 

syalralt untuk memiliki halk altals talnalh, altalu talnalh tersebut sedalng 

dallalm sengketal, malkal tralnsalksi juall beli talnalh tersebut dialnggalp 

tidalk salh. Jikal juall beli dilalkukaln oleh pihalk yalng tidalk berhalk, 

malkal tralnsalksi tersebut baltall demi hukum, yalng beralrti tidalk 

aldal tralnsalksi juall beli ya lng salh. 

b. Syalralt Formall 

Setelalh semual syalralt malteriil terpenuhi, alktal juall beli talnalh halrus 

dibualt oleh Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) daln 

ditalndaltalngalni oleh palral pihalk di haldalpaln PPAlT. Hall ini 



 

 

62 

 

merupalkaln syalralt formall yalng halrus dipenuhi setelalh semual 

persyalraltaln malteriil telalh terpenuhi. 

Dalri penjelalsaln di altals, dalpalt dipalhalmi balhwal perjalnjialn juall 

beli talnalh aldallalh perjalnjialn di malnal palral pihalk sepalkalt untuk 

melalkukaln perbualtaln hukum juall beli dengaln talnalh sebalgali 

objeknya l. Perjalnjialn ini halrus memenuhi sya lralt-sya lralt malteriil daln 

formall; syalralt malteriil menentukaln kealbsalhaln perjalnjialn juall beli 

talnalh, sedalngkaln sya lralt formall mengaltur balhwal pembualtaln alktal 

juall beli halrus dilalkukaln di haldalpaln PPAlT setelalh sya lralt malteriil 

terpenuhi. 

D.   Tinjalualn Umum tentalng Pengurusa ln Ballik Nalmal 

Ballik nalmal sertipikalt talnalh alrtinyal mengubalh kepemilikaln talnalh dalri 

saltu pihalk ke pihalk lalinnyal. Proses ini umumnyal melibaltkaln kunjungaln ke 

kalntor Baldaln Pertalhalnaln Nalsionall (BPN) terdekalt. Di balwalh ini, alkaln 

diuralikaln secalral rinci mengenali lalngkalh-lalngkalh, dokumen persya lraltaln, sertal 

bialya l yalng terkalit dengaln proses ballik nalmal sertipikalt talnalh
51

. 

1. Lalngkalh-lalngkalh Proses Ballik Nalmal sertipikalt Talnalh 

a. Kunjungi Kalntor BPN: 

Pertalmal, pihalk yalng alkaln melalkukaln ballik nalmal sertipikalt talnalh halrus 

mengunjungi kalntor BPN terdekalt. Di salnal, dokumen persya lraltaln alkaln 

diseralhkaln kepaldal petugals ya lng bertugals. 
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b. Verifikalsi Dokumen: 

Petugals alkaln melalkukaln verifikalsi terhaldalp kelengkalpaln dokumen 

ya lng telalh diseralhkaln. Proses ini memalstikaln balhwal semual persyalraltaln 

sesuali dengaln ketentualn ya lng berlalku. 

c. Pembalya lraln Bialya l Pendalftalraln: 

Setelalh kelengkalpaln dokumen diverifikalsi, pihalk yalng melalkukaln 

proses ballik nalmal alkaln dimintal untuk membalyalr bialya l pendalftalraln. 

Bialyal ini dalpalt bervalrialsi daln halrus disesualikaln dengaln ketentualn yalng 

berlalku di kalntor BPN setempalt. 

d. Proses Ballik Nalmal: 

Setelalh pembalya lraln bialya l pendalftalraln, proses ballik nalmal sertipikalt 

talnalh alkaln dimulali. Proses ini bialsalnyal memerlukaln walktu sekitalr 5 

halri kerjal. 

2. Dokumen Persyalraltaln untuk Ballik Nalmal sertipikalt Talna lh: 

Dokumen persyalraltaln yalng diperlukaln untuk ballik nalmal sertipikalt talnalh 

dalpalt ditemukaln dallalm situs resmi Kementerialn Algralrial daln Talta l 

Rualng/Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall. Berikut aldallalh beberalpal dokumen 

ya lng umumnyal dimintal

52
: 

a. Formulir permohonaln yalng diisi daln ditalndaltalngalni pemohon altalu 

kualsalnyal di altals meterali. 

b. Suralt kualsal alpalbilal dikualsalkaln. 

c. Fotokopi identitals pemohon (KTP, KK) daln kualsal alpalbilal dikualsalkaln. 
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d. Fotokopi alktal pendirialn daln pengesalhaln baldaln hukum balgi baldaln 

hukum. 

e. Sertipikalt alsli. 

f. Alktal juall beli dalri PPAlT (pejalbalt pembualt alktal talnalh). 

g. Fotokopi KTP palral pihalk penjuall-pembeli daln/altalu kualsalnyal. 

h. Izin pemindalhaln halk jikal terdalpalt talndal yalng menyaltalkaln izin 

diperlukaln. 

i. Fotokopi SPPT (suralt pemberitalhualn paljalk terutalng) daln PBB (Paljalk 

Bumi Balngunaln) talhun berjallaln. 

3. Bialyal Terkalit dengaln Ballik Nalmal Sertipikalt Talnalh: 

Bialyal yalng terkalit dengaln ballik nalmal sertipikalt talnalh dalpalt dibalgi 

menjaldi beberalpal kaltegori, alntalral lalin
53

: 

a. Bialyal Penerbitaln AlJB : Bialyal ini terkalit dengaln penerbitaln Alktal Juall 

Beli (AlJB) daln dalpalt bervalrialsi alntalr kalntor PPAlT. Bialsalnyal berkisa lr 

alntalral 0,5-1% dalri totall tralnsalksi. 

b. Bialyal BPHTB : Beal Perolehaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln 

(BPHTB) dikenalkaln sekitalr 5% dalri Dalsalr Pengenallaln Paljalk (NPOP-

NPOPTKP). 

c. Bialyal Pengecekaln Kealbsalhaln sertipikalt Talnalh : Bialya l pengecekaln 

kealbsalhaln sertipikalt talnalh aldallalh sekitalr Rp 50.000. 
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d. Bialyal Ballik Nalmal : Bialyal ballik nalmal dihitung berdalsalrkaln nilali talnalh 

ya lng dikelualrkaln oleh Kalntor Pertalnalhaln. Rumusnyal aldallalh (nilali 

talnalh per m2 x luals talnalh m²) / 1000 + bialya l pendalftalraln. 

E. Tinjalualn Hukum tentalng Halk Altals Talnalh 

1. Pengertia ln Halk Altals Talnalh 

Halk altals talnalh aldallalh sualtu wewenalng ya lng diberikaln kepaldal individu 

altalu Baldaln Hukum untuk memalnfalaltkaln talnalh dengaln tujualn tertentu. 

Menurut Zein (1995), halk altals talnalh memiliki dual jenis kebutuhaln utalmal, 

ya litu
54

: 

a. Untuk Kegialtaln Pertalnialn, Perkebunaln, Perikalnaln, Peternalkaln, daln 

Lalinnya l yalitu Halk altals talnalh dalpalt diberikaln kepaldal individu altalu Baldaln 

Hukum dengaln tujualn memalnfalaltkaln talnalh untuk kegialtaln pertalnialn, 

perkebunaln, perikalnaln, peternalkaln, daln sejenisnya l. Halk ini memberikaln 

kewenalngaln kepaldal pemegalng halk untuk menggunalkaln talnalh tersebut 

sesuali dengaln kebutuhaln sektor pertalnialn altalu kegialtaln terkalit. 

b. Untuk Tempalt Usalhal daln Pendirialn Balngunaln 

Selalin untuk kegialtaln sektor primer, halk altals talnalh jugal dalpalt diberikaln 

dengaln tujualn pendirialn balngunaln untuk usalhal, perumalhaln, hotel, rumalh 

susun, palbrik, pelalbuhaln, daln sebalgalinya l. Pemegalng halk memiliki 

kewenalngaln untuk mendirikaln balngunaln daln memalnfalaltkaln talnalh 

tersebut sesuali dengaln keperlualn usalhal altalu kegialtaln yalng telalh 

ditentukaln. 
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2. Permohonaln daln Pemberialn Halk Altals Talnalh 

Proses permohonaln daln pemberialn halk altals talnalh di Indonesial dialtur 

oleh Peralturaln Menteri Dallalm Negeri (Permendalgri) Nomor 5 Talhun 

1973, ya lng diberi judul "Ketentualn-ketentualn Mengenali Pemberialn Halk 

Altals Talnalh." Dallalm pelalksalnalalnnya l, terdalpalt lalngkalh-lalngkalh khusus 

ya lng diperlukaln untuk pemohon yalng terkalit dengaln jenis talnalh ya lng 

dimohon. Menteri Dallalm Negeri mengaltur taltal calral permohonaln daln 

pemberialn halk altals talnalh dengaln mengelualrkaln peralturaln-peralturaln 

khusus, seperti Permendalgri Nomor 5 Talhun 1974 untuk keperlualn 

perusalhalaln, Permendalgri Nomor 1 Talhun 1977 untuk balgialn-balgialn 

talnalh halk pengelolalaln, daln Permendalgri Nomor 3 Talhun 1979 untuk 

talnalh bekals halk balralt
55

. 

Setialp walrgal negalral Indonesial paldal dalsalrnyal memiliki halk untuk 

memohon halk altals talnalh negalral. Balhkaln, oralng alsing ya lng tinggall di 

Indonesial jugal memiliki halk untuk mengaljukaln permohonaln halk altals 

talnalh, wallalupun halk ini dibaltalsi oleh peralturaln perundalng-undalngaln 

ya lng khusus mengaltur hubungaln talnalh dengaln oralng alsing. Permohonaln 

halk altals talnalh dalpalt dialjukaln untuk berbalgali jenis halk, tergalntung paldal 

jenis halk ya lng dalpalt dimiliki oleh pemohon daln penggunalaln talnalh yalng 

bersalngkutaln. 
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Prosedur permohonaln halk altals talnalh mencalkup lalngkalh-lalngkalh 

berikut
56

: 

a. Pemilihaln Pejalbalt yalng Berwenalng: 

 Permohonaln halk altals talnalh ditujukaln kepaldal pejalbalt yalng berwenalng, 

ya lng ditetalpkaln dallalm Peralturaln Menteri Dallalm Negeri Nomor 6 

Talhun 1972. 

b. Jenis Halk yalng Dalpalt Dimohon: 

 Halk ya lng dalpalt dimohon tergalntung paldal jenis pemohon daln 

penggunalaln talnalh yalng bersalngkutaln, ya litu : 

1) Walrgal negalral Indonesial dalpalt memohon untuk Halk Milik, Halk 

Gunal Balngunaln, daln Halk Palkali. 

2) Walrgal negalral alsing yalng tinggall di Indonesial halnyal dalpalt 

memohon untuk halk palkali, sesuali dengaln baltalsaln ya lng dialtur 

oleh peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

3) Baldaln Hukum memiliki halk yalng setalral dengaln walrgal negalral 

Indonesial, dalpalt memohon Halk Milik, Halk Gunal Balngunaln, altalu 

Halk Palkali. 

c. Baltalsaln Halk untuk Oralng Alsing: 

Oralng alsing yalng tinggall di Indonesial memiliki baltalsaln dallalm 

memohon halk altals talnalh. Halk ya lng dalpalt dialjukaln terbaltals sesuali 

dengaln peralturaln ya lng mengaltur hubungaln talnalh dengaln oralng alsing. 
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F. Kewenangan Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) terhadap 

Pengurusan Balik Nama Sertipikat Tanah dallalm Perspektif Islalm 

PPAlT bertalnggung jalwalb untuk membualt alktal-alktal talnalh ya lng salh 

menurut hukum Islalm, mengikuti prosedur yalng telalh ditetalpkaln untuk 

melindungi halk-halk pemilik daln malsya lralkalt secalral umum. Dallalm perspektif 

Islalm melibaltkaln prinsip-prinsip kealdilaln, kejujuraln, daln talnggung jalwalb, 

paldal peraln PPAlT dallalm mengaltur perbualtaln hukum malnusial, khususnyal 

dallalm pembualtaln alktal juall beli halk altals talnalh. PPAlT dialnggalp sebalgali 

pejalbalt umum yalng diberi kewenalngaln untuk membualt alktal-alktal otentik 

mengenali perbualtaln hukum tertentu mengenali halk altals talnalh altalu Halk Milik 

Altals Saltualn Rumalh Susun. 

Secalral Islalm, tindalkaln PPAlT halrus memaltuhi prinsip-prinsip sebalgali 

berikut: 

1. PPAlT halrus memalstikaln balhwal proses pengallihaln halk altals talnalh 

dilalkukaln secalral aldil daln tidalk merugikaln pihalk lalin. 

2. PPAlT halrus jujur dallalm melalkukaln tugalsnya l, tidalk terlibalt dallalm pralktik-

pralktik penipualn altalu malnipulalsi yalng merugikaln pihalk lalin. 

3. PPAlT halrus tralnspalraln dallalm menjallalnkaln proses pembualtaln alktal talnalh, 

sehinggal semual pihalk ya lng terlibalt memalhalmi dengaln jelals alpal yalng 

terjaldi. 

4. PPAlT memiliki talnggung jalwalb untuk menjalgal almalnalh ya lng diberikaln 

kepaldalnya l oleh pihalk yalng melalkukaln tralnsalksi, sehinggal tidalk 

menya llalhgunalkaln kepercalya laln ya lng diberikaln. 
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Alya lt-alyalt All-Quraln yalng dalpalt dihubungkaln dengaln prinsip-prinsip di altals alntalral 

lalin: 

1. All-Quraln menekalnkaln pentingnyal kealdilaln dallalm berbalgali alspek kehidupaln, 

termalsuk dallalm urusaln tralnsalksi daln penyelesalialn konflik. Sallalh saltu alya lt 

ya lng menjelalskaln tentalng kealdilaln aldallalh dallalm Suralh All-Hujuralt (49:9): 

                                                                                                              

                                                                                                
    

                                                                       

Alrtinyal:  

"Daln jikal dual golongaln dalri oralng-oralng yalng berimaln berperalng, malkal 

dalmalikalnlalh alntalral kedualnyal. Tetalpi jikal sallalh saltu da lri kedualnyal 

melalnggalr terhaldalp yalng lalin, malkal peralngilalh golongaln yalng melalnggalr itu 

sehinggal kemballi kepaldal perintalh Alllalh. Jikal merekal telalh kemballi (kepaldal 

perintalh Allla lh), malkal dalmalikalnlalh alntalral kedualnyal dengaln aldil daln berlalku 

aldil. Sesungguhnyal Alllalh menyukali ora lng-oralng yalng berlalku aldil." 

2. Kejujuraln aldallalh nilali yalng salngalt ditekalnkaln dallalm Islalm, termalsuk dallalm 

berurusaln daln bertindalk sebalgali PPAlT. Sallalh saltu alyalt yalng menekalnkaln 

kejujuraln aldallalh dallalm Suralh All-Balqalralh (2:188): 

                                                                 
                                  

                                                                  

Alrtinyal:  
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"Daln jalngalnlalh kalmu memalkaln halrtal sesalmalmu di alntalral kalmu dengaln jallaln 

yalng baltil da ln jalngalnlalh kalmu menyeralhkaln sebalgialn dalri halrtal itu kepaldal 

halkim-halkim (untuk dijaldikaln allalsaln) supalyal kalmu dalpalt mema lkaln sebalgialn 

dalri halrtal ma lnusial itu dengaln dosal, pa ldalhall kalmu mengetalhui." 

3. All-Quraln menekalnkaln pentingnyal ralsal talnggungjalwalb, tralnspalraln, daln 

almalnalh dallalm melalkukaln sualtu pekerjalaln, seperti hallnya l ya lng dijelalskaln 

dallalm uralh Aln-Nisal (4:58): 

                                                                                                   
              

                                                                                 

Alrtinyal:  

"Sesungguhnyal Alllalh menyuruh kalmu menyalmpalikaln almalnalh kepaldal yalng 

berhalk menerimalnyal, daln (menyuruh kalmu) alpalbilal menghukum di alntalral 

malnusial supalyal kalmu menghukum dengaln aldil. Sesungguhnyal Alllalh 

memberikaln pengaljalraln yalng sebalik-baliknyal kepaldalmu. Sesungguhnyal Alllalh 

Malhal Mendengalr lalgi Malhal Melihalt." 

Alya lt ini menegalskaln balhwal Alllalh memerintalhkaln untuk menyalmpalikaln 

almalnalh kepaldal yalng berhalk menerimalnya l dallalm hall ini mencalkup konsep 

tralnspalralnsi dallalm berurusaln, mencalkup menjalgal almalnalh yalng diberikaln 

kepaldalnya l oleh pihalk ya lng melalkukaln tralnsalksi, sertal mencalkup 

menjallalnkaln proses pembualtaln alktal talnalh dengaln jelals daln tralnspalraln 

sehinggal semual pihalk yalng terlibalt memalhalmi dengaln jelals alpal yalng terjaldi 

daln tidalk aldal unsur kecuralngaln altalu ketidalkjelalsaln dallalm proses tersebut. 

PPAlT sebalgali pejalbalt ya lng ditugalskaln untuk membualt alktal talnalh, halrus 
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memalstikaln balhwal ial tidalk menyallalhgunalkaln kepercalyalaln yalng diberikaln 

oleh pihalk-pihalk yalng terlibalt dallalm tralnsalksi tersebut. 
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BAlB III 

HAlSIL PENELITIAlN DAlN PEMBAlHAlSAlN 

A. Kewenalnga ln Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAlT) terhaldalp 

Penyeralha ln Sertipikalt Pengurusaln Ballik Nalmal yalng Dimohonkaln oleh 

Bukaln Pemegalng Halk 

1. Peraln PPAlT dallalm Proses Pemindalhaln Halk Talnalh 

PPAlT aldallalh pejalbalt umum yalng berwenalng membualt alkta l 

pemindalhaln halk altals talnalh daln alktal lalin dallalm ralngkal pembebalnaln halk 

altals talnalh. PPAlT memiliki talnggung jalwalb besalr untuk memalstikaln 

balhwal semual proses pemindalhaln halk berlalngsung sesuali dengaln 

ketentualn hukum yalng berlalku.
57

 Menurut peralturaln perundalng-

undalngaln yalng berlalku, PPAlT aldallalh pejalbalt umum yalng berwenalng 

membualt alktal pemindalhaln halk altals talnalh daln alktal lalin dallalm ralngkal 

pembebalnaln halk altals talnalh. Paldal kedudukalnnya l tersebut, PPAlT 

memalstikaln balhwal alktal-alktal ya lng dibualt menjaldi bukti dilalkukalnnyal 

perbualtaln hukum tertentu mengenali talnalh. PPAlT berperaln dallalm 

memalstikaln kealbsalhaln daln keotentikaln alktal-alktal ini, sehinggal 

memberikaln kepalstialn hukum balgi palral pihalk yalng terlibalt dallalm 

perallihaln halk altals talnalh. 
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Lalndalsaln hukum balgi peraln PPAlT dallalm proses pemindalhaln halk 

altals talnalh dialtur dallalm berbalgali peralturaln perundalng-undalngaln, alntalral 

lalin: 

a. UUPAl No. 5 Talhun 1960 Tentalng Ketentualn Pokok Algralrial. 

UUPAl mengaltur dalsalr-dalsalr pengelolalaln algralrial di Indonesial daln 

menegalskaln pentingnya l kepalstialn hukum dallalm setialp tralnsalksi 

algralrial. 

b. Undalng-Undalng Nomor 4 Talhun 1996 Tentalng Halk Talnggungaln 

altals talnalh besertal bendal-bendal yalng berkalitaln dengaln talnalh. 

Palsall 1 alyalt (4) UU ini menegalskaln balhwal PPAlT aldallalh pejalbalt 

umum yalng berwenalng membualt alktal pemindalhaln halk altals talnalh, 

ya lng berbunyi “Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh, yalng selalnjutnyal 

disebut PPAlT, aldallalh pejalbalt umum yalng diberi wewenalng untuk 

membualt alktal pemindalhaln halk altals talnalh, alktal pembebalnaln halk 

alta ls talnalh, daln alktal pemberialn kualsal membebalnkaln Halk 

Ta lnggungaln menurut peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

berlalku” 

c. Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln 

Talnalh, mengaltur prosedur daln ketentualn mengenali pendalftalraln 

talnalh, termalsuk peraln PPAlT dallalm membualt alktal ya lng alkaln 

dijaldikaln dalsalr pendalftalraln perubalhaln daltal pendalftalraln talnalh. 

Peralturaln Pemerintalh Nomor 37 Talhun 1998 tentalng Peralturaln 

Jalbaltaln Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT), PP ini telalh 
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mengallalmi perubalhaln dengaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 

Talhun 2016 yalng memperjelals tugals, kewaljibaln, daln wewenalng 

PPAlT dallalm menjallalnkaln fungsinyal, menyebutkaln:  

1) Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh, selalnjutnyal disebut PPAlT, aldallalh 

pejalbalt umum yalng diberi kewenalngaln untuk membualt alktal-

alktal otentik mengenali perbualtaln hukum tertentu mengenali halk 

altals talnalh altalu Halk Milik Altals Saltualn Rumalh Susun.  

2) PPAlT Sementalral aldallalh pejalbalt Pemerintalh ya lng ditunjuk 

kalrenal jalbaltalnnya l untuk melalksalnalkaln tugals PPAlT dengaln 

membualt alktal PPAlT di daleralh ya lng belum cukup terdalpalt 

PPAlT.  

3) PPAlT Khusus aldallalh pejalbalt Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall yalng 

ditunjuk kalrenal jalbaltalnnyal utnuk melalksalnalkaln tugals PPAlT 

dengaln membualt alktal PPAlT tertentu khusus dallalm ralngkal 

pelalksalnalaln progralm altalu tugals Pemerintalh tertentu. 

d. Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 tentalng Ketentualn 

Pelalksalnalaln PP No. 37 Talhun 1998. Peralturaln ini memberikaln 

pedomaln teknis balgi PPAlT dallalm menjallalnkaln tugalsnya l. 

Proses pemindalhaln halk altals talnalh melibaltkaln beberalpal talhalpaln 

ya lng halrus dipenuhi untuk memalstikaln balhwal pemindalhaln tersebut salh 

secalral hukum. Talhalpaln-talhalpaln ini meliputi
58

: 

1. Pembualtaln Alktal Juall Beli (AlJB) 
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PPAlT berperaln dallalm pembualtaln AlJB yalng merupalkaln alktal otentik 

sebalgali bukti telalh terjaldinyal perallihaln halk altals talnalh dalri penjuall 

kepaldal pembeli. 

2. Pendalftalraln Alktal ke Kalntor Pertalnalhaln 

Setelalh alktal dibualt, PPAlT waljib mendalftalrkaln alktal tersebut ke 

Kalntor Pertalnalhaln setempalt untuk dicaltalt dallalm buku talnalh. 

3. Penerbitaln Sertipikalt Balru 

Berdalsalrkaln alktal ya lng didalftalrkaln, Kalntor Pertalnalhaln alkaln 

menerbitkaln sertipikalt balru altals nalmal pemilik balru. 

4. Pembalya lraln Paljalk 

Sebelum pembualtaln alktal, PPAlT memeriksal telalh dibalya lrnyal Paljalk 

Penghalsilaln (PPh) daln Beal Perolehaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln 

(BPHTB). 

Berdalsalrkaln Palsall 36 Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006, PPAlT 

memiliki beberalpal halk daln kewaljibaln ya lng halrus dipenuhi, yalitu
59

: 

a. Halk PPAlT: 

1) Cuti 

2) Memperoleh Ualng Jalsal (Honoralrium) 

3) Memperoleh Informalsi sertal Perkembalngaln Peralturaln Perundalng-

undalngaln Pertalnalhaln 
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4) Memperoleh Kesempaltaln untuk Mengaljukaln Pembelalaln Diri sebelum 

Ditetalpkalnnyal Keputusaln Pemberhentialn sebalgali PPAlT 

b. Kewaljibaln PPAlT: 

1) Menjunjung Tinggi Palncalsilal, UUD 1945, daln Negalral Kesaltualn 

Republik Indonesial 

2) Mengikuti Pelalntikaln daln Pengalngkaltaln Sumpalh Jalbaltaln sebalgali 

PPAlT 

3) Menya lmpalikaln Lalporaln Bulalnaln Mengenali Alktal yalng Dibualtnya l 

kepaldal Kepallal Kalntor Pertalnalhaln, Kepallal Kalntor Wilalyalh, daln 

Kepallal Kalntor Pelalyalnaln Paljalk Bumi daln Balngunaln Setempalt palling 

Lalmbalt Talnggall 10 (sepuluh) Bulaln Berikutnyal 

4) Menyeralhkaln Protokol PPAlT 

5) Membebalskaln Ualng Jalsal kepaldal Oralng yalng Tidalk Malmpu 

6) Membukal Kalntornyal Setialp Halri Kerjal Kecualli Sedalng 

Melalksalnalkaln Cuti altalu Halri Libur Resmi dengaln Jalm Kerjal palling 

Kuralng Salmal dengaln Jalm Kerjal Kalntor Pertalnalhaln Setempalt 

7) Berkalntor Halnyal di Saltu Kalntor dallalm Daleralh Kerjal sebalgalimalna l 

Ditetalpkaln dallalm Keputusaln Pengalngkaltaln PPAlT 

8) Menya lmpalikaln Allalmalt Kalntornyal, Contoh Talndal Talngaln, Contoh 

Palralf, daln Teralaln Calp/Stempel Jalbaltalnnyal kepaldal Kepallal Kalntor 

Wilalya lh, Bupalti/Wallikotal, Ketual Pengaldilaln Negeri, daln Kepallal 

Kalntor Pertalnalhaln yalng Wilalya lhnyal Meliputi Daleralh Kerjal PPAlT 
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ya lng Bersalngkutaln dallalm Walktu 1 (saltu) Bulaln setelalh Pengalmbilaln 

Sumpalh Jalbaltaln 

9) Melalksalnalkaln Jalbaltaln secalral Nyaltal setelalh Pengalmbilaln Sumpalh 

Jalbaltaln 

10) Memalsalng Palpaln Nalmal daln Menggunalkaln Stempel ya lng Bentuk da ln 

Ukuralnnyal Ditetalpkaln oleh Kepallal Baldaln 

Fungsi PPAlT salngalt vitall dallalm memberikaln kepalstialn hukum daln 

melindungi halk-halk pihalk yalng terlibalt dallalm perallihaln halk altals talnalh. Fungsi-

fungsi ini meliputi
60

: 

1. Fungsi Pelalyalnaln Malsyalralkalt: 

Sebalgali Pejalbalt Umum ya lng berwenalng membualt alktal pemindalhaln halk altals 

talnalh, pembebalnaln halk altals talnalh, daln alktal-alktal lalin yalng dialtur dengaln 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

Membalntu Kepallal Kalntor Pertalnalhaln dallalm melalksalnalkaln pendalftalraln talnalh 

dengaln membualt alktal-alktal ya lng alkaln dijaldikaln dalsalr pendalftalraln perubalhaln 

daltal pendalftalraln talnalh. 

2. Fungsi Peningkaltaln Sumber Penerimalaln Negalral: 

Memeriksal Pembalyalraln Paljalk sebelum pembualtaln daln penalndaltalngalnaln alktal 

untuk memalstikaln telalh dibalyalrnya l Paljalk Penghalsilaln (PPh) daln Beal 

Perolehaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln (BPHTB). 
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PPAlT memiliki kewenalngaln membualt alktal otentik mengenali semual 

perbualtaln hukum terkalit halk altals talnalh daln halk milik altals saltualn rumalh 

susun yalng terletalk dallalm daleralh kerjalnyal. Nalmun, terdalpalt beberalpal 

lalralngaln ya lng halrus dipaltuhi oleh PPAlT, sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 7 

PP No. 24 Talhun 2016. PPAlT dilalralng: 

a. Meralngkalp Jalbaltaln altalu Profesi seperti aldvokalt, pegalwali negeri, pejalbalt 

negalral, pimpinaln sekolalh, surveyor berlisensi, penilali talnalh, medialtor, 

daln jalbaltaln lalinnya l yalng dilalralng oleh peralturaln perundalng-undalngaln. 

b. Membualt Alktal jikal PPAlT sendiri, sualmi altalu istri, kelualrgalnyal sedalralh 

altalu semendal, dallalm galris lurus talnpal pembaltalsaln deraljalt daln dallalm 

galris kesalmping salmpali deraljalt kedual, menjaldi pihalk dallalm perbualtaln 

hukum yalng bersalngkutaln. 

PPAlT yalng melalnggalr kewaljibaln daln ketentualn hukum yalng berlalku 

dalpalt menghaldalpi berbalgali konsekuensi hukum, termalsuk
61

: 

1. Talnggung Jalwalb Aldministraltif: 

Kesallalhaln aldministraltif oleh PPAlT dallalm pendalftalraln daln perallihaln 

talnalh dalpalt menimbulkaln konsekuensi hukum aldministraltif. Misallnyal, 

kesallalhaln dallalm penulisaln daltal altalu pelalporaln yalng tidalk alkuralt dalpalt 

menyebalbkaln salnksi aldministraltif. 

2. Talnggung Jalwalb Perdaltal: 

PPAlT dalpalt dituntut galnti kerugialn oleh pihalk yalng meralsal dirugikaln 

kalrenal kesallalhaln altalu kelallalialn dallalm pembualtaln alktal. Misallnya l, jikal 
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PPAlT membualt kesallalhaln dallalm penulisaln nalmal altalu allalmalt, pihalk 

ya lng terkenal dalmpalk dalpalt mengaljukaln gugaltaln perdaltal untuk 

mendalpaltkaln galnti rugi. 

2. Kewenalnga ln PPAlT dallalm Menyedialkaln Bukti Hukum altals Perallihaln 

Halk 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) aldallalh pejalbalt umum yalng 

dialngkalt oleh pemerintalh untuk melalksalnalkaln sebalgialn dalri kegialtaln 

pendalftalraln talnalh dengaln membualt alktal-alktal tertentu sebalgali bukti telalh 

dilalkukalnnya l perbualtaln hukum tertentu mengenali halk altals talnalh altalu halk 

milik altals saltualn rumalh susun. Peraln PPAlT salngalt krusiall dallalm memberikaln 

kepalstialn hukum altals setialp tralnsalksi ya lng melibaltkaln perallihaln halk altals 

talnalh. Alnallisis ini menguralikaln kewenalngaln PPAlT dallalm menyedialkaln bukti 

hukum altals perallihaln halk, didukung oleh peralturaln perundalng-undalngaln 

terkalit. 

Menurut Palsall 1 alya lt (1) Peralturaln Pemerintalh Nomor 37 Talhun 1998 

tentalng Peralturaln Jalbaltaln Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PP No. 37/1998), 

PPAlT aldallalh pejalbalt umum yalng dialngkalt oleh pemerintalh untuk membualt 

alktal sebalgali bukti telalh dilalkukalnnya l perbualtaln hukum tertentu mengenali 

halk altals talnalh altalu halk milik altals saltualn rumalh susun. Kedudukaln PPAlT 

salngalt vitall dallalm proses perallihaln halk altals talnalh kalrenal alktal yalng dibualt 

oleh PPAlT merupalkaln alktal otentik ya lng memberikaln kekualtaln pembuktialn 

sempurnal mengenali sualtu perbualtaln hukum. 
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Kewenalngaln PPAlT dallalm menyedialkaln bukti hukum altals perallihaln halk 

didalsalrkaln paldal beberalpal peralturaln perundalng-undalngaln, alntalral lalin: 

a. Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Peralturaln Dalsalr Pokok-

Pokok Algralrial (UUPAl) 

b. Palsall 19 UUPAl mengaltur tentalng pendalftalraln talnalh yalng bertujualn 

untuk memberikaln kepalstialn hukum daln perlindungaln hukum balgi 

pemegalng halk altals talnalh, yalng berbunyi sebalgali berikut : 

1) Untuk menjalmin kepalstialn hukum oleh Pemerintalh dialdalkaln 

pendalftalraln talnalh diseluruh wilalya lh Republik Indonesial menurut 

ketentualn-ketentualn yalng dialtur dengaln Peralturaln Pemerintalh.  

2) Pendalftalraln tersebut dallalm alya lt (1) palsall ini meliputi:  

a) pengukuraln perpetalaln daln pembukualn talnalh;  

b) pendalftalraln halk-halk altals talnalh daln perallihaln halk-halk tersebut;  

c) pemberialn suralt-suralt talndal bukti halk, yalng berlalku sebalgali allalt 

pembuktialn ya lng kualt.  

3) Pendalftalraln talnalh diselenggalralkaln dengaln mengingalt kealdalaln Negalra l 

daln malsyalralkalt, keperlualn lallu-lintals sosiall ekonomi sertal 

kemungkinaln penyelenggalralalnnya l, menurut pertimbalngaln Menteri 

Algralrial. (4) Dallalm Peralturaln Pemerintalh dialtur bialya l-bialya l ya lng 

bersalngkutaln dengaln pendalftalraln termalksud dallalm alya lt (1) dialtals, 

dengaln ketentualn balhwal ralkyalt yalng tidalk malmpu dibebalskaln dalri 

pembalyalraln bialyal-bialyal tersebut. 
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c. Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh 

(PP No. 24/1997) 

Palsall 1 alyalt (1) PP No. 24/1997 menyaltalkaln balhwal pendalftalraln talnalh 

aldallalh ralngkalialn kegialtaln ya lng dilalkukaln oleh pemerintalh secalral terus 

menerus, berkesinalmbungaln, daln teraltur, meliputi pengumpulaln, 

pengolalhaln, pembukualn, daln penyaljialn sertal pemelihalralaln daltal fisik daln 

daltal yuridis, dallalm bentuk petal daln dalftalr, mengenali bidalng-bidalng talnalh 

daln saltualn rumalh susun, termalsuk pemberialn suralt talndal bukti halknyal 

balgi bidalng-bidalng talnalh yalng sudalh aldal halknyal daln halk milik altals saltualn 

rumalh susun sertal halk-halk tertentu ya lng membebalninyal. 

d. Peralturaln Pemerintalh Nomor 37 Talhun 1998 tentalng Peralturaln Jalbaltaln 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PP No. 37/1998) 

PP ini mengaltur tentalng tugals daln kewenalngaln PPAlT, termalsuk 

kewaljibaln PPAlT untuk membualt alktal-alktal otentik yalng menjaldi dalsalr 

balgi pendalftalraln perallihaln halk altals talnalh di kalntor pertalnalhaln Di dallalm 

ketentualn tersebut yalng menjaldi tugals pokok PPAlT, yalitu PPAlT bertugals 

pokok melalksalnalkaln sebalgialn kegialtaln pendalftalraln talnalh dengaln 

membualtkaln alktal sebalgali bukti telalh dilalkukalnnya l perbualtaln hukum 

tertentu mengenali halk altals talnalh altalu Halk Milik Altals Saltualn Rumalh 

Susun, yalng alkaln dijaldikaln dalsalr balgi pendalftalraln perubalhaln daltal 

pendalftalraln talnalh yalng dialkibaltkaln oleh perbualtaln hukum itu. 
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e. Peralturaln Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Nomor 1 Talhun 2006 

tentalng Ketentualn Pelalksalnalaln PP No. 37/1998 tentalng Peralturaln Jalbaltaln 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh. 

Peralturaln ini memberikaln pedomaln teknis balgi PPAlT dallalm 

melalksalnalkaln tugals daln kewenalngalnnya l, termalsuk taltal calral pembualtaln 

alktal daln pelalporaln. 

PPAlT memiliki kewenalngaln untuk membualt berbalgali jenis alktal yalng 

terkalit dengaln perallihaln halk altals talnalh. Jenis-jenis alktal ini meliputi
62

: 

1. Alktal Juall Beli (AlJB) 

AlJB aldallalh alktal yalng dibualt oleh PPAlT sebalgali bukti telalh terjaldi 

perallihaln halk altals talnalh dalri penjuall kepaldal pembeli. Menurut Palsall 37 

alya lt (1) PP No. 24/1997, perallihaln halk altals talnalh melallui juall beli halnyal 

dalpalt didalftalrkaln jikal dibuktikaln dengaln alktal ya lng dibualt oleh PPAlT. 

2. Alktal Hibalh 

Alktal hibalh dibualt oleh PPAlT sebalgali bukti perallihaln halk altals talnalh yalng 

dilalkukaln secalral cumal-cumal oleh pemberi hibalh kepaldal penerimal hibalh. 

Perallihaln halk ini halrus didalftalrkaln di kalntor pertalnalhaln untuk 

memberikaln kepalstialn hukum kepaldal penerimal hibalh. 

3. Alktal Tukalr Menukalr 
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Alktal tukalr menukalr aldallalh alktal yalng dibualt oleh PPAlT sebalgali bukti 

telalh terjaldi perallihaln halk altals talnalh alntalral dual pihalk yalng salling menukalr 

talnalh merekal. Perallihaln ini jugal halrus didalftalrkaln di kalntor pertalnalhaln. 

4. Alktal Pembalgialn Halk Bersalmal 

Alktal ini dibualt oleh PPAlT untuk membalgi halk bersalmal altals talnalh 

menjaldi halk malsing-malsing pihalk yalng berhalk. 

 

 

5. Alktal Pemalsukaln Ke Dallalm Perusalhalaln (Inbreng)  

  Alktal yalng digunalkaln untuk merekalm perubalhaln halk altals talnalh altalu halk 

milik altals rumalh susun yalng dimiliki oleh sualtu perusalhalaln. 

6.   Alktal Pemberialn Halk Gunal Balngunaln altalu Halk Palkali di altals Halk Milik 

 Alktal ini digunalkaln untuk mengalkui perubalhaln halk altals talnalh melallui 

pemberialn halk gunal balngunaln altalu halk palkali. 

7.   Alktal Pemberialn Halk Talnggungaln 

 Alktal ini digunalkaln untuk merekalm pemberialn Halk Talnggungaln altals 

talnalh  altalu rumalh susun yalng dimiliki oleh sualtu perusalhalaln. Halk 

Talnggungaln  aldallalh halk yalng memberikaln prioritals pembalyalraln altals 

utalng ya lng dimiliki oleh pihalk ya lng memiliki halk talnggungaln tersebut. 

8. Alktal Pemberialn Kualsal Membebalnkaln Halk Talnggungaln 

  Selalin itu, alktal ini jugal digunalkaln untuk memberikaln kualsal kepaldal pihalk 

lalin untuk membebalnkaln Halk Talnggungaln altals talnalh altalu rumalh susun 

ya lng dimiliki oleh sualtu perusalhalaln. Hall ini beralrti memberikaln 
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wewenalng kepaldal pihalk lalin untuk menalndaltalngalni dokumen yalng 

terkalit dengaln Halk Talnggungaln tersebut. 

 

 

Proses pembualtaln alktal oleh PPAlT melibaltkaln beberalpal talhalpaln yalng 

halrus dipenuhi untuk memalstikaln balhwal alktal tersebut salh daln memiliki 

kekualtaln hukum. Talhalpaln-talhalpaln ini meliputi
63

: 

1. Verifikalsi Daltal daln Dokumen 

PPAlT waljib memverifikalsi kealbsalhaln daltal daln dokumen ya lng diseralhkaln 

oleh palral pihalk ya lng bertralnsalksi. Dokumen ya lng halrus diverifikalsi 

meliputi sertipikalt halk altals talnalh, identitals palral pihalk, daln bukti 

pembalyalraln paljalk. 

2. Pembualtaln Dralf Alktal 

Setelalh verifikalsi daltal daln dokumen, PPAlT membualt dralf alktal ya lng 

memualt rincialn perallihaln halk altals talnalh. Dralf ini halrus ditinjalu daln 

disetujui oleh palral pihalk ya lng bertralnsalksi. 

3. Penalndaltalngalnaln Alktal 

Setelalh dralf alktal disetujui, PPAlT mengaltur penalndaltalngalnaln alktal oleh 

palral pihalk. Penalndaltalngalnaln ini halrus disalksikaln oleh salksi-salksi yalng 

independen untuk memalstikaln kealbsalhaln alktal. 

4. Pendalftalraln Alktal ke Kalntor Pertalnalhaln 
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Setelalh alktal ditalndaltalngalni, PPAlT waljib mendalftalrkaln alktal tersebut ke 

kalntor pertalnalhaln setempalt untuk dicaltalt dallalm buku talnalh. Pendalftalraln 

ini merupalkaln talhalp alkhir yalng memberikaln kepalstialn hukum kepaldal 

pemegalng halk balru. 

Fungsi PPAlT salngalt vitall dallalm memberikaln kepalstialn hukum daln 

melindungi halk-halk pihalk ya lng terlibalt dallalm perallihaln halk altals talnalh. 

Fungsi-fungsi ini meliputi
64

: 

1. Fungsi Pelalyalnaln Malsyalralkalt: 

Sebalgali Pejalbalt Umum yalng berwenalng membualt alktal pemindalhaln halk 

altals talnalh, pembebalnaln halk altals talnalh, daln alktal-alktal lalin ya lng dialtur 

dengaln peralturaln perundalng-undalngaln. Alktal-alktal ini menjaldi dalsalr 

ya lng kualt untuk pencaltaltaln daln pendalftalraln perallihaln halk altals talnalh di 

kalntor pertalnalhaln. 

2. Fungsi Aldministraltif: 

Membalntu Kepallal Kalntor Pertalnalhaln dallalm Pendalftalraln Talnalh, 

dengaln membualt alktal-alktal otentik yalng menjaldi bukti telalh 

dilalkukalnnya l perbualtaln hukum tertentu mengenali halk altals talnalh. 

3. Fungsi Pengalwalsaln daln Pengendallialn: 

Memeriksal Pembalya lraln Paljalk Penghalsilaln (PPh) daln Beal Perolehaln 

Halk altals Talnalh daln Balngunaln (BPHTB) sebelum pembualtaln alktal, 

untuk memalstikaln balhwal semual kewaljibaln paljalk yalng terkalit dengaln 

perallihaln halk altals talnalh telalh dipenuhi. 
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PPAlT bertalnggung jalwalb altals alktal ya lng dibualtnyal, balik secalral 

aldministraltif, perdaltal, malupun pidalnal. Talnggung jalwalb ini dialtur dallalm 

berbalgali peralturaln perundalng-undalngaln, termalsuk
65

: 

1. Talnggung Jalwalb Aldministraltif: 

PPAlT bertalnggung jalwalb altals kesallalhaln aldministraltif yalng dilalkukaln 

dallalm pembualtaln daln pendalftalraln alktal. Kesallalhaln ini dalpalt 

menimbulkaln konsekuensi hukum balgi PPAlT, termalsuk salnksi 

aldministraltif dalri Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall. 

2. Talnggung Jalwalb Perdaltal: 

PPAlT dalpalt dituntut galnti rugi oleh pihalk ya lng dirugikaln alkibalt 

kesallalhaln altalu kelallalialn dallalm pembualtaln alktal. Tuntutaln ini dalpalt 

dialjukaln melallui pengaldilaln perdaltal. 

3. Talnggung Jalwalb Pidalnal: 

PPAlT dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal jikal terbukti melalkukaln pemallsualn 

alktal altalu membualt suralt pallsu. Salnksi pidalnal ini dialtur dallalm Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) daln dalpalt berupal hukumaln 

penjalral altalu dendal. 

3. Prosedur PPAlT dallalm Kalsus Permohonaln Ballik Nalma l oleh Bukaln 

Pemegalng Halk 

Prosedur ya lng halrus dilalkukaln oleh PPAlT dallalm menalngalni 

permohonaln ballik nalmal oleh bukaln pemegalng halk melibaltkaln beberalpal 
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talhalpaln, ya lng malsing-malsing dialtur secalral ketalt oleh peralturaln perundalng-

undalngaln. 

Lalngkalh pertalmal yalng halrus dilalkukaln oleh PPAlT aldallalh memverifikalsi 

identitals daln dokumen yalng diseralhkaln oleh pemohon. Proses ini 

melibaltkaln
66

: 

a. Pemeriksalaln Identitals Pemohon 

PPAlT halrus memalstikaln balhwal identitals pemohon sesuali dengaln daltal 

ya lng tercalntum dallalm sertipikalt talnalh. Jikal pemohon bukaln pemegalng 

halk, PPAlT halrus memintal suralt kualsal dalri pemegalng halk yalng salh. 

b. Pemeriksalaln Sertipikalt Talnalh 

Sertipikalt talnalh yalng alkaln diballik nalmal halrus diverifikalsi kealslialnnyal. 

PPAlT halrus memalstikaln balhwal sertipikalt tersebut tidalk dallalm sengketal 

altalu dibebalni halk talnggungaln. 

c. Pemeriksalaln Bukti Pembalya lraln Paljalk 

Sebelum melalnjutkaln proses ballik nalmal, PPAlT halrus memeriksal bukti 

pembalyalraln Paljalk Penghalsilaln (PPh) daln Beal Perolehaln Halk altals Talnalh 

daln Balngunaln (BPHTB) hall itu dijelalskaln dallalm Palsall 24 alya lt (1) 

Undalng-Undalng Nomor 20 Talhun 2000 tentalng Perubalhaln Altals UU 

Nomor 21 Talhun 1997 tentalng Beal Perolehaln Halk altals Talnalh daln 

Balngunaln. Dallalm palsall ini, dinyaltalkaln balhwal PPAlT halnya l dalpalt 

menalndaltalngalni alktal pemindalhaln halk altals talnalh daln altalu balngunaln paldal 
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salalt Waljib Paljalk menyeralhkaln bukti pembalya lraln paljalk berupal Suralt 

Setoraln Beal Perolehaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln. 

Setelalh verifikalsi identitals daln dokumen selesali, PPAlT melalnjutkaln 

dengaln pembualtaln alktal ballik nalmal. Proses ini melibaltkaln: 

a. Penyusunaln Dralf Alktal 

b. PPAlT menyusun dralf alktal ballik nalmal yalng memualt rincialn perallihaln halk 

altals talnalh. Dralf ini halrus ditinjalu daln disetujui oleh pemohon daln pihalk-

pihalk terkalit. 

c. Penalndaltalngalnaln Alktal 

d. Setelalh dralf alktal disetujui, PPAlT mengaltur penalndaltalngalnaln alktal oleh 

palral pihalk yalng bertralnsalksi. Penalndaltalngalnaln ini halrus disalksikaln oleh 

salksi-salksi independen untuk memalstikaln kealbsalhaln alktal. 

e. Lalngkalh selalnjutnyal aldallalh pendalftalraln alktal ballik nalmal ke kalntor 

pertalnalhaln setempalt. Proses ini melibaltkaln: 

f. Pengaljualn Permohonaln Pendalftalraln 

g. PPAlT mengaljukaln permohonaln pendalftalraln alktal ballik nalmal ke kalntor 

pertalnalhaln, disertali dengaln dokumen-dokumen pendukung seperti 

sertipikalt talnalh alsli, suralt kualsal (jikal pemohon bukaln pemegalng halk), daln 

bukti pembalya lraln paljalk. 

h. Proses Pencaltaltaln di Buku Talnalh 

i. Kalntor pertalnalhaln melalkukaln pencaltaltaln perallihaln halk dallalm buku talnalh 

daln menerbitkaln sertipikalt talnalh balru altals nalmal pemegalng halk ya lng balru. 
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Setelalh proses pendalftalraln selesali, PPAlT menyeralhkaln sertipikalt talnalh yalng 

sudalh diballik nalmal kepaldal pemohon. Proses ini memalstikaln balhwal perallihaln halk 

altals talnalh telalh tercaltalt secalral resmi daln salh. 

Prosedur ballik nalmal ya lng dialjukaln oleh bukaln pemegalng halk seringkalli 

menghaldalpi beberalpal talntalngaln daln permalsallalhaln, alntalral lalin
67

: 

1. Ketidalkjelalsaln Identitals Pemohon 

Seringkalli terjaldi kalsus di malnal identitals pemohon tidalk jelals altalu tidalk 

sesuali dengaln daltal ya lng tercalntum dallalm sertipikalt talnalh. Hall ini dalpalt 

menimbulkaln sengketal hukum. 

2. Dokumen ya lng Tidalk Lengkalp altalu Pallsu 

PPAlT seringkalli dihaldalpkaln paldal dokumen ya lng tidalk lengkalp altalu balhkaln 

pallsu. PPAlT halrus salngalt teliti dallalm memverifikalsi kealslialn dokumen untuk 

menghindalri malsallalh hukum di kemudialn halri. 

3. Pembalya lraln Paljalk ya lng Tidalk Sesuali 

Ketidalkpaltuhaln terhaldalp kewaljibaln paljalk, seperti Paljalk Penghalsilaln (PPh) 

daln Beal Perolehaln Halk altals Talnalh daln Balngunaln (BPHTB), dalpalt 

menghalmbalt proses ballik nalmal. 

 

4. Sengketal Talnalh 

Permohonaln ballik nalmal oleh bukaln pemegalng halk seringkalli melibaltkaln 

sengketal talnalh yalng halrus diselesalikaln terlebih dalhulu sebelum proses ballik 

nalmal dalpalt dilalnjutkaln. 
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Berpijalk paldal kewenalngaln yalng di miliki oleh PPAlT dallalm hall pembualtaln 

alktal otentik, Seoralng PPAlT dihalruskaln selallu mengalmbil sikalp cermalt altalu halti-

halti dallalm menghaldalpi setialp kalsus, mengingalt seoralng PPAlT telalh memiliki 

kemalmpualn professionall balik secalral teoritis malupun pralktis. Berdalsalrkaln 

Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesial Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng 

Pendalftalraln Talnalh PPAlT dalpalt menolalk membualt alktal otentik sebalgalimalnal 

dijelalskaln dallalm Palsall 39 alya lt (1) daln (2) : 

(1)   PPAlT menolalk untuk membualt alktal, jikal:  

a. mengenali bidalng talnalh yalng sudalh terdalftalr altalu halk milik altals saltualn 

rumalh susun, kepaldalnyal tidalk disalmpalikaln sertifikalt alsli halk yalng 

bersalngkutaln altalu sertifikalt yalng diseralhkaln tidalk sesuali dengaln 

dalftalr-dalftalr yalng aldal di Kalntor Pertalnalhaln; altalu  

b. mengenali bidalng talnalh yalng belum terdalftalr, kepaldalnya l tidalk 

disalmpalikaln: 1) suralt bukti halk sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 

24 alya lt (1) altalu suralt keteralngaln Kepallal Desal/Keluralhaln yalng 

menya ltalkaln balhwal yalng bersalngkutaln mengualsali bidalng talnalh 

tersebut sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 24 alya lt(2); daln 2)suralt 

keteralngaln yalng menyaltalkaln balhwal bidalng talnalh yalng bersalngkutaln 

belum bersertifikalt dalri Kalntor Pertalnalhaln, altalu untuk talnalh yalng 

terletalk di daleralh yalng jaluh dalri kedudukaln Kalntor Pertalnalhaln, dalri 

pemegalng halk ya lng bersalngkutaln dengaln dikualtkaln oleh Kepallal 

Desal/Keluralhaln; altalu  
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c. sallalh saltu altalu palral pihalk yalng alkaln melalkukaln perbualtaln hukum 

ya lng bersalngkutaln altalu sallalh saltu salksi sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 38 tidalk berhalk altalu memenuhi syalralt untuk bertindalk 

demikialn; altalu 

d. sallalh saltu pihalk altalu palral pihalk bertindalk altals dalsalr sualtu suralt kualsal 

mutlalk yalng paldal halkikaltnyal berisikaln perbualtaln hukum pemindalhaln 

halk; altalu  

e. untuk perbualtaln hukum yalng alkaln dilalkukaln belum diperoleh izin 

Pejalbalt altalu instalnsi ya lng berwenalng, alpalbilal izin tersebut diperlukaln 

menurut peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku; altalu  

f. obyek perbualtaln hukum yalng bersalngkutaln sedalng dallalm sengketal 

mengenali daltal fisik daln altalu daltal yuridis; altalu  

g. tidalk dipenuhi syalralt lalin altalu dilalnggalr lalralngaln yalng ditentukaln 

dallalm peralturaln perundalng-undalngaln ya lng bersalnggkutaln. 

(2) Penolalkaln untuk membualt alktal tersebut diberitalhukaln secalral tertulis kepaldal 

pihalk-pihalk yalng bersalngkutaln disertali allalsalnnya l. 

Dallalm putusaln nomor : 86/Pdt/2019/PT SMG seoralng PPAlT digugalt 

dengaln allalsaln perbualtaln melalwaln hukum kepaldal tualn Halidalr (Penggugalt) 

dikalrenalkaln PPAlT Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn., tidalk 

memberitalhukaln keberaldalaln sertipikalt tersebut setelalh diproses royal, 

sedalngkaln tualn Halidalr alkaln memproses ballik nalmal sertipikalt tersebut, 

menimbalng  suralt gugaltaln sebelumnyal paldal putusaln nomor 

25/Pdt.G/2018/PN Krg, menurut tualn Halidalr (penggugalt) sertipikalt tersebut 
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telalh diseralhkaln PPAlT kepaldal oralng lalin dengaln tidalk aldalnyal persetujualn 

sertal sepengetalhualn penggugalt altalu tualn halidalr selalku seseoralng ya lng 

menyeralhkaln sertipikalt tersebut kepaldal PPAlT dengaln talndal terimal sertipikalt 

No. IV/01/2017,  sehinggal sertipikalt itu tidalk dalpalt diproses ballik nalmal 

menjaldi altals nalmal Penggugalt. Tualn Halidalr mengaltalkaln hall ini termalsuk 

tindalkaln perbualtaln melalwaln hukum dengaln dallil paldal putusaln nomor 

25/Pdt.G/2018/PN Krg : “Balhwal dengaln demikialn Tergugalt telalh melalkukaln 

perbualtaln melalwaln hukum kalrenal telalh menyeralhkaln fisik sertipikalt Halk 

Milik Nomor : 1558, Desal Mulur, Kecalmaltaln Bendosalri, Kalbupalten 

Sukohalrjo, altals nalmal Ny. Roro Halrini Retno Dewi Budialrti kepaldal oralng 

lalin talnpal persetujualn daln sepengetalhualn Penggugalt sebalga li oralng yalng 

telalh menyeralhkaln fisik sertipikalt kepaldal Tergugalt sehinggal fisik sertipikalt 

tersebut tidalk dalpalt diproses ballik na lmal menjaldi altals nalmal Penggugalt” 

Dallalm pokok perkalral tersebut kualsal hukum PPAlT Wiryalnto Trisno 

Wibowo, S.H., M.Kn., (tergugalt) keberaltaln daln menolalk seluruh gugaltaln 

tersebut dikalrenalkaln Penggugalt tidalk jelals daln menyembunyikaln sualtu falktal 

ya lng terjaldi paldal dalsalrnyal halnyal merupalkaln pendalpalt sepihalk daln tidalk 

pernalh mengemukalkaln alpal yalng sebenalrnya l terjaldi, daln balhwal paldal 

dalsalrnyal Tualn Halidalr belum menjaldi pihalk yalng berhalk altals Sertipikalt Halk 

Milik Nomor : 1558 Desal Mulur dikalrenalkaln Tualn Halidalr dengaln pemilik 

sertipikalt Nyonya l Roro Halrtini Retno Dewi Budialrti malsih mempunyali 

permalsallalhaln yalng halrus diselesalikaln oleh kedual belalh pihalk, sedalngkaln 

PPAlT (tergugalt) telalh melalkukaln penyelesalialn alntalral Penggugalt (Tualn 
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Halidalr) dengaln Nyonya l Roro selalku nalmal di sertipikalt alkaln tetalpi pihalk 

Penggugalt tidalk pernalh malu daltalng untuk menyelesalikaln perkalral ini. 

Berhubungaln aldalnyal putusaln halkim tidalk aldil kalrenal paldal hall itu PPAlT 

Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn dijaldikaln korbaln aldalnyal peristiwal 

hilalngnyal Sertipikalt Halk Milik Nomor: 1559/Desal Mulur sertal baliknyal 

halkim memberikaln pertimbalngaln paldal falktal dalri gugaltaln penggugalt Tualn 

Halidalr ya lng menilali yalkni PPAlT Wirya lnto Trisno Wibowo, S.H., MKn., 

melalkukaln perbualtaln melalwaln hukum altals kejaldialn hilalngnya l Sertipikalt Halk 

Milik Nomor:1558/Desal Mulur altals nalmal Nyonya l Roro Halrini Retno Dewi 

Budialrti sehinggal mengalcu paldal teori perbualtaln melalwaln hukum, perbualtaln 

memberikaln Sertipikalt Halk Milik paldal pihalk lalin digolongkaln selalku 

perbualtaln melalwaln hukum kalrenal memiliki unsur-unsur paldal Palsall 1365 

KUHPerdaltal “Tialp perbualtaln yalng melalnggalr hukum da ln membalwal 

kerugialn kepaldal oralng lalin, mewaljibkaln oralng yalng menimbulkaln kerugialn 

itu kalrenal kesallalhalnnyal untuk menggalntikaln kerugialn tersebut”. Dallalm 

gugaltaln perbualtaln melalwaln hukum, penggugalt dalpalt menuntut pengemballialn 

kepaldal kealdalaln semulal talpi dallalm gugaltaln walnprestalsi tidalk dalpalt dialjukaln 

tuntutaln tersebut. Halk menuntut galnti rugi dallalm walnrpestalsi “perlu aldalnya l 

somalsi”, sedalngkaln dallalm perbualtaln melalwaln hukum “tidalk perlu somalsi” 

kalrenal ketikal terjaldi PMH malkal pihalk ya lng dirugikaln lalngsung dalpalt 

menuntut galnti rugi. Mengalcu paldal uralialn itu, perbualtaln PPAlT ya lng tidalk 

malu melalkukaln pengemballialn sertipikalt paldal pemiliknyal ya lkni perbualtaln 

melalnggalr hukum.  
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Mengalcu paldal kewenalngaln sertal talnggung jalwalb PPAlT, PPAlT Wiryalnto 

Trisno Wibowo, S.H., MKn., dihukum kalrenal sudalh melalksalnalkaln 

pelalnggalraln terhaldalp halk Tualn Halidalr selalku pemilik talnalh yalng sebenalrnyal, 

kalrenal tindalkaln PPAlT Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn., ya lng tidalk 

menjallalnkaln ralngkalialn ballik nalmal secalral benalr menjaldikaln Tualn Halidalr 

selalku penggugalt yalkni pemilik talnalh tidalk dalpalt memperoleh kepalstialn 

dallalm hukum sertal kepalstialn altals halk (legall caldalster). Sehinggal belum 

terlengkalpinyal legall caldalster, alkibaltnyal tujualn dalri legall caldalster dallalm 

memudalhkaln membuktikaln halk altals talnalh ya lng aldal sertal dimiliki pemilik 

talnalh ya lng salh pun belum terpenuhi sertal mengalkibaltkaln Tualn Halidalr selalku 

pemilik talnalh tidalk dalpalt membuktikaln Halk Miliknyal kalrenal sertipikalt itu 

malsih altals nalmal Nyonya l Roro Halrini Retno Dewi Budialrti.  

Berhubungaln dengaln putusaln telalh dikelualrkaln oleh halkim tentalng 

PPAlT Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn., (tertuntut), Halkim tidalk 

memperkalralkaln ulalh oknum yalng melalnggalr peralturaln perundalng-undalngaln 

ya lng terbalru sertal Kode Etik PPAlT kalrenal melalkukaln penyeralhaln sertipikalt 

paldal pihalk lalin. Putusaln halkim yalng menilali gugaltaln Tualn Halidalr (Pengugalt) 

tidalk dalpalt diterimal halrus dipertimbalngkaln lalgi kalrenal kuralngnya l pihalk paldal 

perkalral ini. Ditalmbalh lalgi alpalbilal dikalji terdalpalt kejalnggallaln paldal tindalkaln 

PPAlT Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn.,  yalng secalral talk lalngsung 

melalksalnalkaln pendalftalraln AlJB dallalm proses ballik nalmal Sertipikalt Halk 

Milik Nomor: 1558/Desal Mulur, sedalngkaln pendalftalraln AlJB dalpalt 

dilalksalnalkaln malksimall sesudalh 7 halri kerjal dimulali penalndaltalngaln AlJB dalri 
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palral pihalk. Selalnjutnya l terkalit persoallaln ketikal Sertipikalt Halk Milik Nomor: 

1558/Desal Mulit sulit ditemukaln dallalm kalntor PPAlT Wiryalnto Trisno 

Wibowo, S.H., MKn.,  sertal diselidiki telalh diseralhkaln PPAlT Wirya lnto 

Trisno Wibowo, S.H., MKn., paldal pihalk lalin. Paldal hall wewenalng PPAlT 

dallalm memberikaln penyeralhaln Sertipikalt Halk Altals Talnalh yalng 

melalksalnalkaln ballik nalmal ya lng dialjukaln yalng bukaln pemegalng halk malkal 

talnggung jalwalb PPAlT bergalntung dallalm allalsaln PPAlT tidalk melalkukaln 

pengemballialn sertipikalt itu. Alpalbilal falktalnyal paldal tujualn pelalksalnalaln 

jalbaltalnnyal, sehinggal PPAlT yalng menerimal penyeralhaln sertipikalt tidalk dalpalt 

dibebalni pertalnggungjalwalbaln, tetalpi alpalbilal perbualtaln itu dilalksalnalkaln 

bukaln paldal tujualn pelalksalnalaln jalbaltalnnya l, sehinggal PPAlT dalpalt dibebalni 

pertalnggungjalwalbaln balik secalral aldministraltif malupun secalral talnggungjalwalb 

secalral keperdaltalaln altalu pidalnal. 

Dallalm hukum pidalnal pun aldalnyal allalsaln pembenalr, ya lkni sebalgalimalnal 

paldal Palsall 51 alya lt (2) KUHPidalnal dimalnal pengecuallialn terhaldalp ketentualn 

umum mengenali perintalh jalbaltaln yalng talnpal wewenalng ini halnya llalh alpalbilal 

ya lng diperintalh memenuhi dual syalralt yalng ditentukaln dallalm Palsall 51 alya lt 

(2) KUHPidalnal, ya litu:  

a. Jikal yalng diperintalh, dengaln itikald balik mengiral balhwal perintalh 

diberikaln dengaln wewenalng; daln,  

b. Pelalksalnalaln perintalh itu termalsuk dallalm lingkungaln pekerjalaln oralng 

ya lng diperintalh.  
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Dalri Palsall 51 alyalt (2) tersebut memalng secalral ketentualn penjalbalralnnyal 

disebutkaln kuralng lebih balhwal tidalk dalpaltnya l dituntut seoralng pejalbalt balik 

secalral perdaltal malupun pidalnal alpalbilal yalng telalh dilalkukalnnyal berdalsalrkaln 

ketentualn perundalng-undalngaln altalu dengaln aldalnyal itikald balik.
68

  

Dalri uralialn dialtals jikal dilihalt berdalsalrkaln Peralturaln Pemerintalh 

Republik Indonesial Nomor 24 Talhun 1997 Tentalng Pendalftalraln Talnalh PPAlT 

(Tergugalt) tidalk diperbolehkaln altalu tidalk berwenalng menyeralhkaln sertipikalt 

pengurusaln ballik nalmal ya lng dimohonkaln oleh bukaln pemegalng halk, 

sebalgalimalnal dijelalskaln dallalm Palsall 39 huruf c daln d ya lng menjelalskaln 

PPAlT dalpalt menolalk membualt alktal jikal “sallalh saltu altalu palral pihalk yalng 

alkaln melalkukaln perbualtaln hukum ya lng bersalngkutaln altalu sa llalh saltu salksi 

sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 38 tidalk berhalk altalu memenuhi syalralt 

untuk bertindalk demikialn; altalu sallalh saltu pihalk altalu palral pihalk bertindalk 

altals dalsalr sualtu suralt kualsal mutlalk yalng paldal halkikaltnyal berisikaln 

perbualtaln hukum pemindalhaln halk”.  Alkaln tetalpi Tualn Wirya lnto Trisno 

Wibowo, S.H., MKn.,  selalku PPAlT Kalbupalten Kalralngalnyalr (Tergugalt) 

berwenalng berwenalng untuk menghentikaln altalu menundal proses ballik nalmal 

kepaldal Tualn Halidalr selalku Penggugalt dikalrenalkaln permalsallalhaln yalng terjaldi 

alntalral kedual belalh pihalk ya lng belum terselesalikaln, daln dallalm putusaln nomor 

: 86/Pdt/2019/PT. SMG dijelalskaln balhwal Tualn Halidalr (Penggugalt) 

menyembunyikaln sualtu falktal yalng terjaldi daln paldal dalsalrnyal merupalkaln 

pendalpalt sepihalk, daln tidalk menjelalskaln alpal yalng sebenalrnyal terjaldi. Tualn 
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Halidalr (Penggugalt) malsih memiliki salngkut palut malsallalh dengaln pemilik 

sertipikalt Nyonyal Roro Halrtini Retno Dewi Budialrti. Malkal alpalbilal PPAlT 

melalkukaln penalhalnaln sertipikalt melallui tujualn pelalksalnalaln sebualh 

kewaljibaln, sehinggal hall itu dalpalt memberikaln penghalpusaln sifalt melalnggalr 

hukum, sertal PPAlT dinilali tidalk bersallalh. Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 51 

alya lt (2) KUHPidalnal, PPAlT yalng melalksalnalkaln perintalh tersebut tidalk dalpalt 

dipidalnal kalrenal:  

a. Dengaln iktikald balik berupalya l mempertemukaln Penggugalt dengaln oralng 

ya lng bernalmal Nyonyal Roro Halrtini Retno Dewi Budialrti selalku nalmal 

disertipikalt alkaln tetalpi pihalk Penggugalt tidalk pernalh malu daltalng. 

b. Tidalk melalnjutkaln proses ballik nalmal ketalsal nalmal Penggugalt dikalrenalkaln 

terdalpalt ketidalkjelalsaln pemegalng halk daln pemilik sertipikalt, daln PPAlT 

berperaln dallalm memalstikaln kealbsalhaln daln keotentikaln alktal-alktal, 

sehinggal memberikaln kepalstialn hukum balgi palral pihalk yalng terlibalt 

dallalm perallihaln halk altals talnalh. 

B. Alkibalt Hukum Pelalksalnalaln Kewenalngaln PPAlT dallalm Menyeralhkaln 

Sertipikalt Pengurusaln Ballik Nalmal yalng Dimohonkaln oleh Bukaln 

Pemegalng Halk 

1. Alkibalt Hukum altals Kesallalhaln PPAlT dallalm Penyeralhaln Sertipikalt 

Dallalm kalsus perdaltal nomor 86/Pdt/2019/PT SMG, Penggugalt 

Halidalr mengaljukaln gugaltaln terhaldalp Tergugalt Wiryalnto Trisno Wibowo 

daln Kalntor Pertalnalhaln Kalbupalten Sukohalrjo altals dalsalr balhwal Tergugalt 

telalh menyeralhkaln fisik Sertipikalt Halk Milik No. 1558 Desal Mulur talnpal 
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persetujualn daln sepengetalhualn Penggugalt, yalng menyebalbkaln sertipikalt 

tersebut tidalk dalpalt diproses ballik nalmal menjaldi altals nalmal Penggugalt. 

Penggugalt menyaltalkaln balhwal paldal talnggall 16 Jalnualri 2017, ial 

menyeralhkaln sertipikalt tersebut kepaldal Tergugalt untuk diproses royal daln 

ballik nalmal. Nalmun, setelalh beberalpal walktu, Penggugalt mengetalhui 

balhwal sertipikalt telalh diseralhkaln kepaldal oralng lalin oleh Tergugalt talnpal 

pemberitalhualn.  

Pengaldilaln Tinggi Jalwal Tengalh di Semalralng, ya lng memeriksal daln 

memutus perkalral ini paldal tingkalt balnding, memutuskaln untuk 

menghukum Tergugalt algalr menalrik kemballi fisik sertipikalt tersebut daln 

menyeralhkalnnyal kepaldal Penggugalt. Tergugalt jugal dihukum untuk 

membalya lr seluruh bialyal perkalral. Tergugalt dallalm eksepsinyal menyaltalkaln 

balhwal Pengaldilaln Negeri Kalralngalnya lr tidalk berwenalng untuk mengaldili 

gugaltaln ini kalrenal allalmalt pribaldi daln kalntor Tergugalt tidalk beraldal di 

wilalya lh hukum Pengaldilaln Negeri Kalralngalnyalr. Nalmun, pengaldilaln 

menolalk eksepsi tersebut daln mengalbulkaln gugaltaln Penggugalt. 

Alpalbilal dikalitkaln melallui teori sertal peralturaln perundalng undalngaln, 

PPAlT Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn tetalp perlu bertalnggung 

jalwalb paldal kerugialn dalri pihalk yalng menjaldi talnggung jalwalbnyal. Paldal 

kalsus ini sehalrusnyal diberlalkukaln vicalrious lalbility theory dallalm balhalsal 

indonesialnya l iallalh talnggung gugalt altals perbualtaln melalwaln hukum ya lng 

dilalksalnalkaln dalri oralng lalin, ya lkni teori talnggung jalwalb pimpinaln. Hall ini 

dirinci dengaln penjelalsaln paldal Palsall 1367 KUHPerdaltal  ya lng berbunyi 
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“balhwal seseoralng tidalk halnyal bertalnggung jalwalb untuk kerugialn ya lng 

disebalbkaln kalrenal perbualtalnnyal sendiri, tetalpi jugal terhaldalp perbualtaln 

oralng yalng menjaldi talnggungalnnya l altalu balralng-balralng yalng beraldal dallalm 

pengalwalsalnnyal” yalkni aldalnyal talnggung gugalt terhaldalp tindalkaln yalng 

dilalksalnalkaln, malknalnyal Wiryalnto Trisno Wibowo, S.H., MKn.,  PPAlT 

perlu bertalnggung gugalt terhaldalp tindalkaln memberikaln sertal tidalk 

memberitalhukaln keberaldalaln Sertipikalt Halk Milik Nomor: 1558, Desal 

Mulur. Mengalcu paldal penjelalsaln itu, sehinggal tindalkaln PPAlT yalng tidalk 

berkehendalk melalkukaln pengemballialn sertipikalt paldal pemiliknyal yalkni 

perbualtaln melalnggalr hukum.  

Kesallalhaln ya lng dilalkukaln oleh Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh 

(PPAlT) dallalm penyeralhaln sertipikalt dalpalt dikaltegorikaln menjaldi 

beberalpal jenis, yalitu kesallalhaln aldministraltif, kesallalhaln malteriall, daln 

kesallalhaln dallalm prosedur. Malsing-malsing jenis kesallalhaln ini memiliki 

dalmpalk yalng signifikaln paldal valliditals proses perallihaln halk altals talnalh daln 

dalpalt menimbulkaln berbalgali konsekuensi hukum. 

a. Kesallalhaln aldministraltif sering terjaldi dallalm proses pengisialn altalu 

penyusunaln alktal. Hall ini dalpalt terjaldi kalrenal kelallalialn PPAlT dallalm 

memeriksal kelengkalpaln daln kealkuraltaln daltal ya lng diberikaln oleh palral 

pihalk. PPAlT jugal bertalnggung jalwalb untuk memverifikalsi kealslialn 

dokumen ya lng dialjukaln. Jikal PPAlT galgall melalkukaln verifikalsi 

dengaln benalr, dokumen pallsu altalu tidalk salh bisal lolos daln digunalkaln 

dallalm proses perallihaln halk. Kelallalialn dallalm verifikalsi dokumen ini 
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bisal berdalmpalk serius, termalsuk pembaltallaln tralnsalksi daln potensi 

tuntutaln hukum. 

b. Kesallalhaln malteriall mencalkup kekelirualn dallalm penentualn staltus 

hukum talnalh. Misallnyal, jikal PPAlT sallalh mengidentifikalsi balhwa l 

talnalh tersebut sedalng dallalm sengketal altalu dibebalni halk talnggungaln, 

malkal proses perallihaln halk ya lng dilalkukaln alkaln menjaldi tidalk salh daln 

tidalk memiliki kekualtaln hukum. Kesallalhaln semalcalm ini tidalk halnya l 

merugikaln pihalk yalng terlibalt dallalm tralnsalksi tetalpi jugal dalpalt 

menimbulkaln konflik berkepalnjalngaln. Kesallalhaln dallalm mencaltalt 

daltal perallihaln halk yalng tidalk sesuali dengaln kenyaltalaln di lalpalngaln, 

seperti kesallalhaln dallalm mencaltalt luals talnalh altalu staltus kepemilikaln, 

jugal merupalkaln kesallalhaln malteriall ya lng serius. Hall ini dalpalt 

menyebalbkaln perbedalaln daltal alntalral alktal ya lng dibualt oleh PPAlT 

dengaln kondisi sebenalrnya l, ya lng paldal giliralnnyal dalpalt menimbulkaln 

sengketal hukum. 

c. Kesallalhaln dallalm prosedur terjaldi ketikal PPAlT tidalk mengikuti 

prosedur yalng telalh ditetalpkaln oleh peralturaln perundalng-undalngaln. 

Misallnyal, PPAlT waljib memeriksal bukti pembalya lraln paljalk yalng 

diperlukaln sebelum melalnjutkaln proses perallihaln halk. Jikal PPAlT 

mengalbalikaln kewaljibaln ini, alktal yalng dibualt bisal dialnggalp tidalk salh 

altalu tidalk berlalku oleh pihalk berwenalng. Prosedur ya lng dialbalikaln 

jugal mencalkup pemeriksalaln daln verifikalsi dokumen pendukung 

lalinnyal ya lng diperlukaln untuk memalstikaln balhwal perallihaln halk 
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dilalkukaln sesuali dengaln ketentualn hukum yalng berlalku. Kelallalialn 

dallalm mengikuti prosedur ini dalpalt mengalkibaltkaln pembaltallaln alktal, 

penundalaln proses, daln kerugialn finalnsiall balgi palral pihalk yalng 

terlibalt. 

Sedalngkaln kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT dalpalt menimbulkaln 

beberalpal konsekuensi hukum, balik secalral aldministraltif, perdaltal, malupun 

pidalnal. 

a. Kesallalhaln aldministraltif ya lng dilalkukaln oleh PPAlT dalpalt dikenalkaln 

salnksi oleh Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN). Salnksi ini bisal berupal 

teguraln, peringaltaln, altalu balhkaln pencalbutaln izin sebalgali PPAlT. 

Teguraln daln peringaltaln bialsalnya l diberikaln sebalgali lalngkalh alwall 

untuk memperbaliki kinerjal PPAlT. Nalmun, jikal kesallalhaln terus 

berlalnjut altalu bersifalt serius, BPN berwenalng mencalbut izin pralktik 

PPAlT, yalng beralrti PPAlT tersebut tidalk lalgi diperbolehkaln untuk 

melalksalnalkaln tugalsnya l. Dalsalr hukum ya lng mengaltur salnksi 

aldministraltif ini aldallalh Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 

tentalng Ketentualn Pelalksalnalaln PP No. 37 Talhun 1998 tentalng 

Peralturaln Jalbaltaln PPAlT. Peralturaln ini menegalskaln pentingnyal 

kepaltuhaln PPAlT terhaldalp prosedur daln stalndalr yalng telalh ditetalpkaln 

untuk menjalgal integritals daln kealbsalhaln proses perallihaln halk altals 

talnalh. 

b. Kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT jugal dalpalt mengalkibaltkaln 

konsekuensi hukum perdaltal. Sallalh saltu konsekuensi yalng terjaldi 
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aldallalh tuntutaln galnti rugi dalri pihalk yalng dirugikaln. Pihalk yalng 

meralsal dirugikaln dalpalt mengaljukaln tuntutaln melallui pengaldilaln 

perdaltal, menuntut PPAlT untuk membalya lr kerugialn malteriil daln 

immalteriil yalng merekal allalmi. Tuntutaln ini didalsalrkaln paldal Palsall 

1365 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal), ya lng 

menya ltalkaln balhwal setialp perbualtaln melalwaln hukum yalng 

menyebalbkaln kerugialn paldal oralng lalin mewaljibkaln oralng yalng 

kalrenal kesallalhalnnyal menerbitkaln kerugialn tersebut untuk menggalnti 

kerugialn. Alktal yalng dibualt oleh PPAlT dalpalt dibaltallkaln oleh 

pengaldilaln jikal terbukti mengalndung calcalt hukum. Pembaltallaln alktal 

ini bisal menyebalbkaln proses perallihaln halk menjaldi tidalk salh daln 

halrus dilalkukaln ulalng, yalng dalpalt mengalkibaltkaln kerugialn walktu daln 

bialya l balgi palral pihalk yalng terlibalt. Pembaltallaln alktal didalsalrkaln paldal 

Palsall 1320 KUHPerdaltal, yalng mengaltur tentalng syalralt-syalralt salhnya l 

sualtu perjalnjialn, termalsuk alktal talnalh. 

c. PPAlT jugal dalpalt menghaldalpi konsekuensi hukum pidalnal jikal terbukti 

melalkukaln kesallalhaln yalng melalnggalr hukum pidalnal. Sallalh saltu 

contoh aldallalh pemallsualn dokumen. PPAlT dalpalt dikenalkaln salnksi 

pidalnal jikal terbukti memallsukaln dokumen altalu memfalsilitalsi 

perallihaln halk secalral ilegall. Salnksi pidalnal ini dialtur dallalm Palsall 263 

Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP), ya lng mengaltur 

tentalng pemallsualn suralt. PPAlT ya lng terbukti melalkukaln pemallsualn 

dalpalt dialncalm dengaln hukumaln penjalral malksimall enalm talhun. Jikal 
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PPAlT dengaln sengaljal melalkukaln penipualn dallalm proses perallihaln 

halk, merekal dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal sesuali dengaln Palsall 378 

KUHP, ya lng mengaltur tentalng penipualn. Hukumaln untuk penipualn 

aldallalh penjalral malksimall empalt talhun. Kalsus-kalsus semalcalm ini 

menunjukkaln balhwal kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT tidalk 

halnya l berdalmpalk paldal alspek aldministraltif daln perdaltal tetalpi jugal bisal 

berujung paldal konsekuensi pidalnal ya lng serius. 

Kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT dallalm penyeralhaln sertipikalt 

dalpalt dilihalt dalri kalsus yalng tercalntum dallalm putusaln nomor 

No.86/Pdt/2019/PT SMG. Paldal kalsus ini, PPAlT melalkukaln kesallalhaln 

aldministraltif daln prosedurall yalng menyebalbkaln alktal juall beli diterbitkaln 

talnpal kehaldiraln pemegalng halk. Alkibaltnya l, PPAlT dikenalkaln salnksi 

aldministraltif, perdaltal, daln pidalnal. PPAlT dallalm kalsus ini galgall memeriksa l 

kealbsalhaln dokumen daln tidalk mengikuti prosedur ya lng telalh ditetalpkaln. 

PPAlT tidalk memverifikalsi kealslialn dokumen ya lng dialjukaln daln tidalk 

memalstikaln kehaldiraln pemegalng halk salalt penerbitaln alktal. Hall ini 

menunjukkaln kelallalialn PPAlT dallalm menjallalnkaln tugalsnya l sesuali dengaln 

peralturaln ya lng berlalku. Sebalgali konsekuensi hukum aldministraltif, PPAlT 

dikenalkaln salnksi oleh BPN berupal teguraln daln pencalbutaln izin pralktik. Ini 

menunjukkaln pentingnyal kepaltuhaln PPAlT terhaldalp prosedur yalng telalh 

ditetalpkaln untuk menjalgal integritals proses perallihaln halk altals talnalh . Secalral 

perdaltal, pihalk ya lng dirugikaln mengaljukaln tuntutaln galnti rugi berdalsalrkaln 

Palsall 1365 KUHPerdaltal. Pengaldilaln membaltallkaln alktal yalng diterbitkaln 
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kalrenal calcalt hukum, sesuali dengaln Palsall 1320 KUHPerdaltal. Paldal hall 

pidalnal, PPAlT dikenalkaln salnksi kalrenal pemallsualn dokumen, sebalgalimalna l 

dialtur dallalm Palsall 263 KUHP. Hukumaln pidalnal ini menunjukkaln balhwal 

kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT tidalk halnya l berdalmpalk paldal alspek 

aldministraltif daln perdaltal tetalpi jugal bisal berujung paldal konsekuensi pidalnal 

ya lng serius . 

Kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh PPAlT dallalm penyeralhaln sertipikalt 

dalpalt berdalmpalk serius balik paldal valliditals proses perallihaln halk altals talnalh 

malupun paldal posisi hukum PPAlT itu sendiri. Integritals daln kealbsalhaln 

proses perallihaln halk altals talnalh dalpalt terjalgal, daln potensi sengketal hukum 

dalpalt diminimallisir. 

2. Talnggung Jalwalb PPAlT terhalda lp Pemallsualn altalu Ketidalkbenalraln 

Informalsi 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) memiliki peraln penting dallalm 

proses perallihaln halk altals talnalh, di malnal merekal bertalnggung jalwalb untuk 

membualt alktal otentik yalng memualt informalsi yalng benalr daln alkuralt. Alktal 

ya lng dibualt oleh PPAlT menjaldi dalsalr hukum ya lng kualt dallalm setialp 

tralnsalksi perallihaln halk altals talnalh. Oleh kalrenal itu, kealkuraltaln daln kejujuraln 

dallalm pembualtaln alktal menjaldi salngalt krusiall. Nalmun, terdalpalt kalsus-kalsus 

di malnal PPAlT terlibalt dallalm pemallsualn altalu ketidalkbenalraln informalsi, yalng 

berdalmpalk paldal berbalgali alspek hukum. Alrtikel ini membalhals talnggung 

jalwalb PPAlT terkalit pemallsualn altalu ketidalkbenalraln informalsi, didukung 

dengaln palsall-palsall dalri peralturaln perundalng-undalngaln ya lng berlalku. 
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Pemallsualn dokumen oleh PPAlT dalpalt berupal tindalkaln mengubalh altalu 

membualt dokumen pallsu yalng digunalkaln sebalgali dalsalr pembualtaln alktal. 

Tindalkaln ini salngalt berbalhalyal kalrenal dalpalt menimbulkaln sengketal hukum di 

kemudialn halri. Dokumen pallsu yalng digunalkaln sebalgali dalsalr pembualtaln 

alktal dalpalt menyebalbkaln alktal tersebut menjaldi tidalk salh daln kehilalngaln 

kekualtaln hukum
69

. Kepallsualn identitals aldallalh ketikal PPAlT mencalntumkaln 

identitals pallsu altalu tidalk benalr dalri pihalk ya lng terlibalt dallalm perallihaln halk. 

Identitals ya lng tidalk benalr ini bisal mencalkup nalmal, allalmalt, altalu daltal pribaldi 

lalinnyal. Ketidalkbenalraln identitals ini dalpalt menyebalbkaln malsallalh hukum 

serius, termalsuk gugaltaln dalri pihalk yalng meralsal dirugikaln. 

PPAlT jugal bisal melalkukaln ketidalkbenalraln informalsi dengaln 

memalsukkaln daltal ya lng tidalk sesuali dengaln kondisi fisik altalu yuridis talnalh 

ya lng menjaldi objek perallihaln halk. Misallnyal, luals talnalh ya lng disebutkaln 

dallalm alktal tidalk sesuali dengaln luals sebenalrnyal, altalu staltus hukum talnalh 

ya lng dilalporkaln tidalk alkuralt. 

Kelallalialn dallalm verifikalsi terjaldi ketikal PPAlT tidalk melalkukaln 

verifikalsi ya lng memaldali terhaldalp dokumen yalng dialjukaln oleh pihalk-pihalk 

terkalit. PPAlT sehalrusnyal memalstikaln balhwal semual dokumen yalng 

digunalkaln dallalm proses pembualtaln alktal aldallalh salh daln alkuralt. Kelallalialn ini 

dalpalt membukal celalh balgi penipualn daln penggunalaln dokumen pallsu dallalm 

perallihaln halk altals talnalh. Pemallsualn dokumen aldallalh sallalh saltu kesallalhaln 

ya lng palling serius daln dialtur dallalm Palsall 263 Kitalb Undalng-Undalng Hukum 
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Pidalnal (KUHP). Palsall ini mengaltur tentalng pemallsualn suralt, yalng mencalkup 

tindalkaln mengubalh altalu membualt dokumen pallsu dengaln malksud untuk 

digunalkaln sebalgali allalt bukti yalng salh. PPAlT ya lng terbukti melalkukaln 

pemallsualn dokumen dalpalt dialncalm dengaln hukumaln penjalral malksimall enalm 

talhun. 

Penipualn yalng dilalkukaln oleh PPAlT dallalm proses perallihaln halk jugal 

merupalkaln pelalnggalraln pidalnal ya lng serius. Palsall 378 KUHP mengaltur 

tentalng penipualn, ya lng mencalkup tindalkaln menggunalkaln tipu muslihalt untuk 

memperoleh keuntungaln yalng tidalk salh. PPAlT yalng terbukti melalkukaln 

penipualn dallalm pembualtaln alktal perallihaln halk dalpalt dikenalkaln hukumaln 

penjalral malksimall empalt talhun. Jikal pemallsualn altalu ketidalkbenalraln informalsi 

dilalkukaln dengaln malksud untuk mendalpaltkaln keuntungaln malteriil balgi diri 

sendiri altalu oralng lalin, PPAlT dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal korupsi. 

Undalng-Undalng No. 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal 

Korupsi, yalng telalh diubalh dengaln Undalng-Undalng No. 20 Talhun 2001, 

mengaltur salnksi pidalnal untuk korupsi. Hukumaln untuk tindalk pidalnal korupsi 

mencalkup hukumaln penjalral minimall empalt talhun daln dendal minimall Rp 200 

jutal. 

PPAlT bertugals membualt alktal otentik sebalgali bukti salh dalri perallihaln 

halk altals talnalh. Merekal halrus memalstikaln semual informalsi dallalm alktal benalr 

daln alkuralt. Menurut Palsall 21 Peralturaln Pemerintalh No. 37 Talhun 1998 

tentalng Peralturaln Jalbaltaln PPAlT, PPAlT halrus menjallalnkaln tugalsnyal dengaln 

teliti, jujur, daln tidalk memihalk. Merekal jugal waljib memeriksal daln 
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memverifikalsi semual dokumen ya lng digunalkaln dallalm proses perallihaln halk 

untuk memalstikaln kealbsalhaln daln kealkuraltalnnyal.  

Peraln PPAlT dallalm proses perallihaln halk altals talnalh salngalt vitall daln halrus 

dilalksalnalkaln dengaln penuh integritals. Kesallalhaln dallalm bentuk pemallsualn 

altalu ketidalkbenalraln informalsi oleh PPAlT tidalk halnya l merugikaln pihalk-pihalk 

ya lng terlibalt tetalpi jugal dalpalt menimbulkaln konsekuensi hukum yalng serius. 

Oleh kalrenal itu, PPAlT halrus menjallalnkaln tugalsnyal dengaln teliti, jujur, daln 

sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln untuk menjalgal 

kealbsalhaln setialp alktal ya lng dibualt daln menghindalri malsallalh hukum di 

kemudialn halri
70

. 

Paldal kalsus ya lng dijelalskaln dallalm putusaln No. 86/Pdt/2019/PT SMG, 

peraln PPAlT (Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh) salngalt menonjol dallalm proses 

perallihaln halk altals talnalh. PPAlT memiliki talnggung jalwalb utalmal untuk 

membualt alktal otentik yalng mengalndung informalsi ya lng benalr daln alkuralt 

mengenali perallihaln halk altals talnalh. Nalmun, kalsus ini menunjukkaln balhwal 

Tergugalt, dallalm hall ini PPAlT, menyeralhkaln fisik sertipikalt talnalh kepaldal 

pihalk lalin talnpal persetujualn Penggugalt, ya lng merupalkaln pemilik halk. 

Tindalkaln ini tidalk halnya l melalnggalr prinsip kealkuraltaln informalsi dallalm alktal 

ya lng halrus dipaltuhi oleh PPAlT, tetalpi jugal dalpalt mengalralh paldal kesallalhaln 

hukum serius. 

Paldal dalsalrnyal, PPAlT halrus memalstikaln balhwal semual informalsi ya lng 

disalmpalikaln dallalm alktal perallihaln halk altals talnalh aldallalh tepalt daln sesuali 
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dengaln kondisi sebenalrnya l. Paldal kalsus ini, penyeralhaln sertipikalt talnalh talnpal 

persetujualn Penggugalt tidalk halnya l melalnggalr alsals kejujuraln dallalm 

pembualtaln alktal, tetalpi jugal berpotensi menciptalkaln ketidalksesualialn daltal 

ya lng dilalporkaln dallalm alktal dengaln reallitals hukum altalu fisik talnalh yalng 

bersalngkutaln. Putusaln Pengaldilaln Tinggi Jalwal Tengalh di Semalralng 

menegalskaln pentingnya l kealkuraltaln informalsi dallalm alktal perallihaln halk altals 

talnalh, dengaln memerintalhkaln Tergugalt untuk menalrik kemballi fisik 

sertipikalt daln mengemballikalnnyal kepaldal Penggugalt. 

Kalsus ini jugal mengingaltkaln paldal pentingnyal integritals daln 

kewalspaldalaln PPAlT dallalm menjallalnkaln tugals merekal. PPAlT tidalk halnyal 

bertalnggung jalwalb untuk membualt alktal otentik sebalgali bukti salh dalri 

perallihaln halk altals talnalh, tetalpi jugal untuk memalstikaln balhwal semual proses 

dilalkukaln dengaln teliti daln sesuali dengaln ketentualn hukum yalng berlalku. 

Kesallalhaln dallalm pembualtaln alktal, seperti ya lng terjaldi dallalm kalsus ini, dalpalt 

mengalncalm kepercalyalaln publik terhaldalp kealbsalhaln dokumen-dokumen 

hukum ya lng diterbitkaln oleh PPAlT. Oleh kalrenal itu, kepaltuhaln terhaldalp 

alsals-alsals kejujuraln daln kealkuraltaln dallalm proses perallihaln halk altals talnalh 

halrus menjaldi prioritals utalmal dallalm pralktik PPAlT. 

3. Perlindungaln Hukum Balgi Pemegalng Halk dallalm Kalsus 

Penyallalhgunalaln Kewenalngaln PPAlT 

Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) memiliki kewenalngaln ya lng 

signifikaln dallalm pembualtaln alktal otentik yalng menjaldi dalsalr hukum balgi 

perallihaln halk altals talnalh. Nalmun, kewenalngaln ini bisal disallalhgunalkaln oleh 
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PPAlT, yalng berpotensi merugikaln pemegalng halk altals talnalh. Alrtikel ini 

membalhals berbalgali bentuk perlindungaln hukum yalng tersedial balgi 

pemegalng halk dallalm menghaldalpi kalsus penyallalhgunalaln kewenalngaln oleh 

PPAlT, didukung dengaln palsall-palsall dalri peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

berlalku. PPAlT bertugals membualt alktal otentik terkalit perallihaln halk altals 

talnalh, sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 1 Peralturaln Pemerintalh No. 37 Talhun 

1998 tentalng Peralturaln Jalbaltaln PPAlT (PP No. 37/1998). Nalmun, 

kewenalngaln ini dalpalt disallalhgunalkaln dallalm berbalgali bentuk, seperti 

pembualtaln alktal talnpal verifikalsi yalng memaldali, pemallsualn dokumen, altalu 

tindalkaln curalng lalinnya l ya lng merugikaln pemegalng halk
71

. 

Penyallalhgunalaln kewenalngaln oleh PPAlT dalpalt mengalmbil beberalpal bentuk, 

alntalral lalin: 

a. Pemallsualn Dokumen 

Mengubalh altalu membualt dokumen pallsu ya lng digunalkaln sebalgali dalsalr 

pembualtaln alktal. Palsall 263 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) 

mengaltur tentalng pemallsualn suralt. 

b. Kepallsualn Identitals 

Mencalntumkaln identitals pallsu altalu tidalk benalr dalri pihalk yalng terlibalt 

dallalm perallihaln halk. Palsall 264 KUHP mengaltur tentalng pemallsualn 

identitals. 

c. Ketidalkbenalraln Daltal Fisik daln Yuridis 
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Memalsukkaln informalsi ya lng tidalk sesuali dengaln kondisi fisik altalu yuridis 

talnalh ya lng menjaldi objek perallihaln halk. Palsall 1320 Kitalb Undalng-

Undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal) mengaltur syalralt-syalralt salhnyal 

perjalnjialn. 

Pemegalng halk ya lng dirugikaln oleh penya llalhgunalaln kewenalngaln 

PPAlT memiliki berbalgali mekalnisme perlindungaln hukum, balik melallui 

jallur aldministraltif, perdaltal, malupun pidalnal.
72

 

a. Perlindungaln Hukum Aldministraltif 

Pengaldualn kepaldal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) Pemegalng halk 

dalpalt mengaljukaln pengaldualn kepaldal BPN mengenali tindalkaln PPAlT yalng 

dialnggalp merugikaln. Palsall 29 Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 

mengaltur mekalnisme pengaldualn daln salnksi aldministraltif balgi PPAlT yalng 

melalnggalr ketentualn. 

b. Perlindungaln Hukum Perdaltal 

1) Tuntutaln Galnti Rugi 

Pemegalng halk dalpalt mengaljukaln tuntutaln galnti rugi kepaldal PPAlT yalng 

melalkukaln penya llalhgunalaln kewenalngaln. Palsall 1365 KUHPerdaltal 

menya ltalkaln balhwal setialp perbualtaln melalwaln hukum yalng menyebalbkaln 

kerugialn paldal oralng lalin mewaljibkaln oralng yalng kalrenal kesallalhalnnyal 

menerbitkaln kerugialn tersebut untuk menggalnti kerugialn. 
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2) Pembalta llaln Alktal 

Pemegalng halk dalpalt mengaljukaln permohonaln pembaltallaln alktal ya lng 

mengalndung calcalt hukum sesuali dengaln Palsall 1320 KUHPerdaltal yalng 

mengaltur syalralt salhnyal perjalnjialn. 

c. Perlindungaln Hukum Pidalnal 

Pemegalng halk dalpalt melalporkaln tindalkaln PPAlT ya lng didugal melalkukaln 

tindalk pidalnal seperti pemallsualn dokumen altalu penipualn kepaldal kepolisialn. 

Palsall 263 KUHP mengaltur tentalng pemallsualn suralt daln Palsall 378 KUHP 

mengaltur tentalng penipualn. PPAlT ya lng terbukti melalkukaln tindalk pidalnal 

dalpalt dialdili daln dijaltuhi hukumaln pidalnal. Undalng-Undalng No. 31 Talhun 

1999 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi, ya lng telalh diubalh 

dengaln Undalng-Undalng No. 20 Talhun 2001, jugal dalpalt digunalkaln jikal 

penya llalhgunalaln kewenalngaln dilalkukaln dengaln malksud korupsi. 

Perlindungaln hukum balgi pemegalng halk altals talnalh dallalm kalsus 

penya llalhgunalaln kewenalngaln dalpalt dilihalt seperti yalng terjaldi dallalm putusaln 

No. 86/Pdt/2019/PT SMG di malnal PPAlT menyeralhkaln fisik sertipikalt talnalh 

talnpal persetujualn pemegalng halk, pemegalng halk dalpalt mengalmbil lalngkalh 

perlindungaln hukum yalng sesuali. Perlindungaln aldministraltif dalpalt dicalri 

dengaln mengaljukaln pengaldualn kepaldal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) 

terkalit tindalkaln PPAlT yalng dialnggalp melalnggalr ketentualn. Salnksi 

aldministraltif seperti yalng dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln dalpalt 

diberlalkukaln terhaldalp PPAlT yalng melalkukaln pelalnggalraln, sehinggal 

memalstikaln alkuntalbilitals dallalm pelalksalnalaln tugalsnya l. Di sisi perlindungaln 
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hukum perdaltal, pemegalng halk memiliki halk untuk menuntut galnti rugi altals 

kerugialn yalng dideritalnya l alkibalt tindalkaln PPAlT yalng melalnggalr hukum. 

Palsall 1365 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal (KUHPerdaltal) 

memberikaln lalndalsaln balgi pemegalng halk untuk menuntut penggalntialn 

kerugialn yalng timbul dalri perbualtaln melalwaln hukum PPAlT, seperti 

penyeralhaln sertipikalt talnalh talnpal izin ya lng mengalkibaltkaln ketidalksal-hualn 

hukum. Melallui proses hukum pidalnal, pemegalng halk dalpalt melalporkaln 

PPAlT ke kepolisialn berdalsalrkaln Palsall 263 daln 378 Kitalb Undalng-Undalng 

Hukum Pidalnal (KUHP), yalng mengaltur tentalng tindalk pidalnal pemallsualn 

suralt daln penipualn. Aldalnyal salnksi pidalnal ini bertujualn untuk menegalkkaln 

kealdilaln daln memberikaln efek jeral terhaldalp PPAlT yalng menyallalhgunalkaln 

kewenalngalnnyal. 

4.   Mekalnisme Pengaldualn daln Penyelesalialn Sengketal 

Pemegalng halk yalng meralsal dirugikaln oleh PPAlT memiliki beberalpal 

mekalnisme pengaldualn daln penyelesalialn sengketal yalng dalpalt ditempuh: 

a. Pengaldualn ke Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) 

Pemegalng halk dalpalt mengaljukaln pengaldualn resmi ke BPN jikal meralsa l 

dirugikaln oleh tindalkaln PPAlT. BPN berwenalng melalkukaln investigalsi 

daln mengalmbil tindalkaln aldministraltif terhaldalp PPAlT ya lng melalnggalr. 

b. Medialsi daln Alrbitralse 

Pemegalng halk daln PPAlT dalpalt memilih untuk menyelesalikaln sengketal 

melallui medialsi altalu alrbitralse sebalgali allternaltif penyelesalialn di lualr 



 

 

113 

 

pengaldilaln. Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 memungkinkaln 

medialsi sebalgali sallalh saltu calral penyelesalialn sengketal pertalnalhaln. 

c. Pengaldilaln Taltal Usalhal Negalral (PTUN) 

Jikal pengaldualn aldministraltif tidalk memualskaln, pemegalng halk dalpalt 

mengaljukaln gugaltaln ke PTUN untuk mempersoallkaln tindalkaln 

aldministraltif yalng dilalkukaln oleh PPAlT. Palsall 53 Undalng-Undalng No. 5 

Talhun 1986 tentalng Peraldilaln Taltal Usalhal Negalral memberikaln halk kepalda l 

malsyalralkalt untuk mengaljukaln gugaltaln altals keputusaln taltal usalhal negalral 

ya lng merugikaln. 

d. Gugaltaln Perdaltal di Pengaldilaln Negeri 

Pemegalng halk dalpalt mengaljukaln gugaltaln perdaltal di pengaldilaln negeri 

untuk menuntut galnti rugi altalu pembaltallaln alktal. Palsall 1365 KUHPerdaltal 

menjaldi dalsalr hukum untuk tuntutaln galnti rugi. 

e. Lalporaln Pidalnal ke Kepolisialn 

Jikal terdalpalt unsur pidalnal, pemegalng halk dalpalt melalporkaln tindalkaln 

PPAlT ke kepolisialn untuk dilalkukaln penyelidikaln daln penuntutaln. Palsall 

263 KUHP daln Palsall 378 KUHP dalpalt digunalkaln sebalgali dalsalr lalporaln 

pidalnal. 

5. Upalyal Pencegalhaln Penyallalhgunalaln Kewenalngaln PPAlT 

Untuk mencegalh penya llalhgunalaln kewenalngaln oleh PPAlT, beberalpal 

lalngkalh preventif dalpalt dialmbil
73

: 
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a. Pengalwalsaln daln Pembinalaln 

BPN perlu meningkaltkaln pengalwalsaln daln pembinalaln terhaldalp PPAlT 

untuk memalstikaln merekal memaltuhi ketentualn hukum ya lng berlalku, 

sebalgalimalnal dialtur dallalm Peralturaln Menteri Algralrial Daln Taltal Rualng/ 

Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial Nomor 2 Talhun 

2018 Tentalng Pembinalaln Daln Pengalwalsaln Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh. 

b. Peningkaltaln Kompetensi PPAlT 

PPAlT halrus mengikuti pelaltihaln daln pendidikaln berkallal untuk 

meningkaltkaln kompetensi daln pemalhalmaln merekal terhaldalp peralturaln 

perundalng-undalngaln. Peralturaln Kepallal BPN No. 1 Talhun 2006 mengaltur 

tentalng pelaltihaln daln pendidikaln balgi PPAlT. 

c. Tralnspalralnsi daln Alkuntalbilitals 

Proses pembualtaln alktal halrus dilalkukaln secalral tralnspalraln daln alkuntalbel, 

dengaln melibaltkaln semual pihalk yalng berkepentingaln.  Sebalgialmaln 

dijelalskaln dallalm Peralturaln Menteri Algralrial Daln Taltal Rualng/ Kepallal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial Nomor 5 Talhun 2017 

Tentalng Lalya lnaln Informalsi Pertalnalhaln Secalral Elektronikall paldal Palsall 4 

ya lng berbunyi  “PPAlT waljib melalkukaln Lalyalnaln Informa lsi Pertalnalhaln 

berupal pengecekaln Sertipikalt Ha lk altals Talnalh sebalgalima lnal dimalksud 

dallalm Palsall 2 alyalt (2) huruf al, sebelum membualt alktal perbualtaln hukum 

tertentu terhaldalp Halk altals Talnalh/ Halk Milik Saltualn Rumalh Susun.” 

d. Pelalporaln daln Evallualsi Berkallal 
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PPAlT halrus menyalmpalikaln lalporaln berkallal kepaldal BPN mengenali alktal 

ya lng dibualt daln kegialtaln lalinnyal.  Palsall 45 huruf c Peralturaln Kepallal BPN 

Nomor 1 Talhun 2006 mengaltur tentalng kewaljibaln pelalporaln PPAlT  

“menyalmpalikaln lalporaln bulalnaln mengenali alktal yalng dibualtnyal kepalda l 

Kepallal Kalntor Pertalnalhaln, Kepa llal Kalntor Wilalyalh daln Kepallal Kalntor 

Pelalyalna ln Paljalk Bumi daln Balngunaln setempalt palling lalmbalt talnggall 10 

bulaln berikutnyal”   

e. Penggunalaln Teknologi Informalsi 

BPN perlu mengimplementalsikaln sistem informalsi berbalsis teknologi 

untuk memalntalu daln mengalwalsi kegialtaln PPAlT, sertal memudalhkaln 

pelalporaln daln pengaldualn dalri malsyalralkalt. Peralturaln Kepallal BPN No. 1 

Talhun 2010 mengaltur tentalng Stalndalr Pelalya lnaln Daln Pengalturaln 

Pertalnalhaln. 

Perlindungaln hukum balgi pemegalng halk altals talnalh terhaldalp 

penya llalhgunalaln kewenalngaln PPAlT salngalt penting untuk menjalgal kealdilaln daln 

kepalstialn hukum. Pemegalng halk memiliki berbalgali mekalnisme untuk 

melindungi diri merekal, balik melallui jallur aldministraltif, perdaltal, malupun 

pidalnal. Peningkaltaln pengalwalsaln, pendidikaln, daln penggunalaln teknologi 

informalsi oleh BPN dalpalt mencegalh penyallalhgunalaln kewenalngaln oleh PPAlT 

daln memalstikaln balhwal proses perallihaln halk altals talnalh berjallaln dengaln balik daln 

aldil. 
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-Haldir diha ldalpaln salyal AlNNISYAl ULFAlH TIAlRA l, Salrjalnal 

Hukum, Ma lgister Kenotalrialtaln, yalng berdalsalrkaln Suralt 

Keputusaln Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial 

Nomor : 9-XVII-PPAlT-2008, talnggall 1 September 2008 dialngkalt 

sebalgali Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh, yalng selalnjutnyal disebut 

PPAlT, yalng dimalksud dallalm Palsa ll 7 Peralturaln Pemerintalh Nomor 

24 Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh, dengaln daleralh kerjal 

Kalbupalten Tegalldaln berkalntor di Jallaln Aldi Sumalrmo, Kecalmaltaln 

Colomaldu, Kalbupalten Kalralngalnyalr, dengaln dihaldiri oleh salksi-

salksi yalng sa lyal kenall daln alkaln disebut paldal balgialn alkhir alktal ini 

:------------ 

 

I. Nyonyal RORO HAlRINI RETNO DEWI BUDIAlRTI, Mengurus 

Rumalh Ta lnggal, lalhir di Semalra lng, paldal talnggall dua l puluh tigal 

Juli seribu sembilaln raltus enalm puluh sembilaln (23–07–1969), 

Walrgal Negalral Indonesial, bertempalt tinggall di Desal Mulur, 

Rukun Tetalnggal 005, Rukun Walrgal 007, Kecalmaltaln Bendosalri, 

Kalbupalten Sukohalrjo, pemegalng Nomor Induk Kependudukaln : 

3327106707690002.----------------------------------------------------- 

-Menurut keteralngalnnyal untuk melalkukaln perbua ltaln hukum 

dallalm alktal ini telalh mendalpa ltkaln persetujualn dalri sualminyal 

Tualn GHOZAlLI, Tentalral Na lsionall Indonesial (TNI), Walrgal 

Negalral Indonesial, lalhir di Tega ll, paldal talnggall enalm belals Juni 

seribu sembilaln raltus enalm puluh delalpaln (16-06-1968), 

bertmpalt tinggall salmal dengaln Istrinyal, Pemega lng Nomor 
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Induk Kependudukaln : 3327101606680002, yalng turut haldir 

menalnda ltalngalni alktal ini sebalgali talndal persetujualn.------------- 

 -Selalku PENJUAlL, selalnjutnya l disebut PIHAlK PERTAlMAl.------

- 

       II. Tualn HA lIDAlR, Kalryalwaln Swalstal, lalhir di Suralkalrtal, paldal 

talnggall tigal puluh saltu Malret seribu sembilaln raltus tujuh 

puluh tujuh (31-03-1977), Wa lrgal Negalral Indonesial, bertempalt 

tinggall di Keluralhaln Kraltonaln, Rukun Tetalnggal 001, Rukun 

Walrgal 006, Kecalmaltaln Serengaln, Kotal Suralkalrta l, pemegalng 

Nomor Induk Kependudukaln : 3327103103770001.--------------

--------- 

     -Selalku PEMBELI selalnjutnyal disebut PIHAlK KEDUAl.----------- 

-Palral pengha ldalp dikenall oleh salyal.--------------------------------------

--Pihalk Perta lmal meneralngkaln dengaln ini menjuall kepaldal Pihalk 

Kedual daln Pihalk Kedual menera lngkaln dengaln ini membeli dalri 

Pihalk Pertalmal:---------------------------------------------------------------- 

 Halk Milik Nomor : 1558/Mulur, altals sebidalng talnalh 

sebalgalima lnal diuralikaln dallalm Suralt Ukur 20/02/2023, Nomor 

: 03797/Kallisalpu/2023, seluals 125 m2 (seraltus dua l puluh limal 

meter persegi), dengaln Nomor Identifikalsi Bidalng Ta lnalh (NIB) : 

11.35.10.02.06411, daln Suralt Pemberitalhualn Paljalk Terhutalng 

Paljalk Bumi daln Balngunaln (SPPTPBB) Nomor Objek Paljalk 

(NOP): 33.11.060.003.011-0154.0-------------------------------------

--------- 
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terletalk di :----------------------------------------------------------------

- 

 Propinsi    : Jalwal Tengalh---------------------------------- 

 Kalbupa lten   : Sukoha lrjo------------------------------------- 

 Kecalma ltaln   : Bendosa lri------------------------------------- 

 Desal/Keluralhaln : Mulur------------------------------------------ 

 Jallaln    : -------------------------------------------------- 

Juall - beli ini meliputi pulal:------------------------------------------------ 

-Segallal sesua ltu yalng beraldal dialta lsnyal berikut turutalnnyal.--------- 

Selalnjutnyal semual yalng diuralika ln di altals dallalm alkta l ini disebut 

“Obyek Juall Beli”.------------------------------------------------------------ 

Pihalk Pertalmal daln Pihalk Kedual meneralngkaln balhwal :--------------

- 

a. Juall beli ini dilalkukaln dengaln halrgal Rp. 200.000.000.- (dual 

raltus juta l rupialh).------------------------------------------------------- 

b. Pihalk Pertalmal mengalku tela lh menerimal sepenuhnyal ualng 

tersebut dialtals dalri Pihalk Kedual daln untuk penerimalaln ualng 

tersebut a lktal ini berlalku pulal sebalgali talndal penerimalaln yalng 

salh (kwita lnsi).------------------------------------------------------------- 

c. Juall beli ini dilalkukaln dengaln syalralt-syalralt sebalgali berikut :--- 

    ---------------------------------- Palsall 1 ---------------------------------- 

 Mulali halri ini obyek juall beli yalng diuralikaln dalla lm alktal ini 

telalh menjaldi milik Pihalk Kedual daln kalrena lnyal segallal 

keuntunga ln yalng didalpalt dalri, daln segallal kerugialn/bebaln altals 
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obyek jua ll beli tersebut dia ltals menjaldi halk/bebaln pihalk 

kedual.------------- 

----------------------------------- Pa lsall 2 --------------------------------- 

Pihalk Pertalmal menjalmin, balhwal obyek juall beli tersebut di 

altals tidalk tersalngkut dallalm sualtu sengketal, bebals dalri sitalaln, 

tidalk terikalt sebalgali jalminaln untuk sesualtu utalng yalng tidalk 

tercaltalt dallalm sertipikalt, daln bebals dalri bebaln-bebaln lalinnyal 

yalng berupal alpalpun.----------------------------------------------------

------- 

------------------------------------Pa lsall 3 --------------------------------

--Mengena li juall beli ini telalh diperoleh izin pemindalhaln halk 

dalri  

talnggall ---------------------------Nomor  --------------------------------

----------------------------------- Pa lsall 4 --------------------------------- 

Pihalk Kedual dengaln ini menyaltalkaln balhwal dengaln juall beli ini 

kepemilika ln talnalhnyal tidalk melebihi ketentualn malksimum 

pengualsala ln talnalh menurut ketentualn perundalng-undalngaln 

yalng berlalku sebalgalimalnal tercalntum dallalm pernyaltalalnnyal 

talnggall  

------------------------------------ Palsall 5 -------------------------------- 

Dallalm ha ll terdalpalt perbedalaln luals talnalh yalng menjaldi obyek 

juall beli dallalm alktal ini dengaln halsil pengukuraln oleh instalnsi 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall, malkal palral pihalk alkaln menerimal 

halsil pengukuraln instalnsi Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall tersebut 

dengaln tidalk memperhitungka ln kemballi halrgal juall beli daln 
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tidalk alkaln salling mengaldalkaln gugaltaln.-----------------------------

------------------------------------ Palsall 6--------------------------------

-- 

Pihalk Pertalmal daln Pihalk Kedual dengaln ini menyalta lkaln balhwal 

segallal da ltal altalu identitals sertal informalsi yalng diberikaln 

aldallalh benalr sehinggal membebalskaln Pejalbalt Pembualt Alktal 

Talnalh da ln salksi-salksinyal dalri segallal tuntuta ln hukum 

alpalpun.-------------- 

    ----------------------------------- Pa lsall 7 --------------------------------- 

Balhwal segallal alkibalt hukum yalng mungkin timbul terjaldinyal 

juall beli dengaln halk altals talnalh sebalgali obyeknyal sebalgalimalnal 

yalng tertualng dallalm isi alktal ini menjaldi bebaln da ln talnggung 

jalwalb Piha lk Pertalmal daln Pihalk Kedual.------------------------------ 

  --------------------------------- Palsa ll  8---------------------------------- 

Kedual belalh pihalk dallalm ha ll ini dengaln segalla l alkibaltnyal 

memilih tempalt kedialmaln hukum yalng umum daln tidalk 

berubalh paldal Kalntor Palnitera l Pengaldilaln Negeri Kalralngalnyalr 

Kalbupalten Kalralngalnyalr.------------------------------------------------ 

    ----------------------------------- Pa lsall 9 --------------------------------- 

Bialyal pembualtaln alktal ini, ualng salksi dalnsegallal bialyal perallihaln 

halk ini  Dibalyalr oleh Pihalk Kedual.------------------------------------

- 

-Alkhirnyal ha ldir jugal dihaldalpaln salyal, dengaln dihaldiri oleh salksi-

salksi yalng sa lmal daln alkaln disebutkaln paldal alkhir alktal ini:---------- 
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yalng menera lngkaln telalh mengeta lhui alpal yalng diuralikaln di altals 

daln menyetujui juall beli dallalm alktal ini.--------------------------------- 

-Demikialn alktal ini dibualt dihaldalpaln palral pihalk daln sa lksi-salksi :- 

1. Aljeng Dwi Lestalri,  Desal Tohudaln- Colomaldu - Kalralngalnyalr.--- 

2. Milhaltun  Nisal, Desal Tohudaln- Colomaldu - Kalralnga lnyalr.------- 

- selalku stalf  Notalris/PPAlT setempalt.------------------------------------ 

sebalgali salksi-salksi, daln setelalh dibalcalkaln sertal dijelalskaln, malkal 

sebalgali bukti kebenalraln pernya ltalaln yalng dikemukalkaln oleh 

Pihalk Pertalmal daln Pihalk Kedual tersebut dialtals, alktal ini 

ditalndaltalnga lni/calp ibu jalri oleh Pihalk Pertalmal, Pihalk Kedual, 

palral salksi da ln salyal, PPAlT, sebalnyalk 2 (dual) ralngkalp a lsli, yalitu 1 

(saltu) ralngka lp lembalr pertalmal disimpaln di kalntor salyal, daln 1 

(saltu) ralngka lp lembalr kedual disalmpalikaln kepaldal Kepallal Kalntor 

Pertalnalhaln Kalbupalten Tegall.---------------------------------------------- 

Untuk keperlualn pendalftalraln pera llihaln halk alkibalt jua ll beli dallalm 

alktal ini.------------------------------------------------------------------------ 

  

 Pihalk Pertalmal                               Pihalk Kedual 

 

 

 

RORO HAlRINI RETNO DEWI BUDIAlRTI          HAlIDA lR 

TRI AlRSYEPTO  

       Persetujualn Sualmi 
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BAlB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpula ln 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng telalh penulis uralikaln di altals, malkal 

kesimpulaln ya lng dalpalt penulis talrik untuk penelitialn ini aldallalh sebalgali 

berikut: 

1. Kewenalngaln Pejalbalt Pembualt Alktal Talnalh (PPAlT) dallalm penyeralhaln 

sertipikalt pengurusaln ballik nalmal yalng dimohonkaln oleh bukaln 

pemegalng halk didalsalrkaln paldal peralturaln perundalng-undalngaln ya lng 

mengaltur tugals daln wewenalng PPAlT. PPAlT memiliki kewaljibaln untuk 

memalstikaln balhwal setialp perallihaln halk altals talnalh dilalkukaln sesuali 

dengaln prosedur yalng benalr daln berdalsalrkaln bukti-bukti yalng salh. 

Berdalsalrkaln Palsall 1 Peralturaln Pemerintalh No. 37 Talhun 1998 tentalng 

Peralturaln Jalbaltaln PPAlT, PPAlT diberi wewenalng untuk membualt alktal 

otentik yalng merupalkaln bukti hukum yalng salh altals perallihaln halk altals 

talnalh. Nalmun, dallalm kalsus permohonaln ballik nalmal ya lng dialjukaln oleh 

bukaln pemegalng halk, PPAlT halrus melalkukaln verifikalsi yalng cermalt 

untuk memalstikaln balhwal pemohon memiliki kewenalngaln yalng salh 

untuk melalkukaln perallihaln halk tersebut. Verifikalsi ini mencalkup 

pemeriksalaln dokumen-dokumen yalng mengualtkaln klalim pemohon altals 

halk altals talnalh ya lng dimalksud. 

2. Pelalksalnalaln kewenalngaln PPAlT dallalm menyeralhkaln sertipikalt 

pengurusaln ballik nalmal ya lng dimohonkaln oleh bukaln pemegalng halk 
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memiliki konsekuensi altalu alkibalt hukum yalng signifikaln. Alpalbilal PPAlT 

melalkukaln penyallalhgunalaln kewenalngaln altalu kelallalialn dallalm 

memverifikalsi halk pemohon, hall ini dalpalt mengalkibaltkaln sertipikalt yalng 

dikelualrkaln menjaldi calcalt hukum. Palsall 38 Peralturaln Kepallal BPN No. 3 

Talhun 1997 tentalng Pelalksalnalaln Peralturaln Pemerintalh No. 24 Talhun 

1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh mengaltur balhwal sertipikalt ya lng 

dikelualrkaln PPAlT halrus didalsalrkaln paldal informalsi ya lng benalr daln vallid. 

Jikal terbukti balhwal PPAlT telalh menyeralhkaln sertipikalt kepaldal bukaln 

pemegalng halk talnpal verifikalsi yalng memaldali, malkal pemegalng halk yalng 

salh dalpalt mengaljukaln gugaltaln untuk membaltallkaln sertipikalt tersebut di 

Pengaldilaln Negeri. Selalin itu, PPAlT jugal dalpalt dikenalkaln salnksi 

aldministraltif oleh Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) berupal pencalbutaln 

izin untuk menjallalnkaln profesinyal sebalgali PPAlT. 

B. Salraln 

Berdalsalrkaln penelitialn yalng telalh dilalkukaln, penulis memiliki beberalpal 

salraln sebalgali berikut: 

a. Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) dalpalt menyusun pedomaln altalu 

stalndalr operalsionall ya lng lebih rinci daln jelals balgi PPAlT dallalm 

mengelolal permohonaln ballik nalmal yalng dialjukaln oleh bukaln pemegalng 

halk. Pedomaln ini halrus mencalkup prosedur verifikalsi dokumen yalng 

lebih mendallalm, checklist yalng komprehensif untuk memalstikaln 

kealbsalhaln halk pemohon, daln lalngkalh-lalngkalh yalng halrus dialmbil jikal 

aldal kecurigalaln altals kealbsalhaln dokumen yalng dialjukaln. 
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b. Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) dalpalt mengembalngkaln progralm 

pelaltihaln berkallal daln sertifikalsi yalng waljib diikuti oleh setialp PPAlT. 

Progralm ini halrus mencalkup pembalrualn terkalit peralturaln perundalng-

undalngaln terbalru, studi kalsus tentalng pelalksalnalaln kewenalngaln PPAlT, 

daln pralktek terbalik dallalm menghaldalpi kalsus-kalsus kompleks seperti 

permohonaln ballik nalmal oleh bukaln pemegalng halk. Sertifikalsi rutin jugal 

diperlukaln untuk memalstikaln PPAlT selallu memenuhi stalndalr 

profesionallitals daln integritals dallalm menjallalnkaln tugalsnya l. 
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